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ABSTRAK

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan
melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya
Masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang
tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka
intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura.

Untuk memenuhi modal budidaya komoditas tersebut di atas, Bank
Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia melalui bank penyalur
yang dinilai layak untuk selanjutnya diberikan kepada petani setelah melatui
seleksi oleh bank pelaksana penyaluran.

Pemberian KLBI ini bersifat nasional yang secara langsung maupun
tidak langsung berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi kesenjangan ssosial, sekaligus membangun ketahanan pangan
nasional dan kembali berswasembada beras. KUT diberikan kepada petani dalam
dua musim tanam atau satu tahun harus dikembalikan. Ketentuan ini tertuang
dalam Perjanjian Kredit Usaha Tani. Akan tetapi maksud pemberian KUT
tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula, karena hampir semua kabupaten
penerima KUT tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian
(menunggak) termasuk di dalamnya Kabupaten Demak sebesar kurang lebih 53
miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat dikembalikannya KUT,
di antaranya adalah faktor alam maupun karena penyalahgunaan oleh para pihak
terkait. Upaya pengembalian kredit telah dilakukan dengan membentuk tim baik
melalui pendekatan persuasif maupun pendekatan hukum, akan tetapi tidak
berhasil dengan maksimal, karena dari Pemerintah Pusat selalu melakukan

perubahan polecy dalam menyelesaikan tunggakan KUT.



Penyelesain core problem KUT di Kabupaten Demak tersebut menjadi
inti penulisan tesis ini melalui penelitian kualitatif dengan descriptive analytic
dan melalui pendekatan socio legal.

Dengan demikian kata kunci dari penelitian tesis ini adalah:

Menunggak, penyebab, upaya.
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ABSTRACT

Farming Credit (KUT) is a credit of working capital given through the
bank of credit giver to Primary Coorporation or Self Supporting Institute of
Society as executor of giving credit for farmer’s need which is merged into by a
farmer group to defray its farming to construct the paddy intensification, palawija
(crops planted as second crop in dry season), and holticulture.

To fulfil conducting commodities capital mentioned above, Indonesia
Bank (BI) provide the Credit of Liquidity of Indonesia Bank through the dealer
bank assessed competent henceforth passed to by farmer after passing selection
by bank of channelling executor.

This gift of KI.BI have the characterized national which directly and
also indirectly sharing to improve the society prosperity and lessen or decrease
the social difference, at the same time develop the resilience of national food and
the rice self-sufficiency. KUT passed to by farmer in two planting seasons or one
year have to be returned. This rule is decanted in Agreement of Farming Credit.
However gift intention of the KUT disagree with target initiated, because most of
all sub-province of receiver KUT cannot return the credit as according to
agreement (being in arrears), including in Sub-Province Demak, it equals to more
or less 53 billions.

Many factor causing unreturned KUT, among others is natural factor
and also because abuse by the related or relevant parties. Strive the credit return
have been conducted with forming team of either through persuasive approach
and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central

Government always make a change for the policy in finishing KUT arrears.

vii



and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central
Government always make a change for the policy in finishing KUT arrears.

The solutions for KUT core problem in the Sub-Province Demak
become the core of this thesis through the qualitative research by descriptive
analytic approach and the socio-legal approach.

So the key words of this thesis: Arrears, cause, expedient.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ckonomi ditandai dengan semakin meningkatnya
investasi, untuk itu berbagai upaya dilakukan guna menarik dan menanamkan
modal unruk menghasilkan barang dan jasa. Menurut Robert L. Heilbroner,
a&a tiga unsur abstrak dalam kegiatan ekonomi (yang. sering discbut faktor
produksi) yakni: tanah, tenaga kerja dan modal).! Ketiga unsur produksi
tersebut menggerakkan roda perekonomian, dalam arti bahwa Kkegiatan
produksi baik barang maupun jasa hanya dapat terjadi bila didukung oleh
ketiga faktor tersebut di atas.

Untuk memenuhi kebutuhan petani yang tertuang dalam Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yakni kebutuhan kelompoktani
untuk satu periode tertentu meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian serta modal kerja, guna mendukung pelaksanaan Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang dibutuhkan oleh petani
adalah merupakan pesanan kelompoktani kepada koperasi atau lembaga lain.
Scjak krisis ekonomi tahun 1997 yang berlanjut dengan krisis moneter sampai
dengan sekarang (2003), maka salah satu upaya pemerintah untuk

memulihkan ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang pangan, pemerintah

! Teguh Santoso, Misteri Hutang Dunia Kefiga, Kompas, Kamis 13 Maret 2003, hal. 5

w1l TR 5&%'%@



telah meminjamkan dukungan modal kepada para petani dalam bentuk Kredit
Usaha Tani (KUT).

Kredit Usaha Tani yang selanjutnya disebut KUT adalah kredit
modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi
Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana
pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani
guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan
holtikultura®

Intensifikasi padi, palawija dan holtikultura adalah usaha budidaya
komoditas padi, palawija dan holtikultura untuk meningkatkan

produktifitasnya sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat
Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

Untuk memenuhi modal budidaya komoditas tersebut di atas, maka
Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang
diantaranya disalurkan untuk KUT, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana
dan Sangat Sederhana (KPRS/KPRSS), Kredit kepada Koperasi Primer untuk
Anggotanya (KKPA), Kredit kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja
kepada BPR (KMKBPR), Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Mikro
(KPKM) yang dimaksudkan baik langsung maupun tidak langsung guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Adapun yang berhak menerima KUT adalah petani yang telah masuk ke

? Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah, dan Sekretaris Pengendali Bimas Departremen Pertanian No. 06/SKB/XI1/1988 dan
103/SKB/SEK/SPB/XII/1988. tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk intensifikasi padi,
palawija dan holtikultura.



dalam kelompok tani, berdomisili di wilayah kerja koperasi atau LSM di
wilayah tersebut, berumur minimal 18 tahun atau telah menikah dengan lahan
yang dapat dibiayai KUT maksimal dua hcktar dan harus sudah kembali
dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan surat perjamjian penerusan
KUT dan surat pengakuan hutang (SPH) di bank. Seperti kita ketahui
bersama bahwa KUT yang telah disalurkan di seluruh Indonesia mengalami
kemacetan, demikian halnya di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak
merupakan satah satu dari 4 kabupaten produsen beras/lumbung padi terbesar
di Jawa Tengah, maka pemerintah berkepentingan atas kelangsungan
produksi padi guna memenuhi kebutuhan beras dalam nggeri serta
mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Akan tetapi kredit KUT dan
Kredit Ketahanan Pangan yang disalurkan di Kabupaten Demak mengalami
kemacetan juga, bahkan termasuk sepuluh besar kabupaten di Jawa Tengah
yang menunggak kredit untuk periode 1998-1999, 1999-2000 kurang lebih
45 milyar.’

Begitu besarnya tunggakan kredit KUT dan KKP, maka sudah
scharusnya kepada pihak — pihak terkait yang melakukan pelanggaran
diambil tindakan hukum untuk mendidik masyarakat dan mengambil
pelajaran dari kasus tersebut serta menegakkan wibawa hukum di mata
masyarakat. Pihak-pihak terkait dalam KUT dan KKP antara lain petani,
kelompok tani, LSM, Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM

serta Bank Pemerintah sebagai penyalur untuk Kabupaten Demak yakni BRI,

* Kompas, 5 Pebruari 2002, hal. 8



BPD dan BUKOPIN, yang mestinya telah menerapkan konsep good
corporate governance guna membenahi BUMN di Indonesia termasuk di

dalamnya Bank Pemerintah di Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah
Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan scbagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak?

2. Faktor apa saja yang menyebabkan Kredit Usaha Tani di Kabupaten
Demak, tidak dapat dikembalikan oleh petani sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati?

3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan
kredit tersebut?

C. Tinjauan Pustaka
Bahwa untuk menyalurkan kredit secara tepat, telah ada acuan dan
pihak Bank Pemerintah sebagai usaha prefentif guna menghindari kredit
macet dan Bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur adalah bankable.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi setelah melalui penelitian dan

analisis. Adapun acuan yang digunakan adalah 5 C (caracter, capital,

capacity, collateral and condition of economy) dan 4 P (personality, purpose,

payment and prospect) dan 3 R (return, repayment and risk bearing ability).*

* Mohammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Aditya Bakti,
2000, hal. 394



Sekalipun telah dipasang rambu-rambu sebagaimana telah disebutkan
di atas, akan tetapi dalam praktek kredit macet (non-performing loan/NPL)
masih tetap tinggi termasuk di dalamnya Kredit Usaha Tani di Kabupaten
Demak. Kredit macet ini bisa discbabkan oleh faktor internal maupun
eksternal. Faktor internalnya seperti analisa kredit yang tidak tepat, sistem
informasi dan administrasi yang kurang baik, keputusan dalam pemberian
kredit serta kualitas manajemen Bank. Sedang faktor eksternalnya dapat
disebabkan oleh situasi perckonomian yang tidak mendukung perkembangan
usaha debitur, pengpgunaan kredit diluar yang direncanakan, kurangnya
iktikad baik dari pihak debitur, kemampuan debitur dalam melunasi kredit.
serta pelanggaran persyaratan kredit yang telah disepakati.

Dengan banyaknya penyalahgunaan lembaga perbankan, Bank
Indonesia telah mengeluarkan peraturan No. 3/10/PBI/2001 tentang prinsip
mengenal nasabah (know your customer) yang dimaksudkan untuk mencegah
agar sistem perbankan tidak dipergunakan scbagai sarana kejahatan
pencucian vang (money loundring) baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal kredit yang disalurkan oleh bank pemerintah, ketika ada
tanda-tanda timbulnya masalah pembayaran kembali hutang debitur, maka
bank dapat menempuh jalur persuasif terlebih dahulu dengan cara:

1. Penjadwalan kembali tenggang waktu maupun besarnya angsuran dalam

pembayaran kredit (rescedulling).



2. Peninjauan kembali sebagian atau seluruh persyaratan kredit
(reconditioning).

3. Penataan kembali persyaratan kredit yang menyangkut penambahan dana
bank atau konfersi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok
kredit baru, dan atau konfersi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi
penyertaan modal dalam perusahaan (restructuring).

Apabila bank pemerintah telah melakukan upaya-upaya prefentif
dalam menangani penyaluran kredit, akan tetapi kredit yang disalurkan tetap
mengalami kemacetan, maka bank dapat menempuh jalur represif dengan
proses hukum, yaitn menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau ke Pengadilan Negeri.

Dengan realitas kredit macet yang begitu besar, maka pemerintah
berusaha memperbaiki manajemen guna mewujudkan perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) untuk itu dip'erlukan manajer-manajer
profesional untuk mengelola perusahaan negara tersebut.

Telah banyak teori-teori manajemen yang dilahirkan oleh para ahli,
salah satunya adalah scientific management (manajemen ilmiah) yang
dicetuskan Frederic W Taylor dan merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan produktifitas serta menaikkan  efisiensi para pekerja,
mengingat dinamika yang berkembang di lapangan teori ini kemudian
disempurnakan dengan bentuk manajemen baru yang disebut teori

manajemen kontemporer — dengan perkembangan sebagai berikut:



1.

Pendekatan sistem, yakni manajemen yang memandang organisasi
merupakan satu kesatuan sistem dengan tujuan yang integralistik.
Beberapa kunci konsepnya:

a. Subsistem ——— bagian yang menyusun seturuh sistem.

b. Sinergi — bagian yang berbeda bekerja sama menjadi
lebih produktif.

c. Sistem terbuka dan tertutup: Sistem terbuka, bila berinteraksi dengan
lingkungannya dan tertutup bila sebaliknya.

d. Batas sistem —_ Setiap sistem mempunyai batas yang
memisahkan dengan lingkungannya.

e. Arus —  Komponen seperti informasi, material dan
energi yang memasuki dan keluar sistem.

f. Umpan balik — Merupakan kunci untuk mengendalikan sistem.

. Pendekatan situasional (contingency approach). Pandangan bahwa teknik

manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian
sasaran organisasi yang bervariasi dalam situasi dan lingkungan yang
berbeda. Menurut pendekatan kontingensi, tugas manajer adalah
mengidentifikasi teknik mana yang, dalam situasi tertentu, dibawah
keadaan tertentn, dan pada waktu tertentu, paling baik memberikan
kontribusi pada pencapaian sasaran manajemen,

Era keterlibatan dinamik (dynamic engagement). Pandangan bahwa

waktu dan hubungan manusia mendesak manajemen untuk memikirkan



ulang pendekatan tradisional dalam menghadapi perubahan yang terus
menerus berlangsung dan cepat.

Dinamika mencerminkan perubahan, pertumbuhan, dan aktifitas yang
berkesinambungan. Keterlibatan mengandung arti keterlibatan intensif
dengan orang lain.

4. Pandangan Integratif

Pendekatan Sistem Pendekatan Situasional
Ketergantungan Antar Sistem Melihat Situasi Yang Dihadapi
Melihat Pengaruh Lingkungan Bertindak Sesuai Situasnya
h 4 h 4 A 4

Klasik Perilaku Kuantitatif
Fokus pada Perilaku Organisasi MO & MS -
Efisiensi dan Dan pentingnya
Produktifitas SDM

\ /

Manajemen yang Efektif dan Efisien

Manajer harus mampu melihat ketergantungan antar bagian dalam
organisasi/perusahaan, pengaruh lingkungan eksternal dan keunikan situasi
yang dihadapi. Setelah memahami ketiga hal tersebut, manajer dapat memilih
pendekatan mana yang paling baik untuk diterapkan dalam situasi yang
dihadapi.’

Bahwa apapun manajemen yang diterapkan oileh Bank (BUMN)

harus senantiasa dalam payung hukum perbankan, seperti disebutkan dalam

° Taufiq Immawan, ST., MM., Kuliah Manajemen Perusahaan Industri, Yogyakarta:
Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Yogyakarta, Tahun Akademik 1999-2000.



pasal 1 UU NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan: “Perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.

Salah satu ciri menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah
penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum tidak hanya untuk
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujnan-tujuan yang
dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi,
menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut
sebagai pandangan modern tentang hukum, yang menjurus pada penggunaan
hukum sebagai suatu instrumen.®

Perananannya sebagai instrumen, hukum juga memberikan kepastian
hubungan antar manusia dalam masyarakat khususnya dalam bidang
perkreditan diantaranya Kredit Usaha Tani (KUT), beserta hak dan
kewajiban para pihak.

Mengingat perananya sebag;cli instrumen, hukum memberikan
kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat, terutama
dibidang perkreditan termasuk di dalamnya KUT yang berkaitan erat dengan
hukum jaminan, hukum eksekusi dan lain-lain. Guna membenahi BUMN di
Indonesia khususnya Perbankan, Menteri BUMN; Laksamana Sukardi,

membuat Master Plan untuk BUMN tahun 2002-2006 yang memiliki visi

® Satjipto Rahardjo., Iimu Hukum., Bandung: PT Citra Aditya Bakti., Cet. Ke.4., 1996,

hal. 206
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sebagai berikut “ Menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh
dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stakeholder’”.

Adapun prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) yakni
kewajaran  (fairmess), akuntabilitas (accountability),  responsibilitas
(responsibility) dan transparansi (disclasure and transparancy). Penerapan
prinsip-prinsip GCG tidak dapat dilakukan secara parsial, dalam hal ini harus
dengan pendekatan holistik, mendasar, baik economic framework maupun
legal framework.

Secara normatif praktek GCG sebagai governance sistym yang dapat
diterima oleh insvestor merupakan suatn keharusan dalam sistem ekonomi
yang bertumpu pada kompetisi pasar dengan tuntutan efisiensi dan
profitabilitas, secara legal kita membutuhkan hukum positif yang mendukung
penerapanya. Hal ini dapat digunakan/diterapkan untuk mengeliminir kredit
macet di bank-bank pemerintah khususnya Kredit Usaha Tani di Kabupaten

Demak, paling tidak menekan kredit macet serendah mungkin.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan pada sub
bab di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai ben'kut
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Tani di

Kabupaten Demak.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penycbab Kredit Usaha Tani di
Kabupaten Demak tidak dapat dikembalikan petani sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati. |

¢.  Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah ditakukan oleh pemerintah

dalam menyelesaikan tunggakan KUT di Kabupaten Demak.

E. Kontribusi Penelitian
Apabila tujuan-tujuan penelitian terscbut di atas tercapai, maka
diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi:

1. Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian I[lmu Hukum,
khususnya bidang perkreditan dan lebih khusus lagi Kredit Usaha Tani di
Indonesia

2. Praktis, sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan di bidang
perkreditan dalam merencanakan, membuat dan melaksanakan hukum

perkreditan pada bank (BUMN) di Indonesia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif
dengan analisis deskriptif (descriptive analytic) dan menggunakan
pendekatan socio legal. Yaitu suatu penelitian yang bermaksud

memperoleh jawaban seobyektif nungkin dari permasalahan yang diteliti.
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Mengingat sasaran penelitian ini adalah merupakan kasus yang
secara spesifik terjadi di Kabupaten Demak berupa macetnya Kredit
Usaha Tani, maka jenis penelitian kualitatif dengan landasan filsafat
phenomenologi, adalah merupakan landasan filsafat yang dianggap tepat
untuk itu. Kasus ini mencakup berbagai faktor terkait yang berjalin
berkelindan, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara
menyeluruh (holistik), mendudukkan obyek penelitian dalam konstruksi
ganda (momot makna), melihat obyeknya dalam “konteks lingkungan
sosialnya.” Sedangkan pola berpikimya adalah menggunakan pola
berpikir induktif — berangkat dari kasus-kasus yang secara khusus terjadi
di lapangan, untuk memperoleh kesimpulan yang ditarik dari kasus-kasus
itu.

2. Jenis dan sumber data

a. Penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari lapangan
berupa informasi terjadinya kasus kredit usaha tani yang mengalami
kemacetan. Data ini secara kronologis ditelusuri mulai dari bank
sebagai penyalur (channeling) sampai dengan pihak-pihak terkait dan
debiturnya di Kabupaten Demak.

b. Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari berbagai literatur
terkait, seperti  buku-buku, perundang-undangan, paket-paket
kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kredit usaha tani,

media cetak, media elektromk.

" Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi ke
IIL, Cet. Ke. 7, 1996, hal. 13
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3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penclitian sebagaimana dijelaskan,

digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a.

Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat (ron
participant observation) dimana pengamat tidak beralih menjadi
anggota kelompok (responden) yang sedang diamati agar pengamat
(peneliti) tidak terlibat secara emosional dengan responden yang
sedang diamati. Untuk menghindari muinculnya faktor-faktor yang
dapat mengurangi obyektifitas pengamatan. Untuk itu peneliti
berusaha menghilangkan prasangka (kecurigaan) dari responden yang

sedang diamati

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur
(terbuka) yang dilakukan secara langsung terhadap responden (direct
interview) secara mendalam (indepth) menyelutuh (holistic) dan
menempatkan responden (informan) sebagai sejawat peneliti (viewing
one another as peers) agar memperoleh data yang secara obyektif dan
benar-benar diharapkan. Karena penelitian kualitatif bersifat learning
for people daripada studying people. Untuk itu peneliti akan berusaha
menciptakan hubungan yang baik dengan responden agar yang
bersangkutan bersedia memberikan jawaban dan informasi yang

benar.
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4. Analisis Data
Sesuai dengan jenis penelitian tesis ini, yaitu kualitatif untuk kasus yang
terjadi di tengah masyarakat, maka teknik analisisnya menggunakan
analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang memanfaatkan kategori-
kategori data yang telah dikumpulkan, kemudian diadakan pemaknaan
sesuat dengan konteks terjadinya kasus tersebut.
G. Sistematika Penulisan Tesis

Kerangka tesis ini terdiri dari  empat bab, masing-masing
Pendahuluan, Tinjauan Pustaka tentang Penyaluran Kredit Usaha Tani, Hasil
Penelitian dan Pembahasan, serta bab terakhir berupa kesimpulan dengan
disertai lampiran-lampiran.

Adapun bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, konftribusi penelitian dan
metodologi penelitian.

Bab dua membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tinjanan
kredit pada umumnya, kredit usaha tani (KUT), keberhasilan dan kegagalan
kredit usaha tani (KUT), dan program pertanian pasca kredit usaha tani
(KUT).

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang
melaporkan tentang kondisi geografi dan potensi ekonomi Kabupaten
Demak, pelaksanaan penyaluran kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten

Demak, faktor — faktor penyebab kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten
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Demak tidak dapat dikembalikan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan tunggakan kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak,
pembahasan tesis yang terdiri dari: pelaksanaan kredit usaha tani (KUT) di
Kabupaten Demak, faktor-faktor penyebab tunggakan kredit usaha tani
(KUT) di Kabupaten Demak tidak dapat dikembalikan, dan upaya-upaya
yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan kredit usaha tani
(KUT) di Kabupaten Demak.

Bab berisi kesimpulan dan saran yang selanjutnya disertai lampiran-

lampiran yang dapat mendukung obyektifitas tesis ini.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG PENYALURAN KREDIT USAHA TANI

A. TINJAUAN KREDIT PADA UMUMNYA

Dalam kehidupan schari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan
yang asing lagi bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal
oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa kata kredit
tersebut sudah sangat populer.

istilalh kredit berasal dari kata Yunani (credere) yang berarti
kepercayaan (truth atau .)‘fairh). Oleh karena itu dasar dar kredit ialah
kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur)
percaya bahwa penerima kredit (debitur)di masa mendatang akan sanggup
memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu
dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian prestasi dan kontraprestast dapat berbentuk sebagat
berikut :
I. Barang terhadap barang.
2. Barang terhadap uang,
3. Barang terhadap jasa.
4. Jasa terhadap jasa.
5. Jasa terhadap vang.
6. Jasa terhadap barang.

7. Uang terhadap uang.



8. Uang terhadap barang,

9. Uang terhadap jasa.'

1. Pengertian Kredit Pada Umumnya
Ada beberapa pengertian tentang kredit antara lain :

a. Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran
dari prestasi vang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang,
uang, maupun jasa. Di sini terlihat bahwa faktor waktu merupakan
faktor utama yang mernisahkan prestasi dengan kontraprestasi.

b. Raymond P. Kent dalam buku karangannva Money and Banking
mengatakan bahwa = kredit adalah hak untuk menerima pembayaran
atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta,
atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang
sckarang.

¢. Dalam pasal | ayat | Keputusan Menter1 Keuangan RI. Nomor 293/
KMK. 09/ 1993 tentang Besamya Pengurusan Piutang Negara
disebutkan bahwa : “piutang negara adalah sejumniah uang yang wajib
dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung
maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu
perjanjian, peraturan atau sebab apapun”. Disini kredit dilihat dani

sudut pandang kreditur berarti piutang.”

' Thomas Suvatno, et.al. Dasar-Dasar Perkreditan, Jakaniza : PT. Gramedia
Pustaka Utama, Edisi [V, 2003_ hal. 12,

* Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung
Rl., “Masalah Kredit Macet”, Jakarta: Mahkamah Agung, 1994, hal. 4.
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d. Dalam pasal | ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang
merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
menyebutkan bahwa : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit
berarti pihak kesatu membenkan prestasi baik berupa barang, uang
ataupun jasa kepada pihak yang lain, sedangkan kontraprestasi akan
diterima dikemudian hari (dalam jangka wakiu tertentu) berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati, peraturan atau sebab apapun.

Dalam perkembangan perbankan modem pengertian kredit tidak
terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara
tradisional, melainkan lebih uas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang
diberikannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) vyang tertuang dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/ 162/ Kep/ Dr tanggal 31 Maret
1995, pengertian kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas
kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca
bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai dengan
purchase agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga fain

yang dilerbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam anjak piutang, dan
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pemberian jaminan bank diantaranya akseptasi, endosemen dan surat-surat
berharga lainnya.

Bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah, maka
pengertian kredit juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau
penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil

(prinstp syari’ah) vang lazim bagi bank berdasarkan prinsip syari’ah.

Dasar Hukum Kredit

Dasar hukum kredit dapat kita temukan dalam beberapa peraturan
perundangan antara lain :
a. Buku It Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dari pasal | ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tersebut di atas dapat diketahui bahwa kredit terjadi berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam sebagaimana diatur
dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
pasal 1754 sampai dengan 1769. Karena sifatnya hukum yang tenmuat
dalam buku III adalah berhubungan dengan hukum mengenai
kekayaan harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak
kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari yang lain,
sedangkan pihak yang [ain diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Karena
sifatnya selalu tuntut-menuntut, maka isi dari buku [[I BW ini juga
dinamakan “hukum perutangan”, selanjutnya pihak yang menuntut

dinamakan pihak berpiutang (kreditur) sedangkan pihak yang wajib
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memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berhutang (debitur). Adapun
barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “preslasi”.“

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 25 tentang Bank
Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menctapkan ketentuan-
ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (banking
prudential  regulations), diantaranya mengatur tentang  batas
maksimum pembertan kredit, loan to deposit ratio (ratio antara kredit
terhadap dana yang diterima oleh bank antara lain : KLBI, giro,
deposito dan tabungan masyarakat).”

c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam
pasa! 5 disebutkan jenis bank ada dua: 1). Bank umum, dan 2} bank
perkreditan rakyat, di dalam operasionalnya keduanya diber
wewenang untuk memberikan kredit.

d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo Perpu Nomor [ tahun 1998
tentang Kepailitan, dalam hal bank bertindak sebagai kreditur atau
debitur dalam kepailitan.

¢. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam

program KUT lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga pelaksana

3 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakaria: PT Intermasa, Cel. Ke. 14,
1979_ hai. 10§-102

* Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, “Ketentuan Kehati-hatian Dij
Bidang Perbankan”, Bank Indonesia, Semarang: 2001,
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pemberian KUT (eksekutor) adalah Koperasi Primer dan Lembaga

Swadaya Masyarakat.

3. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah kepercayaan, sedangkan unsur-unsur yang
lain hanyalah tambahan bahan pertimbangan yang menycluruh dalam
mendapatkan  atau memperoleh  keyakinan dan  kepercayaan untuk
terjadinya suatu penkatan hukum dalam bidang perkreditan. Untuk
mendapatkan keyakinan dari debitur bahwa debitur akan dapat melunasi
pinjamannya akan didapat apabila pthak bank telah meneliti dan
menganalisis debitur tersebut baik menyangkut kepribadiannya maupun
segi-segi kepgiatan usaha, agunan dan lain sebagainya.

Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan
bahwa debiur tersebut sebagai debitur yang bankable setelah melalui
analisis dan penelitian dengan acuan five ‘Cs of Credif meliputi:

a. Character (karakter), yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran,
perifak dan ketaatannya, untuk mendapatkan data-data tersebut, maka
bank dapat melakukan dengan cara mengumpulkan infomasi dari
referensi bank lainnya.

b. Capital (permodalan), hal yang menjadi perhatian dan segi
permodalan ini vaitu tentang besar dan struktur modal termasuk
kinerja, hasil dant modal itu sendin dari perusahaan apabila debitumya
merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debitumya

merupakan perorangan.
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Capacity  (kemampuan), perhatian  yang diberikan  terhadap
kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya
dalam perusahaan.

Collateral (agunan), yaitu kemampuan si calon debitur memberikan
agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik sccara hukum
maupun ckonomi.

Condition of economy (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi
yang berubah sangat cepat. Yang menjadi perhatian meliputi
kebijakan pemerintah, sosial politik dan budaya serta segi lainnya
yang dapat merﬁpengaruhi kondist ekonomi itu sendiri.

Selain 5C tersebut di atas, ada vang perlu dianalisis yaitu 4P

meliputi:

a.

Personality (kepribadian), merupakan segi-segi yang subjektif namun
menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit
sehingga dengan demikian periu dikumpulkan data-data mengenai
calon debitur tersebut.

Purpose (tujuan), yang menjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut
tujuan penggunaan dar kredit tersebut apakah untuk digunakan
kepada kegiatén yang bersifat konsumtif atau produktif atau dipakai
untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif.
Prospect (masa depan), dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan
kredit tersebut, adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian mengenai
prospek tersebut diantaranya yaitu: bidang usaha, pengelolaan bidang

usaha, kebijakan pemerintah dan sebagainya.



d. Pavment (cara pembayarannya), hal yang menjadi perhatian untuk itu
misalnya mengenai kelancaran aliran dana (cash flow).

Disamping faktor 5C dan 4P di atas, kreditur juga perlu meneliti dan
menganalisis faktor 3R dan debitur. Faktor 3R tersebut mc‘lipuu' :

a. Returns (balikan), maksudnya yaitu hasil yang akan dicapai dan
keplatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.

b, Repayment, yaitu perhitungan pengembalian dana dan kegiatan yang
mendapatkan pembiayaan atau kredit.

c. Risk Bearing Ability, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur
dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.’

Informasi mengenai 5C, 4P dan 3R terscbut di atas. tidak cukup
hanya didapatkan dari atau yang terdapat pada dokumen aplikasi kredit
akan tetapi harus dicari dari beberapa sumber. Hal demikian merupakan
hal yang mendukung dalam pengkajian, keungan untuk pemberian kredit
tersebut. Dalam rangka pengkajian, maka bank akan memerlukan
informasi lengkap tentang calon debitur. Guna memenuhi informasi itu,
saat ini telah ada pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia
sccara on fine, debitur tersebut meliputi debitur individual dan debitur
macet. Disyaratkan pula bahwa bank yang dapat meminta informasi dari
pusat informast itu adalah bank yang telah melaksanakan kewajiban

penyampaian Laporan Perkreditan Bank Umum.®

* Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan Di Indonesia”. Bandung; PT. Citra
Aditva Bakti, 2000, hal. 394-395.
® Pasal 5 avat | Keputusan Bank Inonesia Nomor 28/ 37/ KEP/ DIR Temang
Informasi Debitur Bank Umum,



Sclain adanya sistem dan prosedur informas: debitur yang dikelola
terpadu ofeh Bank Indonesia, bank juga dapat saling wukar-menukar
imnfonnast diantara mercka. Kegiatan tukar-menukar informasi antar bank
sangat diperlukan guna memperkecil resiko usaha yaitu mengamankan
dan memperlancar kegiatan pembenan kredit. Cakupan informasi yang
dapat dipertukarkan yattu: keadaan kredit yang diberikan olch bank
kepada debitur tertentu, keadaan serta status swatu bank. Sifat dan
informasi ini gda]ah rahiasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan
penggunaan suatu informasi tersebut diminta,

Menurut pasal 40 ayat | dan 2 keadaan keuangan dan lain-lain dari
nasabal bank wajib dirahasiakan bank dan pihak terafiliasi menurut
kelaziman dalam dunta perbankan, dikecualikan dan aturan tersebut jika
tujuan penggunaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai
dengan 44, yaitu; Perpajakan, peradilan perkara baik perdata maupun
pidana, tukar-menukar informasi antar bank, penyelesaian piutang bank
yang sudah diserahkan kepada PUPN/BUPLN dan dapat pula rahasia bank
dibuka pka ada permintaan, persefujuan atau kuasa dari nasabah
penyimpan secara tertulis atau permintaan ahli waris yang sah, Jadi tidak
semua pihak dengan bebas meminta data debitur kepada bank, demikian
juga bank tidak dapat dengan bebas mengungkapkannya. Tentang
persyaratan dan mekanisme lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bank

Indonesia No. 2/19/PBI tahun 2000,



Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi bank tersebut
bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda
paling banyak 2 milliard rupiah.’

Kredit dilihat dant sist unsur keuntungan maka pandangan antara
kreditur dengan debitur jelas berbeda, namun demikian mereka tenkat
dalam suatu kepentingan atas kondisi yang ada, maksudnya dan sisi
kreditur kepiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dan
modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi. Sedangkan pandangan
dari sisi debitur kredit memberikan banlﬁan bagi dirinya untuk menutupi
kebutuhannya dan menjadi beban baginya untuk membayar di masa depan
yang merupakan kewajiban baginya berupa hutang,

Sebaliknya dan sisi penerima pembayaran di masa depan (kreditur) hal ini
merupakan klaim terhadap orang iain untuk membayar.

Keadaan di atas menggambarkan baliwa diantara prestasi dengan
kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, dengan kata
lain adanya tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya
suatu resiko yang berasal dari ketidaktentuan, dan oleh karena itu
diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Unsur-unsur  kredit menurut  Drs.  Thomas Suyatno dapat
diringkaskan sebagai benkut:

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pembert kredit bahwa prestasi

yang diberikannya baik dalam bentuk uvang, barang, atau jasa akan

" Muhamad Djumhana. Op Cir. hal. 495




benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa
yang, akan datang.

b. Tenggang waktu, yaitu suvatu masa vyang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yzing akan ditenma pada
masa yang akan datang. Dalam unsur waktu i1 terkandung pengertian
nifai agio dari vang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya
dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

¢. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat
dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin
lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena
sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka
masih sefalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat
diperhitungkan. Dengan adanya unsur inilah, maka timbullah jaminan
dalam pemberian kredit.

d. Prestasi, obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang,
tetapt juga dapat berbentuk jasa atau barang. Namun karena kehidupan
ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka
transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uvanglah yang sering
dijumpai dalam praktek perkreditan ®

Unsur-unsur kredit sebagaimana tersebut di atas tertuju pada ruang
lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit akan tetapi unsur-unsur

tersebut merupakan unsur vang asasi. Sedangkan kredit dalam sektor

¥ Thomas Suvatno, at al.. Op (i, hal. 14,



bank sentral (tetapi federal reserve svstem, di sana bertindak seperti bank
sentral di negara lain). Di Amerika Serikat, bank dimiliki oleh para
pemegang saham.

Dalam kehidupan pereckonomian modem, bank memegang peranan
perting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank sclalu ditkutsertakan
dalam menentukan kebijakan di bidang moncter, pengawasan devisa,
pencatatan efek-cfek dan lain sebagainya. 1lal ini disebabkan antara lain
karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit. Dan kredit yang
diberikan oleh bank tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam
sepala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.’” Fungsi kredit
perbankan dalam kehidupan perckonomian dan perdagangan antara lain
scbagat berikut:

a. Kredit pada hakekatnya dapat menimgkatkan daya guna uang:

1) Para pemilik uang/modal dapat sccara langsung meminjamkan
uangnya kepada para pengusaha yang memerfukan, untuk
meningkatkan produksi atau usahanya.

2) Para pemilik vang/modal dapat menyimpan uangnya kepada
lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut selanjutnya diberikan
sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk
meningkatkan usashanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan {alu lintas uang,

Kredit uang yang disalurkan ilui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel. Hal demikian

" Muhammad Djumhana. Op Ci_ hat. 372,




dapat meningkatkan uang giral. Disamping tu kredit perbankan yang
ditarik secara (unai dapat pula meningkatkan peredaran uang kanal,
schingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

Kredit dapat pula meningkatkan dayaguna dan peredaran barang,
Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha bisa memproses bahan
baku menjadi barang jadi, schingga dayaguna barang tersebut menjadi
meningkat. Selain itu kredit dapat meningkatkan peredaran barang,
baik melalui penjualan sccara kredit maupun dengan membell barang-
barang dan satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Hal itu bisa
berarti bahwa kredit dapat meningkatkan manfaat suatu barang,

Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang schat, kebijakan diarahkan
kepada usaha-usaha antara lain:

1) pengendalian inflasi,

2) peningkatan ekspor, dan

3) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi seperti yang terjadi pada tahun 1966 yang
berkisar kurang-lebih 650%, pemerintah melaksanakan kebijakan
uang ketat (#igh money policy) melalui pemberian kredit selektif dan
terarah, guna melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.
Arus  kredit diarahkan pada sektor-sektor produktif dengan
pcmbatasan  kualitatf dan  kuantitatif, dengan  tjuan  untuk
mentngkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar

bisa diekspor. Kebijakan tersebut temyata berhasil dengan baik.
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Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha sclalu ingin meningkat, namun scringkali
terbatas oleh kemampuan permodalan. Schingga bantuan kredit yang
dibc'n'kan oleh bank akan mampu mengatas: kekurangmampuan para
pengusaha dibidang usaha tersebut, sehingga para pengusaha akan
dapat meningkatkan usabanya.

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperiuas
usahanya dengan mendirikan  proyek-provek  baru.  Dengan
peningkatan usaha dan pendirian  proyeck-proyek baru  sangat
membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek
tersebut, dengan demikian mercka akan memperoleh pendapatan. Bila
proyek-proyek baru tersebut telah selesal, maka untuk pengelolaanya
pun diperlukan tenaga kerja. Dengan demikian tertampungnya tenaga-
tenaga kerja tersebut maka akan berdampak pemerataan pendapatan
yang semakin meningkat.

Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yag memiliki jaringan usaha dapat
memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik langsung maupun
udak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri
Demikian pula negara-negara maju yang mempunyvai cadangan devisa
dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam
bentuk kredit kepada negara-negara yang scdang berkembang untuk

membangun. Bantuan tersebut tidak saja dapat mempererat hubungan
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ekonomi antar negara bersangkutan, akan tetapi juga dapat

meningkatkan hubungan antar negara (intermasional).

5. Macam-Macam Kredit

Pengklasifikasian jenis atau macam kredit ini tidak bisa dilepaskan
dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan
pembangunan. Semula kredit dibernikan hanya berdasarkan kepercayaan
murni yaitu berbentuk kredit perorangan, karena kedua belah pihak sudah
saling mengenal. Dengan bergesernya waktu, peran kredit perorangan

semakin mengecil dan digantikan oleh peran kredit dari perbankan. Kredit

perbankan akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi

landasan perkreditan tersebut, sehingga berkembanglah berbagai macam
(yenis) kredit seperti sekarané ini berdasarkan kreteria tertentu.

Pengklasifikasian macam atau jenis kredit ini dijalankan oleh bank
untuk mengontrol portofolio kredit secara efektif, dan hal ini tidaklah
kaku, karena dimaksudkan untuk mempermudah ketatalaksanaannya,
sebab pada dasarnya macam atau jenis kredit memiliki kesamaan asasi.
Maksudnya satu macam kredit dapat dimasukkan dalam beberapa
kelompok, seperti kredit investasi yang dapat dimasukkan sebagai kredit
produktif tetapi juga bisa dimasukkan dalam jenis kredit menengah atau
kredit jangka panjang bila dilihat dan jangka waktunya.

Dan pengklasifikasian tersebut di atas, maka dikenal berbagai

macam kredit;
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a. Kredit yang dibertkan Bank Indonesia adalah kredit likuiditas, yaifu
kredit yang diberikan bank sentral kepada bank-bank, baik dalam
rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada
nasabahnya maupun untuk mengatasi kesuli{an likuiditas dalam
keadaan darurat, serta untuk pembiayaan lainnya. Kredit likuiditas itu
sendirt dibagi dalam dua golongan, yaitu :

1) Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada
bank-bank oleh bank sentral agar dapat memperiuas pembcﬁan
kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut yaitu barang-
barang debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.

2) Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis yaitu;

a) Kredit likuiditas darurat umum, yaitu kredit yang disediakan

oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami

likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di
luar kekuasaan bank. Seperti: akibat suatu tindakan dalam
bidang moneter yang mengubah kurs dolar dari US$ 1 =
Rp 415,00 menjadi Rp 625,00 (kebijakan 15 Nopember)
menyebabkan beberapa bank kekurangan likuiditas. Untuk
itu Bank Indonesia membantu dengan memberikan kredit
likuiditas darurat umum.

b). Kredit likwiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan
olelr Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami

kesulitan dalam faktor-faktor intem. Seperi: pelunasan
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sebagian kredit yang diberikan bank-bank tersebut kurang
lancar, schingga mengganggu likuiditas bank.
b. Macam-macam kredit perbankan untuk masyarakat, yang dapat dilihat
dari berbagai sudut, yaitu: ‘
1) Dilihat dar sudut tujuannya, terdiri atas:

a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan
untuk memperlal'lcar jalannya proses konsumtif.

b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk
memperlancar jalannya proses produksi.

c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan
untuk membeli barang-barang yang akan dijual lagi. Kredit ini
terdiri atas perdagangan dalam negen dan luar negert.

2) Dilihat dari jangka waktunya.
Dilihat dan jangka waktunya kredit ada yang berjangka
waktu pendek, menengah dan panjang.

a) Kredit jangka pendek (short term loan) yakni kredit yang
berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka
pendek ini juga termasuk di dalamnya kredit untuk tanaman
musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat
dari segi perusahaan, kredit ini dapat berbentuk:

(1Y Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan bank.
kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu,
perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan

sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.
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Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-
betul dipergunakan (dipakai) walaupun perusahaan
mendapatkan kredit lebih dari yang dipakainya.

(2) Kredit pembeli (A_/—hcmerx Crediet) yaitu kredit yang
diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan
vang terlebih dahulu scbagal pembayaran terhadap
barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah
beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang
dibelinya.

(3) Kredit penjualan (Leveranciers Credief) yaitu kredit
yang diberikan penjual kepada pembeli, penjual
menycrahkan barang-barangnya terlebih dahulu, baru
kemudian menerima pembayaran dari pembeli.

(4) Kredit wesel yaitu apabila suatu perusahaan
mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan
kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu
kepada mhak tertentu dan saat tertentu setelah
ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau divangkan
kepada bank (suraf promes/payable notes).

(5) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan bank
untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

b) Kredit jangka menengah (medium term loan) yakni kredit
yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun, kecuali kredit

untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit
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modal kerja dapat diberikan bank untuk membiayai kegiatan-
kegiatannya, membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang
(spare part) dan lain-lain.

Kredit jangk.a panjang (fong term loan) yakni kredit yang
berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit ini pada
umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah
modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi,

ekspansi (periuasan) dan pendinan proyek baru.

3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya.

a) Kredit tanpa jaminan (unsecured loan). Dalam SK Direksi Bl

No. 23/69/Kep/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan
Pemberian Kredit, pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank
tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa
jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal
Ib.

Adapun yang dimaksud jaminan pemberian kredit pada pasal
Ib adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk
melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian
yang scksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan
dan prospek usaha debitur.

Sedangkan yang dimaksud agunan dalam pasal {c SK tersebut
di atas, adalah jaminan maternial, surat berharga, garansi resiko

yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran
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kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi
kredit sesuai dengan perjanjian. Pasal 3 SK terscbut di atas
selanjutnya mengatur baliwa agunan dapat berupa barang,
proyék atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi
resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

b) Kredit dengan agunan (secured loan). Agunan yang diberikan
untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1c
pasal 3 SK terscbut di atas, yang secara minci anlara lain
scbagai berikut:

(1) Agunan barang, baik barang bergerak maupun tidak
bergerak,

(2) Agunan pribadi (horgtocht) yaitu suatu perjanjian disatu
pihak sebagai borg menyanggupi pihak lainnya
(kreditur) bahwa bhorg tersebut menjamin atas
pembayaran hutang apabila si terhutang (debitur) tidak
memenuhi kewajibannva.

(3) Agunan berupa efek-efek saham, obligasi dan sertifikat
yang didafiar ({isted) di bursa efek

4). Kredit dilihat dan sudut penggunaannya:

a). Kredit eksploitasi
Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang
diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerja perusahiaan sehingga dapat
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berjalan dengan lancar (lazim disebut kredit modal kerja/

kredit produk) karena bantuan modal kerja digunakan untuk

menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

Kredit ini diperuntukkan pembelian bahan baku, bahan

penolong dan biaya-biaya produksi seperti upah buruh, biaya

pengepakan, distribusi dan scbagainya. Tujuan kredit ini untuk

meningkatkan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif. "

Kredit investasi

(1)

(2)

Kredit investast adalah kredit jangka menengah atau
panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan
untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
Maksudnya adalah guna pembelian barang-barang modal
serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/
modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada
atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrk,
pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan
untuk meningkatkan produktivitas.

Ketcntuan-keteﬁtuan pokok mengenai kredit investasi
selalu disesuaikan dengan program pemerintah untuk
mendorong kegiatan usaha dengan kesempatan kerja
vang besar atau usaha padat tenaga. Ketentuan-ketentuan

tersebut antara lain mengatur mengenai jangka waktu,

"Farid Wijava M.. Soetatwo Hadiwigeno, f.embaga Lembaga Keuangan dan Bank,
Perkembangan, Teori dan Kebijakan. Yogyakarta: BPFE, Edisi ke .2 Cel. |, 1991 hal. 60 - 68
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penggolongan kredit, suku bunga, jaminan dan {ain-
lain, 2

5). Kredit dilihat dari kelengkapan dan keterikatannya dengan
dokumen yang dibutuhkan. Kredit ini sangat terikat dengan
dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah
uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian
kredit, sehingga sering disebut documentary credit. Kredit ini
banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang
yang berlainan tempal, dan apabila transaksinya berlainan negara,
maka sangat ilerkait dengan valuta asing. Jenis kredit ini

diantaranya adalah kredit ekspor dan kredit impor.
Kredit yang sangat terkait dengan dokumen-dokumen tersebut
Pelaksanaannya terkatt dengan surat ijin, korespondensi,
administrasi kepabeanan dan.sebagainya sehingpa kredit in1 wajib
mengikuti ketentuan yang berlaku secara intemasional, yakni UPC
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credit), serta
ketentuan tentang ekspor impor dan lalu lintas devisa. Kredit ini
tidak terbatas menyangkut perdagangan luar negen, tetapi juga
dalam negeri, yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur
Bank Indonesia No. 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996
tentang Surat Kredit Berdokumen dalam negen. Hal ini
dimaksudkan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam

negeri, bentuknya L/C dalam negeri

2 ‘Thomas Suvatno, et al_, Op Cit._hal. 29-31.
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6). Kredit menurut aktifitas usahanya, dilihat dan besar kecilnya
aktifitas perputaran usaha, yaknt dinamika, scktor yang digeluti,
aset yang dimiliki dan lain sebagainya, maka kredit ini terdiri dari:
a) Kredit kecil, yakni kredit yang diperuntukkan kepada
pengusaha yang digolongkan pengusaha kecil,

b) kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada
pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada peagusaha kecil,

c) kredit besar, hal ini dilihat dari jumlah kredit vang diterima
debitur. Dalam Pelaksanaannya pemberian kredit besar ini,
bank akan melihat resiko yang besar pula sehingga biasanya
bank memberikan kredit secara sindikasi atau konsorsium. Hal
ini dilakukan untuk menekan resiko serta memperluas dana
yang tersedia tidak hanya kepada satu perusahaan saja,
melainkan membenkannya dengan pembiayaan bersama (co
[inancing:joint financing).

Dari berbagai jenis kredit sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, terdapat kredit yang disediakan untuk golongan ekonomi lemah/
kredit berprioritas tinggt.

Pemerintah menyediakan kredit bagi UKM/golongan ekonomi
lemah yang dituangkan dalam kredit program, diantaranya KUT yang
disediakan untuk petani, yang dimulai pada tahun-tahun sebelumnya dan
senantiasa disempumakan tata cara serta prosedur pelaksanaannya agar

efektif dan mencapai sasaran sesual yang ditetapkan. Sedangkan untuk
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kredit Mini dan Kredit Midi sejak tahun 1984 diganti dengan program
Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).

Cikal bakal dan KUT adalah Kredit Bimas yang diguiirkan pada
tahun 1963, kemudian sejak bulan April 1985 Kredit Bimas dihentikan
dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT).

Pengertian Bimas (Bimbingan Masyarakat), adalah suatu kegiatan
penyuluhan secara massal denpan cara intensifikasi dan ekstensifikasi
yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara
menetapkan Panca Usaha Tani, yaitu : Penggunaan bibit ungguli, ketetapan
pengunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat
pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan.

Penyuluhan tersebut merupakan bimbingan bersama dari berbagai
instansi dan lembaga pemenntah/ swasta ke arah swadaya masyarakat
petani yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
dan masyarakat pada umumnya.

7) Kredit Program.

Pada tahun 1998 pemerintah menaruh perhatian besar
terthadap bidang pertanian dalam rangka pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang kuat, efisien
dan mandiri serta mampu memberikan sumbangan besar bagi
perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja,
peningkatan pemerataan dan pendapatan masyarakat. Untuk

mewujudkan hal tersebut, maka usaha kecil harus dapat dimotivasi
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untuk membangun dirinya sendini dan dibangun melalui berbagai

upaya pembinaan.

Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi

kebijakan, program pembinaan dan pengembangan industn kecil

secara terpadu yang masih dihadapkan pada segi permodalan,

pemasaran, teknologi, organisasi dan manajemen serta sumber

daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan maka

disediakan kredit program yaitu :

a)

b)

d)

Kredit Usaha Tani (KUT).

Kredit ini dimaksudkan untuk memberdayakan petani dalam
rangka mencapai kembali swasembada pangan.

Kredit Kepada Koperasi Besar

Kredit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
dan investast koperasi/ KUD serta mendorong pengembangan
koperasi/ KUD dibidang agrobisnis terutama untuk pengadaan
dan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen.

Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA)

Kredit ini untuk memenuhi modal kerja dan investasi bagi

usaha angpgota koperasi yang produktif disemua sektor
ekonomi.

Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Tebu
Rakyat (KKPA — TR)

Kredit ini ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

bagi anggota Koperasi Primer yang membudidayakan tanaman
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tcbu untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mercka
sckaligus mengembangkan Koperasi.

¢} KKPA-PIR Trans Kawasan Timur { KKPA PIR TRANS KTI)
Kredit ini ditujukan untuk membiayai usaha perkebunan
tanaman keras yang terkait dengan proyek pemukiman baru
transmigrasi di KTI.

f) KKPA — Tenaga Kerja Indonesia { KKPA ~ TKI )
Kredit ini disediakan untuk membantu kebutuhan TKI akan
;nodal kerja guna membiayal persiapan dan pemberangkatan
ke luar negeri.

g) KKPA — Bagi Hasil
Kredit ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
dan investasi nasabah usaha kecil yang produktif dengan pola
bagi hasil.

h) Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/
Pembiayaan Modal Kerja { KMK - BPR/ PMK BPRS )
Kredit ini disediakan untuk membantu permodalan kepada
BPR/ BPRS untuk meningkatkan kemampuannya dalam
memberikan kredit kepada nasabahnya.

1) Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro/ Pembiayaan f’engusaha
Kecil Mikro { KPKM / PPKM )
Kredit ini disediakan untuk mengembangkan usaha kecil dan
mikro disemua scktor ekonomi termasuk perdagangan dan

industri kecil.
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1) Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna ( KPTTG ) Taskin

Kredit ini disediakan untuk meningkatkan kegiatan usaha
ekonomi produktif keluarga-keluarga yang fergabung dalam
kelompok Taskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
dan pendampingan guna meningkatkan kesejaliteraan

keluarga.

k) Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM )

Kredit ini disediakan untuk mendorong pengembangan modal

kerja pengusah kecil, menengah dan Koperasi.

I} Kredit Pencrapan Teknologi Produk Unggulan Daerah ( KPT -

PUD)

Kredit ini disediakan untuk mendorong pengembangan modal
pengusaha kecil, menengah dan koperast untuk meningkatkan
produk unggulan di suatu daerah dengan menerapkan suatu

teknologi tertentu."

Dari berbagai kredit program tersebut a sampai [ di atas, memiliki

jangka waktu pendek, menengah dan panjang yang dapat dipaparkan

dalam matrik di bawah ini :

'* Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktoral BPKM Industri

Pertanian, “Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Holtikultura™, Jakarta;

1998, hal. 68 - 77.
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No Jenis Penerima | Sektor Persvaratan Kredit Jaminan Bank
Kredit Kredit Usaha Plafon Suku | Jangksa Pelaksana
{Rp) Bunga | Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. [ KUT Petani/ Padi Sesuai 14% | tahun | Kelavakan Bank Umum
Kel Tani | palawja | kebutuha usaha
holitkultu | »
ra
2. | KROP Kop/ KUD 16%  H-101h Bank Umum
Pengadaa | 350 juta Kelavakan
n usaha sesuai psl
distribusi & Ulj Perbankan
agribisnis No. 7th92
3. | KKPA Anggota 16% [Is/di5th Bank Umum
Kop. 5041 Kelavakan '
Primer Usaha usaha sesuai psl
produktf & UU Perbankan
No. 7th. 92
4. | KKPA - 16% [l s/d2th Bank Umum
TR Petani tebu 2s/d3 ha Kelavakan
Usaha usaha sesuai psl
produktf 8 UU Perbankan
perdagan No. 7th 92
5. gan jasa 16% Bs/d151h Bank Umum
KKPA - | Transmigr 505t Kelavakan
PIR an anggota | Usaha usaha sesuai psi
TRANS Kop. produktif 8 UU Perbankan
KT} Primer No. 7th. 92
6 14 s/d 16%2.5 th Bank Umum
50§t Kelavakan
Calon TKI | Usaha usaha sesuai psl
KKPA - jasa 8 UU Perbankan
TKI pengirima : No. 7th. 92
7 n TKi [Nisbah bagif - 5 TH BMI
50 jt hasil 16% Kelayakan
Nasabah S/D 30% usaha sesual psl
- Peng, Usaha 8 UU Perbankan
KKPA - | Kecil kecil No. 7th 92
8§ | BAGI produktif 8.5 s/d 14%20 th Bank Umum
HASIL Sesuai Rumah
SK.
Masyaraka | Pemilika | Memperk
9§ KPRS/ { n RS/ L in(3051) [ Max30% i s/d 4 th BPR/ BPRS
RSS berpengha | RSS bagi hasil Kelavakan
i silan I5j usaha sesuai psi
rendah 8 UU Perbankan
Usaha No. 71h. 92
j 10 | KMK - | Nasabah produktif 16% bagt BPR : 2 th BPR/ BPRS/
BPR/ Bu:41th | Kelavakan BU
’ MKBPRS BPR: 5t usaha sesuai psl
BU:30j 8 UU Perbankan
Semua No. 7 th. 92
11 | KPKM/ Peng. sekior 12% |l s/d3th BNI. BRI
PPKM Kecil ekonomi Kelavakan
mikro 507t usaha tanggung
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12

16% |l tahun renteng
Usaha

KPTTG produkufl | 3 Milvar Kelavakan
Kel. © | usaha
Taskin Usaha

KMK -} vang siap produktif 7% 1 tahun

UKM
Kop. 400 jt
Pengusaha Kelavakan
Kecil & | Produk usaha
Menengah | unggulan

KPT - daerah

PUD Kop.
Pengusaha
Kecl &
Menengah

Bank Persero

Bank Persero
dan BPD

Sumber: Bank Indonesia. Menkop PK & . Menko Kesra dan Taskin dan Meneg Pendavagunaan BUMN

Menurut pasal 55 dan 56 Undang Undang NO. 23 tahun 1999 tentang
Bakn Indonesta, Bank indonesia tidak lagi memberikan kredit program dalam
rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Tugas
pemberian kredit program akan dilakukan oleh suatu BUMN yang akan
ditunjuk oleh pemerintah. Bank Indonesia terus berupaya agar peralihan
pelaksanaan tugas kredit program dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka Bank
Indonesia siap memberikan bantuan teknis mengenai mekanisme dan
administrasi pelaksanaan pembiayaan kredit program oleh lembaga baru
tersebut.

Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit
program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui
tetapi belum ditarik, akan dialihkan dalam jangka waktu 6 bulan. BUMN yang

diturjuk untuk mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasasn pokok dan
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bungan KLBI tersebut sampai dengan jangka waktu berakhir. Subsidi bunga
atas kredit likuiditas {etap menjadi tanggungan pemerintah, "

Berdasarkan pasal 55 dan 56 Undang Undang No. 23 tahun 1999,
Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah untuk
menghindari percetakan uang guna embiayai defisit anggaran serta
meningkatkan transparansi operasi keuangan pemerintah. Jika pemerintah
mengalami defisit anggaran maka diatasi dengan mengeluarkan surat berharga
yang dijual kepada masyarakat, seperti obligasi (treasury hills di AS). Bank
Indonesia akan membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang
diterbitkan pemerintah, tetapi dilarang membeli untuk dirinya sendiri, kecuali

di pasar sckunder.

B. KREDIT USAHA TANI (KUT)

Kredit Usaha Tani (KUT) tidak hanya ada di Indonesia, di Amerika
Serikat juga ada, yaitu kredit yang diberikan kepada petani dengan suatu
pernyataan janji sanggup membayar kembali kredit yang telah diten'r-nanya.IS
Pinjam meminjam uang untuk petani, sudah sejak lama dikenal yaitu pada
zaman peradaban manusia dahulu para ahli purbakala menemukan bukti .
reruntuban di Babilonia Lama, petani meminjam uang dari kuil dan

menyetujui pembayaran kembali berikut bunganya setelah hasil panen di jual.

" Pasal 74 Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
'* Eric N. Compton. Op Cit., hal. 13
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1. Dasar Hukum KUT

Seperti tefah disinggung di atas bahwa KUT dimasukan ke
dalam kredit untuk pengusaha golongan ekonomi lemal/ kredit
berprioritas tin—ggi, yaitu kredit yang dipriontaskan oleh pemerintah untuk
membiayai program pemerintah atau perusahaan-perusahaan tertentu yang
dinilai strategis guna mengatasi kesenjangan soaial dalam lﬁasyarakat.'(’
Dasar hukum KUT antara lain dapat ditemukan dalam :
a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yaitu

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kritenia :

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 Milyar rupiah,

3) Dimiliki oleh warga negara indonesia,

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung pengusaha menengah atau usaﬁa besar,

5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum atau badan usaha yang berbadan hukwm, termasuk
Koperasi.

Dengan knteria tersebut di atas, maka usaha tani dimasukkan dalam

usaha keci! atau pengusaha gofongan ekonomi lemah.

b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan di dalam

pasal 5 disebutkan dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank

' Thomas Suvatno, et. al, Op Cis, hal. 32
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Perkreditan Rakyat, Dalam program KUT sesuai dengan Keputusan
Menter1 Keuangan Nomor 486/ KMK. 017/ 1999 tentang pendanaan
KUT dan surat Keputusan Direksi BI Nomeor 31/ 156/ KEP/ DIR
tanggal 23 Nopember 1998 Bank Umum ditunjuk sebagai pelaksana
penyaluran KUT kepada koperasi/ LSM.
¢. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indoncsia, ada
jenis kredit yang disalurkan olelh Bank Indonesia yakni kredit
likuiditas vaitu kredit yang diberikan Bank sentral kepada bank-
bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang
bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan
likuiditas dalam keadaan darurat. Ada Kredit Likuiditas Bank
Indonesia (KLBI) yang diberikan untuk membiayai berbagai kredit
program pemerintah, disalurkan melalui Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. KLBI dikucurkan terutama untuk membiayai
pengadaan pangan, dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh secara
langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan
rendah.'”
d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, di
dalam program KUT, koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat
ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemberian KUT (execusing

agent).

' Bank Indonesia “Mengurai Benang Kusut BLBI". Jakarta: Bank Indonesia, 2002,
hal, 20
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 1999 tentang Kerjasama Antara
Pemerintali dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan KUT.

f. Kepres RI Nomor 40 tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimas.
Bahwa Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi
penyelenggaraan bimbingan massal yang bersifat non struktural,
koordinasi  pclaksanaan program BIMAS tingkat  propinsi
dilaksanakan oleh Satuan Pembina BIMAS Propinsi/kota Dati I, di

" tingkat kabupaten/kota oleh Satuan Pelaksana BIMAS kabupaten Dati
[1, serta tingkat kecamatan dan desa oleh Satuan Penggerak BIMAS
kecamatan dan Satuan f’enggerak BIMAS desa.

g. Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perkoperasian.

h. Kepres RI Nomor [22/M/1998 tanggal 22 Mei tentang Kabinet
Reformasi Pembangunan, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia
berorientasi pada eckonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mckanisme pasar.

Sesuai dengan pasal | butir 1 bahwa kredit pada umumnya
didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
satu pihak dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang meminjam
untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga. Tentang perjanjian afau persetujuan diatur dalam buku ketiga
KUHPerdata, hanya saja telah mengalami perkembangan sesuai dengan

funtutan zaman.
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Di dalam penyaluran KUT hubungan hukum antara kreditur dengan
debitur tertuang dalam petjanjian kredit sebagaimana lazimnya dalam
praktek perbankan, meskipun sampai saat ini befum ada ketentuan atau
pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai isi dan
klausul-klausul yang harus dimuat atau tidak dimuoat dalam perjanjian
kredit apar nasabah dapat terlindungi.'®

Dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur akhimya hanya
didasarkan pada kebebasan berkontrak sebagaimana lazimnya pada
pembuatan perjanjian, schingga masing-masing pihak berusaha
mendominasi tcrhadap pihak lainnya, yang ada adalah lawan janji bukan
mitra janji yang tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat
manakala debiturnya golongan ckonomi lemah, manakala bank
berhadapan dengan pelaku usaha ekonomi kuat’/konglomerat bank menjadi
lemah.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, perjanjian kredit di bank
pada umumnya dibuat dalam perjanjian standar atau perjanjian baku
(standard contract) yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya
oleh bank sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan
antara menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menolak
seluruhnya yang berakibat nasabah tidak menenima kredit tersebut.

Perjanjian baku dikenal dalam bahasa Belanda dengan istilah

standard contract. Atau dalam bahasa Inggris wncocious contract.

" Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkonirak dan Perlindungan Hukum Yang

Seimhang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjion Kredit Rank di Indonesia, Jakara: [nstitut Bankir
Indonesia. 1993 hal. 2

@ P
W T wafm\%)
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Menurut Saleilles ahli hokum Perancis, perjanjian baku disebut sebagai
adhesie (contract d ‘adhesion).”

Sedangkan Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah
konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan
lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah pcrjan_jian tidak terbatas yang
sifatnya tertentu.™

Menurut Mertokusumo, perjanjian baku adalah perjanjian yang
isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak yang menyusun,
sehiingga pihak adherent merasa tidak bebas kehendaknya, karena tidak
ada persesuian kehendak dan merasa pada pihak yang lemah.”!

Perjanjian baku memiliki sifat take it or leave ii. Pihak lawan dan
yang menyusun kontrak, umumnya disebut adherent, berhadapan dengan
yang menyusun kontrak dia tidak mempunyai pilihan, kecuali menerima
atau menolak. Dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan
monopoli. Penyusun kontrak bebas menyusun redaksinya, sehingga pihak
lawan berada dalam kekuasaannya.

Akhir-akhir ini ada kecenderungan kuat untuk membuat perjanjian
baku atau bentuk standar, ini tumbuh dan berkembang hampir dalam

semua bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Adapun

¥ purwahid Patrik. “Perjanjian Baku dan Penvalahgunaan Keadaan ™, Jakaria: ELIPS

— FH. UL, 1994, hal. 145.

2 Mariam D. Badrulzaman, “Ancka Hukum Hisnis”. Bandung @ Alumni, 1994, hal, 47.
! Mertokusumo, Op Cit, hal. 4.
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ciri dari perjanjian baku adalah sifat uniform untuk semua perjanjian yang
sama.™

Schubungan dengan hal tersebut Stein berpendapat baliwa perjanjian
baku dapat ditenima scbagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan
dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak
mengikatkan diri pada perjaniian itu. Jika debitur menerima dokumen
perjanjian itu berarti ia setuju pada isi perjanjian tersebut.™

Dengan demikian dalam perganjian  baku, peranjian  hanya
ditentukan oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya hanya dapat
memilth untuk menerima atau menolak tanpa ikut menentukan isinya,
sehingga pihak lainnya pada bergaining position yang lemah, padahal
seharusnya posﬁéi antara debitur dengan kreditur seimbang.

Perkembangan selanjutnya kebebasan berkontrak mulai mendapat
pembatasan dan adanya ancaman hukuman. Hal demikian untuk
melindungi kepentingan umum yang berarti pula ada pergeseran dari
hukum perdata ke hukum publik. Jika dilihat dari pihak perorangan
dirasakan sebagai pembatasan kebebasan berkontrak. Pergeseran hukum
perdata sebagaimana tersebut di atas mengalami proses sosialisering vaitu
bahwa dalam hubungan keperdataan terjadi proses campur tangan yang

- - . 2
semakin mendalam dari pemerintah maupun masyarakat **

2 purwahid Patrik, Op Cir, hal .145.

** Mariam Badrulzaman, Op Cit. hat. 53.

* Sudikno Mertokusumo. Caratan Kapirta Sefekia Hideum Perjanjian. Yogyvakara: FH
UGM, 1992, hal. 2
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Jadi, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan
dituangkan dalam-bcnluk formulir, demikian juga dalam KUT, perjanjian
kredit telah tersedia dalam bentuk formulir seperti tersebut dalam
lampiran petunjuk bcrsama”Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi,
PK & M dan Sckretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor

Na U6 SR BN 1998 111 = cT11% e 11T o1 et {1l ' nvaly
Jante skl Ikt s tentang Juknis penyaluran KUT untuk intensifikasi padi,

palawija dan holtikultura tanggal 9 Desember 1998 dan Petunjuk bersama
tertanggal 3 Juli 1998,

Tentang pendanaan KUT setelah adanya Surat Keputusan Menten
Keuangan Republik Indonesia No. 486/ KMK.017/ 1999 tanggal 13
Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa KUT adalah kredit modal kerja
yang dananya dapat berasal dani dana Pemerintali, Bank Pelaksana, atau
Bank Umun lainnya di [uar Bank Pelaksana, yang disalurkan oleh Bank
Pelaksana kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat
sebagai pelaksana penyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung
dalam Kelompok Tani guna membiayai usaha terutama dalam rangka
intensifikasi pada kedelai dan jagung.

Untuk pelaksanaan lIebih lanjut telah terbit beberapa kebijakan yang
dikeluarkan oleh instansi terkait dalam KUT seperti beberapa Keputusan
Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Keuangan, Juklak Juknis KUT dan

lain-lain.
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2. Proscdur Penyaluran KUT
Ada berapa instansi yang teriibat dalam proram KUT ini sehingga
pada giliranya lahir beberapa kebijakan antara lain Surat Keputusan, Surat
Keputusan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan lain-lain
tentang prosedur penyaluran KUT
a. Dasar Kebijakan Penyaluran KUT
Sctelah  adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Kepres, Inpres, maka departemen terkait guna mensukseskan -program
KUT masing-masing membuat kebijakan antara lain
[) Kebijakan yang dikeluarkan oich Departemen Pertanian :

a} Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas
No.07/SK/MENTAN/BIMAS/X/1997 jo
No.5/KPTS/MENTAN/BIMAS/X/1998 jo
No.7/KPTS/MENTAN/BIMAS/XII/1998 tentang Program
Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hotikultura Th.
1998/1999.

by Surat Menteri Pertanian No. BM.340/ 401/MENTAN/XIV/
1998 tentang kebijaksanaan baru tentang harga dasar gabah,
KUT dan pupuk.

¢) Prosedur baku Intensifikasi Pertanian, Sekretariat Badan
Pengendali Bimas tahun 1997,

d) Hasil Rapat tentang Pupuk dan KUT di Sekretariat Pengendali

Bimas tanggal 4 Desember 1998,
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2) Kebijakan yang dikeluarkan di lingkungan Departemen

Keuangan;

a)

c)

g)

Surat Menteri Keuangan No. S/ 607/ MK.017/ 1998 Tanggal
24 Nopember tentang Penctapan Bank Pelaksana KUT sebagai
Bank Chanelling.

Surat Mentert Keuangan No. §-628/ MK.017/ 1998 Tanggal 7
Desember tentang Distribusi KUT.

Keputusan Menteri Keuangan No. 486/ KMK.017/ 1999
Tanggal 13 Oktober tentang Pendanaan KUT.

Keputusan Menteri Keuangan No. 487/ MK.017/ 1999
Tanggal 13 Oktober tentang penunjukan Badan Usaha Milik
Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.

Surat Keputusan Direksi Bl No. 22/ 81/ KEP/ DIR Tanggai 29
Januar 1990 tentang penyempurnaan sistem perkreditan.

Surat Direksi Bl No. 31/ 164/ KEP/ DIR tanggal 8 Desember
1998 tentang KUT.

Nota facsimile Direksi Bl No. DN285.C0O0/ RTL/ PRG/
08128 tanggal 10 Desember 1998 perihal Perubahan
Kebijaksanaan Pelaksanaan KUT Tahun Penyediaan

1998/1999.

3} Kebijakan yang dikeluarkan secara bersama-sama antara Instansi

terkait:



a)

b}

d)

¢)
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Keputusan  Bersama  Mentert Pertanian  dengan Menten

No 307RIPISMM A 0TTY98

u Aty I - . "l LTS iTAY .
Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah KT 998

tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk intensifikasi padi,
palawija dan holtikultura.

Keputusan Bersama Menteri  Peranian  dengan  Menten
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menenpali

Nodol KT BALSIOUNT L199s
TUSKAMN 01998 tanggal 8 Desember, 1998 tentang

Pedoman Pelaksanaan KUT untuk intensifikasi padi, palawija
dan holtikulwura.
Keputusan Bersama Menteri  Pertanian/  Ketua Badan
Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha
Kecil dan Menengah o, i xprs msso x 1999

OSKB MY v
tentang Pelaksanaan KUT.
Petunjuk  Bersama Dirjen Bina Koperasi. Departemen
Koperasi, Pengusaha Kectl dan Menengah dan Sekretaris
Pengendali Bunas, Departemen Pertanian

Na (6 SR BRXIL 199 3 . i .
103 SKB SE RSP NIl 1998 tentane petuniuk Teknis Penvaluran

KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan holtikultura.

Petunjuk  Bersama Dirgen Bina  Koperasi, Departemen
Koperasi, Pengusaha Keeil dan Menengah dan Sckretaris
pengendali Bimas, Departemen Pertanian  Jo6 K0 BEX 1999

tentang petunjuk teknis Pelaksanaan KUT.



b.

Sasaran Penerima KUT

Dana KUT yang akan disalurkan agar scsuai dengan tujuan,

maka ditentukan sasaran yang akan dituju yaitu siapa petani yang
berhak menerima KUT serta komoditas yang dapat dibiayai dengan
KUT.Untuk  jenis usaha/komoditas yang dapat dibiayai KUT,
ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Pertanian/ Ketua Badan
Pengendali Bimas.
[. Sasaran Komoditas yang dapat dibiayai dengan KUT,
Dalam program KUT tahun 1998 - 2000, jenis usaha/komoditas
yang dapat dibiayai dengan KUT adalah intensifikasi padi.
palawija dan holtikultura.
a) Komoditas palawija terdiri atas::
(1) Tanaman umbi-umbian. termasuk tetapi tidak terbatas pada
talas,ubi kayu dan ubi jalar,
{2) Tanaman kacang-kacangan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.
(3) Tanaman biji-bijian, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Jagung, sorghum dan gandum.
b) Komoditas holtikultura yakni :
(1) Tanaman buah-buahan tenmasuk tetapi tidak terbatas pada
nanas, pisang, pepaya, jeruk dan salak.
(2) Tanaman sayur-sayuran termasuk tetapi tidak terbatas

pada cabai merah, kentang, bawan merah, bawang putih,
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(3 Tanaman obat-obatan termasuk tetapt tidak terbatas pada
jahe™.
Mengenal jenis usaha atau budidaya komoditas vang dapat
dibiayai dengan KU'T dirinei febih fuas lapi vaitu -

a) Bag mtensifikasi padi dan palawija baik yang ditanam secara
monokultur maupun polikultur dengan pola tanam tumpang
sart/ tumpang gilir dengan tanama palawija lainya (kacang
tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ubi jalar).

b) Komoditas holukultura digunakan untuk komoditas yang
ditanam sccara monokultur. Untuk sayuran dan obat-obatan
disediakan biava sejak proses produksi sapai panen, sedangkan
untuk  komoditas  buah-buahan  disediakan hanya biaya
pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan atau paling
lama 1 (satu) tahun sebelum menghasilkan.

Khusus untuk investasi holtikultura diberikan :

a) Secara selekuf berdasarkan dacerah maupun komoditasnya,
dengan memperhatikan pola pembiayaan holtikultura yang
sudah berjalan di dacerah yang bersangkutan.

. 2
b) Mempunyai prospek pemasaran.®

25

Sural Keputusan Direksi Bl No. 3V/IGH/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998
tentang KUT.
* Butir B Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

an Sehretaris Bimas D crien P i No 00 SKI3 IR NI 1ws
dan Sekretaris as Departemen Pertanian L ST STE ST Yok
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2} Pembenan KUT yang didasarkan pada pelaku usaha -

Pelaku usaba yang dimaksud adalah para petani yang
memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Petunjuk
Bersama Direktur Jenderal 3ina Koperasi, Departemen Koperasi,

DO/SKITKIXIV 9% o
e« Pengusaha  Kecil dan  Menengah,  dan

Sckretarts Pengendali Bimas, Departmen Pertanian Yaitu:

a) Petani anggota kelompok tani yang berdomisili di wilayah
kerja Koperasi atau LSM yang bersangkutan.

b)  Menggarap sendin lahanya dan atau lahan orang lain.
Apabila menggarap lahan milik orang lain maka diperlukan
surat kuasa dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala
Desa atau dengan surat kelerangan.

¢) Bagi petani yang mempunyai lahan di wilavah Koperasi
atau LSM lain dapat dilayani KUT oleh Koperasi atau L.SM
dimana lahan itu berada dengan syarat membawa surat
keterangan Kepala Desa mengenai domisili  petani yang
bersangkutan.

d) Petani peserta berumur sckurang-kurangnya 18 tahun atau
sudah menikah.

¢)  Lahan yang dapat dibiaya: KUT maksimum 2 (dua) hcktar
per petani.

f)  Bersedia mengikuti petunjuk/ pembinaan PPL dan mematuhi

ketentuan-ketentuan scbagai peserta KUT.
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g)  Usaha taninya secara teknis layak dibenkan kredit sehingga
petani dapat meningkatkan  pendapatan dan mampu
mengembalikan kredit.

Sedangkan untuk persya;'znan pada Tahun Penvediaan 1999
tertuang  dalam  Petunjuk  Bersama Dircktur  Jenderal Bina
Koperas, Departemen Koperasi. Penpusaha Kecil dan Menengah.,
dan Sekretaris Pengendali Bimas, Departmen Pertanian  tentang
petunjuk  teknis  Pelaksanaan KUT. Ada  sedikit  tambahan
persyaratan yaifu:

a} Teclah menjadi anggota kelompok tani yang mempunyai
struktur organisasi dan dikukuhkan serta didaftar di Satuan
Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kota dan telah menjadr wilayah
binaan (WILBIN) PPL.

b) Tunggakan/sisa pinjaman KU7T untuk 2 (dua) musim tanam
atau | TP (Tahun Penyediaan) scbelumnya tidak melebihi
25% (dua puluh lima persen) dar total KUT yang telah
disalurkan.

¢} Tidak memiliki tunggakan KUT TP. 1997/1998.

Tidak kalah pentingnya peranan kelompok tani. Kelompok
fani vang dapat mencrima KUT adalah kelomok tani yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a)  Pengurus dan anggota yang telah menjadi anggota Koperasi

atau anggota kelompok di bawah binaan LSM. Bapi yang




)

c)

d)

c)

g)

Y

belum anggota koperasi, diarahkan untuk menjadi anggota
Koperasi.

Mempunyai  anggota  kelompok  yang  melaksanakan
budidaya komoditas yang dapat dibiayai KUT.

Mempunyai organisasi dengan penpurus yang akuf, minimal
ketua dan bendahara.

Mempunyai aturan kelompok yang disepakat oleh seluruh
anggota kelompok.

Menyclenggarakan pertemuan secara teratur.

Rersedia mengadakan tabungan kelompok tani dan disimpan
pada bank vyang bersangkutan. Besamya tabungan
disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. Tabungan
digunakan oleh kelompok tant untuk meningkatkan
kesejateraan anggota kelompok tani.

Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.

c. Besarnya KUT

Besarnya NUT didasarkan pada :

1) Kebutuhan indikatif pembiayaan perhekiar disesuatkan dengan

Surat Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali

Bimas.

2y Jumlah kredit untuk setiap Koperasi atau LSM ditetapkan atas

dasar kebutuhan nvata dari petani per 1P dengan memperhatikan

hal-hal sebagai benkut :
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3) Arecal intensifikasi yang memerlukan KUT yang sesuai kebutuhan
yang nyata yang tertuang dala RDKK di wilayah Koperasi atau
LSM yang bersangkutan.

4) Kebutuhan nyata diartikan bahwa petani  tidak diharuskan
mengambil seluruh komponen kredit yang tertera dalam pedoman
kebutuahan indikatif kredit perhektar yang ditetapkan.

5) Realisasi KUT dapat dilaksanakan perMT (Musim Tanam).

6) Kredit diberikan Bank kepada Koperasi atau LSM dalam bentuk
tunai.

d. Jangka Waktu KUT
Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun
terhitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani dengan
memperhatikan kebutuhan pencairan KUT sesuai dengan jadwal

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani hamparan).

Jatuh tempo KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 secara nasional

adalah 31 Maret 20017

Suku bunga KUT ditetapkan 10,5% (sepuluh setepgah per
seratus) setahun dan tidak berbunga-bunga. Suku bunga sebagaimana
tersebut diatas meliputi :

I} Fec untuk Bank Pelaksana sebesar 2% (dua per seratus).

2) Imbalan bagi PPL, Sekretariat Satuan Penggerak Bimas

Kecamatan termasuk PKL, Sekretariat Satuan Penggerak Bimas

¥ Salinan Menteri Keuangan No. 486/ KMK. 017/ 1999 Tentang Pendanaan Kredir
{/saha Tani, 13 Oktober 1999,



4)

5}
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Desa scbesar 1% (satu perscratué) dengan pembagian masing-
masing berturui-iurut 0,5% (lima perseribu), 0,2% (dua perseribu),
0,3% (tiga perseribu).

imbalan bagi Koperasi/LSM 5% (lima perseribu) dengan perincian

sebagai berikut :

a) Biaya operasional Koperasi/LSM 25% (dua setengah
perseratus).

b)  Kelompok tani 0,5% (lima perseribu).

¢)  Margin Koperasi/LSM 1% (satu persen).

d) Biaya operasional pebinaan dan pengendalian tim KUT
tingkat Pusat 0,2% (dua perseribu), tin KUT tingkat
Propinsi/ Daerah tingkat 1 0,3% (tiga perseribu) dan t‘im Kut
tingkat Kabupaten/ Kota 0,5% (lima perseribu).

Pengadministrasian dan penggunaan biaya operasional tim KUT

diatur lebih lanjut.

Dana cadangan restko KUT sebesar 2,5% (dua setengah

perseratus) disimpan pada Rekening Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan yang akan dibuka di Cabang Bank Koordinator di

Jakarta.

Pembayaran bunga

a) Tahap Pertama, dilaksanakan pada saat pencairan dana KUT

untuk membayar fee/ imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar

1 % (satu perseratus), kepada PPL sebesar 0,25 % (seperempat



b)

c)

64

perseratus) dan  Koperast/ LSM  sebesar 1.25 % (satu
scpercmpat perseratus).

Pembayaran bunpa tahap pertama fersebut utuh di}criltla
masing-masing  pihak  (Bank  Pelaksana, PPL dan
Koperasi/LSM).

Tahap Kedua, dilaksanakan pada saat Koperasi/ LSM
melakukan pengembalian dana KUT ke Bank Pelaksana untuk
membayar fee/ imbalan vang besamya dihitung  atas realisasi
pengembalian KUT  yang -ditenma Bank Pelaksana dan
dikurangi dengan pembayaran fee/ imbalan tahap pertama.
Fee/ imbalan yang diterima PPN selanjutnya didistribusikan
secara proporsional kepada PPL, Satger BIMAS tingkat
kecamatan dan tingkat desa.

Fee/ imbalan yanpg diterima koperasi/ LSM selanjutnya
didistribusikan secara proporsional kepada kelompok tani,
koperasi/ LSM dan tim kredit (tingkat kabupaten/ Kota,

propinst/ DI dan Pusat).

Tahap selanjutnya, dilaksanakan pada suatu koperasi/ LSM

melakukan dana pengembalian dana KUT ke Bank pelaksana
untuk membayar fee/ imbalan yang besarmnya dihitung atas
realisasi penerimaan pengembalian KUT yang diterima Bank
pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran fee/ imbalan

tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya.
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Fee/imbalan yang ditenma PPL selanjutnya didistnibusikan
secara proporsional kepada PPL  Satger BIMAS tingkat
kecamatar/ tingkat desa maupun fee/ imbalan yang diterima
koperasi/ LSM selanjutnya didistribusikan secara proporsional
kepada kelompok tani koperasi/ LSM dan tim kredit (tingkat
kabupaten/ kota, propinsi/ DI dan pusat), seperti perhitungan
tahap kedua.

Pembayaran bunga tahap selanjutnya dilakukan untuk
membayar fee/ imbalan setiap ada penerimaan pengembalian
KUT dari petani.

i;erllitungall pembagian fee dari pembayaran tahap pertama,
kedua dan seterusnya secara proporsional menggunakan
contoh perhitungan pembayaran bunga.

d}  Prowisi kredit dan biaya lainya tidak dipungut.

3. Lembaga Yang Terkait Dalam Penyaluran KUT

Ada dua kategori bank yang terkait dalam penyaluran KUT yakni

Bank Pelaksana Penyaluran KUT dan Bank Koordinator Penyaluran KUT.

a.

Bank Pelaksana Penyaluran KUT
Bank Pelaksana penyaluran KUT adalah Bank Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 10 tahun 1998 yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran

KUT kepada koperasi/ LSM.*

Bank yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran KUT
adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Bank yang memenuhi persyaratan sebagai bank Pelaksana kredit
program scbagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 31/ 156/ KEP/ DIR tanggal 23 Nopember 1998
tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program; dan

2} Telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagar Bank
.Penyalur KUT.

Bank Umum yang dimaksud diatas dalam penyaluran KUT

Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999 adalah BRI, BNI, Bukopin,

BTPN, BCA dan BPD Jateng.

Sebelum adanya SK. Direksi Bank Indonesia No. 31/ 164/

KEP/ DIR tanggal 8 Desember 1998 Bank Umum bertugas sebagai

pelaksana pemberian KUT (Jxecuting agent) yang bertugas sebagai

berikut :

1) Menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian
KUT serta mengadministrasikan KUT.

2) Memeriksa pemenuhan persyaratan KUT.

Setelah adanya SK Bank I[ndonesia tersebut di atas, Bank

Umum yang semula berfungsi sebagai Fxecuting agent berubah

> Ibid, hal. 3
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menjadi pelaksana penyaluran KUT (channeling agent) yang

mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyediakan dan menyalurkan dana KUT.

2) Membantu mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian
KUT.

3) Menata usahakan penyaluran dan pengembalian KUT.

4) Memeriksa pemenuhan persyaratan KUT.

5) Menyampaikan laporan  perkembangan penyaluran  dan
pengembalian KUT kepada Departemen Keuangan, Departemen
Koperasi, PK dan M, Departemen Pertanian,

Bank Pelaksana penyaluran KUT dalam rangka pembiayaan

KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 adalah Bank pelaksana dan Bank

Umum lainnya yang bersedia menyediakan dana dalam rangka

pembiayaan KUT Tahun Penyediaan 1998/ 1999 yakni BRI, BNI,

Bukopin, BCA dan BPD Jateng.

b, Bank Koordinator Penyaluran KUT

Bank Koordinator adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dala Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun

1998, yang ditunjuk membantu pemerintah mengkoordinasikan

penyelenggaraan KUT oleh Bank Pelaksana.?’

Ditunjuk sebagai bank koordinator penyalur KUT PT. BRI

Persero, dalam rangka pelaksana penyaluran KUT dengan tidak

Y fhid hal, 3
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menghilangkan haknya untuk dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana

penyaluran KUT.

Ada perbedaan tugas bank koordinator berkaitan dengan

sumber dana KUT :

1

2)

Tugas Bank Koordinator jika sumber dana KUT berasal dan

Bank Pclaksana dan atau Bank Umum lain

a) Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran
dan plafon KUT untuk masing-masing Bank Pelaksana.

b} Membantu Pemerintah memantau perkembangan Pelaksana
penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada
Menteri Keuangan secara periodik.

¢} Membantu meneliti dan menghitung f{ee/ imbalan, subsidi
bunga dan resiko kredit yang menjadi beban Pemerintah,

d) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam
rangka penyempumaan kebijakan dan mekanisme penyediaan
KUT.

Tugas Bank Koordinator jika dana KUT bersumber dari

Pemerintah :

a) Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran
dan plafon KUT untuk masing-masing Bank Pelaksana.

b) Untuk dan atas nama Pemerintah membuat perjanjian
penyaluran KUT dengan Bank Pe[aksaﬁa.

¢) Menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT oleh

Bank Pelaksana.
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d) Membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas
perkembangan Pelaksanaan penyaluran KUT secara nastonal
dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik.

¢} Membantu me;leh'ti dan menghitung fee/ imbalan dan resiko
kredit yang menjadi beban Pemerintah.

{) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam
rangka penyempumaan kebijakan dan mekanisme penyediaan
KUT.*

¢. Kantor Dinas Koperasi dan UKM
Tugas dan fungsi Kakandep Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah :
1) Memeriksa, menandatangani dan bertanggung jawab penuh atas
kebenaran Rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus
- Koperasi atau LSM.
2) Memberikan persetujuan kred?t atas permohonan KUT yang
diajukan oleh Pengurus Koperasi atau LSM.
3} Meiaksanakan monitoring dan supervisi atas penyaluran dan
pengembalian KUT.
4} Melakukan kerjasarna dengan instansi terkait dalam melancarkan
penyaluran pengembalian KUT.
d. Dinas Pertanian
Dinas pertanian diwakili oleh Penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL).

® Ibid. hal, 5
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Tugas dan fungsi PPL :

Y

b
——"

3)

4)

3)

6)

7)

Menginventarisasi kelompok tani atau petani yang memerlukan
KUT.

Melakukan penyuluhan tentang KUT.

Membimbing kelompok tani atau petani dalam menyusun RDK
dan RDKK.

Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK
yang disusun oleh kelompok tani.

Mendorong kelompok tan: atau petani menyerahkan RDKK
kepada Koperasi atau LSM dengan tepat waktu.

Membimbing dan memantau kelompok tani atau petans dalam
pemanfaatan kredit sehingga mau dan mampu menerapkan
teknologi yang dianjurkan guna meningkatkan mutu intensifikasi.
Mendorong kelompok tani atau petani mengembalikan kredit

sesual RDKK.

¢. Koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga pelaksana pemberian KUT kepada kelompok tani/

petani adalah koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

1)

Koperasi

Koperasi primer penyalur KUT yang selanjutnya disebut
koperasi adalah koperasi yang beranggotakan petani pelaksana
mtensifikasi pertanian yang didinkan oleh dan beranggotakan
orang-orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Inpres Nomor 18 tahun
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1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan  Pengembangan
Perkoperasian termasuk KUD."

Koperasi yang dapat ditunjuk scbagai pelaksana
pemberian KUT (executing agent) harus memenuhi syarat sebagai
berikut :

a) Sudah bcrbadaﬁ hukum.

b) Memiliki pengurus yang aktif.

¢} Memenuhi persyaran eligibilitas sesual dengan ketentuan
3ank Indonesia.

d) Untuk tahun 1999/ 2000 persyaratan yang telah discbutkan di
atas ditambah lagi dengan

e) Tunggakan atau sisa pinjaman untuk 2 Musim Tanam (MT)
atau | Tahun Penyediaan (TP) sebelumnya tidak melebili
25% (dua puluh lima per seratus) dar total KUT yang telah
disalurkan.

Fungsi Koperasi adalah sebagai pemben KUT (excuting
agent). Tugas dan tanggung jawab Koperasi adalah sebagai
berikut:

a) Menyediakan formulir RDKK.
b) Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK
No. 10817 KI'TS! BM. S 10/ 1999

berdasarkan  kritena ~ 2OSKRTXI999

yang ditetapkan atas dasar informasi dari kelompok tani.

* Keputusan Bersama Menteri Pertanian/ Ketua Bimas dengan Menteri Koperasi.
Pengusaha Kecil dan Menengah tenrang Pewunjuk Pelaksanaan KUT. Pasal 1 Butir 7.
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Menerina dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok
tani,

Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti
contoh lampiran 7 atau lampiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang
disederhanakan).

Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri
Rekapitulasi RDKK vyang telah disctujmi Kepala Kantor
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat
Pengakuan Hutang (SPH) di Bank.

Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya
kepada petani melalui pengurus kelompok tani.

Menerima dafiar penerimaan kredit yang telah ditandatangani
petani dari pengurus kelompok tani.

Menerima pelunasan kredit dari petani atau kelompok fani dan
mengembalikannya kepada Bank secara penuh.

Memberikan bukti pelunasan kredit kepada petani.
Melaksanakan  administrasi  kredit, yang  mecakup
permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya
sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank.
Mengawasi pengunaan KUT oleh petani dan melakukan

penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani.

m) Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.
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n) Mengembangkan kelompok tami menjadi perwakilan koperasi
atau LSM scbagai tempat pclayanan kopcrasi atau LSM di
desa yang bersangkutan.

0) Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan
tepat waktu.

p) Memasarkan hasil produksi peranian dan melaksanakan
kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat yang seianjutnya'disebul

[.SM, adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh

masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya bergerak dalam

pemberdayaan masyarakat pertanian/ pedesaan dan tidak mencar

untung (r?friaba).3 2

Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat ditunjuk
sebagai pelaksana pembenian KUT harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a) LSM yang sudah terdaftar dan mendapat pengesahan dari
pejabat yang berwenang.

b) Memiliki pengurus yang aktif.

¢) Memenuhi persyaratan eligibilitas sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia.

2 Ibid. Pasal 1 Butir 8
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d) LSM tersebut telah terdaftar dan tergabung dalam Badan
Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi
(BKSLPSK).

Untuk tahun 1999/7 2000 persyaratan yang telah disebutkan di
atas ditambah lagi dengan

¢) Tunggakan atau sisa pinjaman untuk 2 Musim Tanamn (MT)
atau ! Tahun Penyediaan (TP) scbelumnya tidak melebihi
25% (dua puluh fima per seratus)

Fungsi LSM  adalah sebagai pemberi KUT (excuting
agent). Tugas dan tanggung jawab LSM adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan formulir RDKK.

b) 'Menycleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK
berdasarkan kriteria yang ditetapkan atas dasar informasi dari
kelompok tani.

¢) Menerima dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok tani.

d) Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti
conioh lapiran 7 atau lapiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang
disederhanakan).

¢} Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri
Rekapitulass RDKK vyang telah disetujui Kepala Kantor
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

f) Menandatangam Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat

Pengakuan Hutang (SPH) di Bank.
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g) Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya
kepada petam melalui pengurus kelompok tani.

h) Menerima daflar penerimaan kredit yang telah ditandatangani
petlani dan pengurus kelompok tani.

i) Menerima pelunasan kredit dari petani atau kelompok tani dan
mengembalikannya kepada Bank secara penuh.

j) Memberkan bukti pelunasan kredit kepada petani.

k) Melaksanakan administrast kredit, yang mecakup permohonan,
pencairan, penyaluran dan pengembaliannya sesual pedoman
dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank.

1) Méngawasi ‘pengunaan  KUT oleh petani dan melakukan
pellégillan KUT bersama pengurus kelompok tani.

m) Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.

n) Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi
atau LSM sebagai tempat pelayanan koperasi atau LSM di
desa yang bersangkutan.

0) Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan
tepat waktu,

p) Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan

kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.™

** fhid. hal. 5-7

_ ﬁ\)"‘?\%‘%\?
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4. Pola Penyaluran KUT
Pada tahun 1998 berdasarkan Petunjuk Tcknis Penyaluran” KUT
Untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura dan Sekretariat
Pengendali Bimas Jakarta Juli 1998, pola penyaluran KUT ada 4 pola
disederhanakan menjadi 2 pola vaitu :
a. Polal
KUT disalurkan Bank kepada Koperasi sebagai Pelaksana pemberian
KUT (executing agent) untuk diberikan kepada petani melalui
kelompok tani.
b. Pola lI
KUT disalurkan Bank kepada LSM sebagai Pelaksana pemberian
KUT {executing agenf) untuk dibenkan kepada petani melalui

kelompok tani.

POLA i POLA il:
B.1
B. I
|
| ¥
BANK
BANK PELAKSANA
PELAKSANA
|
L y
KUD/ LSM | .
KOPERASI fremererenny Executmg
Executing : l
l KELP. TANI
KELP. TANI  Jrrme PETANI

PETANI
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c. Perencanaan, Pengajuan dan Dokumen Yang Diperlukan Dalam KUT

)

2)

3)

4)

5)

Petani atau kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan
musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan
kebutuhan kredit secara nyata.

Permohonan KUT diajukan oleh kelompok tani dalam bentuk

RDKK kepada Koperasi atau LSM yang dilampiri dengan surat

kuasa garapan dan pemilik lahan atau surat keterangan dari

Kepala Desa, apabila diantara anggota kelompok tani ada yang

menggparap lahan orang lain.

RDKK diajukan kelompok tani kepada Koperasi atau LSM 1

(satu) bulan sebelum awal musim tanam.

Koperasi atau LSM menyampaikan permohonan KUT kepada

Bank dilampiri dengan :

(a) Rekapitulasi RDKK yang telah ditandatangani Kepala
Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah.

(b) Berkas RDKK dan pendukung lainnya sebagaimana tersebut
pada butir 2.

Dokumen permohonan KUT hanya ditandatangani oleh Kepala

Desa atau Lurah (surat kuasa garapan), Ketua Kelompoktani
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(RDKK), PPL (RDKK), Penpurus Koperasi atau LSM

(Rekapttulasi RDKK Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat

Pengakuan Hutang) dan Kepala Kantor Departemen Koperasi,

Pengusaha Kecil dan Menengah (Rekapitutasi RDKK: Persetujuan

kredit).

Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah memberikan persetujuan kredit melalei mekanisme

sebagai benkut

(a) RDKK telah ditandatangani oleh para petani, Pengurus
kelompok tani, dan PPL. PPL bertanggungjawab penuh atas
kebenaran RDKK yang memuat nama petani, areal dan
kebutuhan kredit.

(b) Pengurus Koperasi atau LSM  menyusun  dan
menandatangani Rekapitulasi RDKK yang ditenma dan
Kelompok tani.

(c) Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah memeriksa kebenaran dan menandatangani
Rekapitulasi RDKK dan member persetujuan kredit kepada
Koperasi atau 1.SM yang bersangkutan.

Atas dasar persetwjuan kredit yang diberikan Kepala Kantor

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Bank

mencairkan kredit setelah Pengurus Koperasi atau LSM

menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat

Pengakuan Hutang (SPH).
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8) Penarikan kredit dilakukan oleh Koperasi atau LSM sesual dengan
rencana penartkan KUT yang diajukan berdasarkan RDKK.

9) Proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani
kepada Koperasi atau LSM sampai dengan penandatanganan SPH

di bank dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) har kerja,

dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan [angkah-

langkah persiapan sedini mungkin agar waktu proses pengajuan
kredit tersbut tidak terganggu.
10) Rincian proses seperti pada butir 7 ({ujuh) sebagai berikut :

(a) Proses penelitian oleh PPL atas kebenaran RDKK, scperti
nama petani, luas areal dan kbutuhan kredit paling lambat 6
{enam) harl.

(b) Proses seleksi dan Rekapitulasi RDKK oleh pengurus
Koperasi atau L.SM paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(¢) Proses pemeriksaan dan persetujuan Rekapitufasi RDKK
oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil
dan Menengah paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(d) Proses penyelesaian administrasi sampai dengan pencairan
kredit di Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

d. Penyaluran dan Pemanfaatan KUT
1) Setelah Koperasi atau LSM menandatangani Surat Perjanjién
Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang maka Bank

melakukan pencairan kredit dan mengadministrasikan.
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2) Pencairan kredit dilakukan oleh Bank kepada Koperasi atau LSM
untuk sclanjutnya diberikan kepada kelompok tani atau petani.

3) Atas dasar penycdiaan dana kredit likuiditas dari Bank Indonesia,
Bank bertanggungjawab dalam pencairan KUT kepada Koperasi
atau LSM.

4) Koperasi atau LSM bertanpgungjawab dalamm  pencairan  serta
nenyaluran KUT kepada kelompok tani atau petani sesuai RDKK,
dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh.

5} KUT dimanfaatkan sepenuhnya oleh para petani untuk menerapkan
tcknologi usaha tani sesuai anjuran dan bimbingan PPL.

6) Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani, penyaluran kredit dan
kelompok tani kepada petant anggotanya dapat dalam bentuk tunai
dan natura.

7) Dalam hal penyaluran kredit berupa natura, maka pengadaan sarana
produksi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok tani
dan apabila pada Koperasi tersedia sarana produksi, agar
memberikan kebutuhan dimaksud pada Koperasi yang bersangkutan.

e. Pengembatian KUT
1) Petani atau kelompok tani wajib mengembalikan KUT sesuai
dengan jadwal pengembalian kredit yang telah ditetapkan dalam
RDKK. Atas setiap angsuran kelompok tani, Koperasi atau LSM
wajib memberikan tandatangan bukti setoran kepada kelompok

tani.
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2) Koperasi atau LSM wajib mengembalikan KUT secara penuh
scsuai dengan jadwal pengemnbalian yang tercantum dalam
Rekapitulasi RDKK.

3) Satuan Pembina Bimas, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atau
Kotamadya, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Satuan
Penggerak Bimas Desa melaksanakan gerakan pengembalian KUT
di wilayah kerja masing-masing.

4) Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara angsuran setiap
panen dalam Tahun Penyediaan (TP) yang bersangkutan sesuai
jadwal angsuran.

Setoran angsuran KUT oleh Koperasi atau LSM dapat dilakukan

Ln
—

melalui kantor Bank yang bersangkutan.

6) Pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi. Dalam hal

terjadi tunggakan, harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu -

4 (empat} bulan seteiah jatuh tempo.

5. Koordinasi dan Monitoring
Intensifikasi adalah usaha budidaya komoditas untuk meningkatkan
produktivitasnya sebagaimana yang ditetapkan setiap 1ahun dalam Surat
Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimbingan
Massa {Bimas).
Bimas adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian

untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi
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pada koordinasi penyelenggaraan f{ungsi perencanaan, Pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan program Bimas.

Badan Penpgendali Bimas adalah wadah koordinasi penyelenggaraan

bimbingan massal yang bersifat non struktural sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997, sedangkan koordinasi

Pelaksanaan program Bimas di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Satuan

Pembina Bimas Propinsi Dati I, di tingkat Kabupaten/ Kota oleh Satuan

Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kota Dati 1, serta di tingkat Kecamatan dan

Desa oleh Satuan Pengerak Bimas Kecamatan dan Satuan Penggerak

Bimas Desa. Badan Pengendali Bimas bertugas :

a.

Mengkoordinir penyelenggaraan KUT ditingkat pusat dilakukan oleh
Badan Pengendali Bimas dan ditingkat dacrah dilaksanakan oleh
Satuan Pembina Bimas Propinsi, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/
Kotamadya, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Satuan
Penggerak Bimas Desa.

Rapat koordinasi Bimas di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/
Kotamadya dan Propinsi dilaksanakan setiap bulan secara teratur.
Rapat koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya
dipimpin langsung oleh Bupati/ Walikotamadya sebagai Ketua Satuan
Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran, pengz;manan dan
pengembalian KUT.

Untuk keperluan pemantauan perkembangan KUT, maka dalam

laporan perkembangan intensifikasi setiap bulan :
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I} Kepala Desa/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa melaporkan
Pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Penggerak Bimas Kecamatan.

2} Sckretans Penggerak Bimas Kecamatan melaporkan Pelaksanaan
KUT kepada Sekretaris Pelaksanan Bimas Kabupaten/ Kvotamadya.

3) Seckretans Pelaksanan Bimas Kabupaten/ Kotamadya melaporkan
Pelaksana KUT kepada Sekretaris Pembina Bimas Propinsi.

4) Sckretaris Pembina Bimas Propinsi melaporkan Pelaksana KUT
kepada Sekretaris Pengendali Bimas .

5} Masing-masing instansi (erkait melaporkan perkembangan KUT

pada instansi masing-masing secara l:-c:rjf:njang.34

6. Pengendalian KUT
Dalam Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Dengan Sekretaris Pengendali
Bimas Departemen Pertanian Nomor R L
Tentang Petunjuk Teknis Peiaksanaan KUT, ada kemajuan dalam aturan
Pelaksanaan yang pada tahun sebelumnya tidak ada yakni pengendalian
KUT. Bahwa pengendalian kredit pada semua tingkatan mulai dari tingkat

petani, kelompok tam, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola

supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan,

* Petunjuk Bersama Drijen Bina Koperasi, Departemen Koperasi PKM dan

N : . X006/ SKI B/ XII/ 1998 . o
Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian | rornrorroporviypoog (€N1ANG “Juknis

Penvaluran KUT Untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikufiura™, Jakarta, 9 Desember
1998 hal. 12 .




84

pencairan, penyaluran penggunaan sampai pengembaitan KUT dengan

cara scbagai berikut

a. Pengendalian ditingkat perencanaan dilakukan oleh Satuan Pelaksana
Bimas berdasarkan penctapan areal intensifikasi yang memerfukan
KUT, kooditas yang dibiayai KUT, petani/ kelompoktani.

b. Pengendalian di tingkat permohonan KUT dilakukan pada saat
penyusunan RDKK oleh PPL dan tenaga pendamping persctujuan
RDKK oleh PPL dan pcrsctujuaﬁ rekapitulasi  RDKK  oleh
Kakandepkop, PK & M. Untuk pengamanannya setiap lembar RDKK
agar ditandatangani oleh Ketua Kelompokiani dan PPL. Demikian
pula pada setiap lembar rekapitulasi RDKK agar ditandatangani pleh
Pengurus Koperasi/ LSM dan Kakandepkop, PK & M.

c. Pengendalian pencairan KUT dilakukan pada saat penyaluran dana
KUT dan koperasi/ LSM kepada petani/ kelompok tani yang
dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL tenaga
pendamping, Satgrak Bimas Kecamatan.

d. Pengendalian penggunaan dana KUT dilakukan melalui uji petik baik
oleh PPL,' Koperasi/ LSM, Satuan lPenggerak Bimas Kecamatan, PKL,
maupun Kandep/ Dinas Koperasi PK & M.

¢. Untuk memudahkan Pelaksanaan pengendalian di atas diperlukan
dukungan Pelaksanaan tertib administrasi mulai dan perencanaan,
permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian
pada setiap lini terkait yaitu : petani, kelompok tani, Koperasi/ LSM,

PPL, Kandepkop, dan Bank Pelaksana.
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7. Insentif dan Sanksi
Dalam program KUT ini juga menganut konsep reward and
punishment yaitu memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil
dan mengenakan sanksi bagi mereka yang melanggar Undang-Undang
yang Pelaksanaannya sebagai benkut :

a. Petani, kelompoktani, pengurus koperasi, LSM dan PPL yang telah
berhasil dengan baik dalam Pelaksanaan KUT, diberi penghargaan.

b. Kriteria keberhasilan Pelaksanaan KUT ditetapkan oleh Departemen
Pertanian dengan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah.

c. Petani, kelompok tani, pengurus koperasi, LSM dan PPL vyang
menyaiahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembinaan
Untuk keberhasilan KUT, dilakukan pembinaan kepada kelompok
tani/ petani dan koperasi secara umum dilakukan dengan cara :

a. Pembinaan kepada kelompok tani/ petani dan koperasi secara wmum
dilakukan oleh masing-masing instansi pembina di daerah dengan
koordinasi Gubernur/ Bupat/ Walikotamadya/ Camat/ Kepala Desa
yang bersangkutan sebagai Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi/
Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya/ Ketua Satuan

Penggerak Bimas Kecamatan/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa.
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Untuk kelancaran Pelaksanaan KUT diperlukan penyuluban dan

fatthan kepada para kleompoktani/ petani. Pengurus koperasi dan PPL

yang Pelaksanaannya dilakukan sccara terpadu oleh Kakanwil/

Kakandepkop PKM, Kakanwil/ Kakanca Bank, Kadis Pertanian dan —

Pejabat Pemda setempat.

Peinbinaan perkreditan dilakukan secara terus mencrus dan terarah

olch Bank setempat baik secara sendiri maupun bersama-sama instansi

terkait dalam hal :

1) Perencanaan kredit.

2} Proscdur penmmohonan kredit.

3) Prosedur pengadministrasian/ pembukuan perkreditan yang benar.

4} Cara-cara menghitung bunga, pendapatan, pelunasan kredit dan
cara perhitungan fee.

5) Ikut serta membantu penyelesaian masalah KUT yang dihadapi

oleh kelompoktani/ petani dan koperasi/ LSM.

. Khusus untuk pembinaan holtikultura ada Pedoman Pelaksanaan

Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Holtikultura ada program
pembinaan Gerakan Nasional Desa Cerdas Teknologi (GN-DCT),yang
memandang baliwa SDM di era globalisasi, dengan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi merupakan suatu keharusan karena
manusia merupakan sumber daya pembangunan. Strategi ini sangat
tepat untuk dilaksanakan bagi industri tanaman holtikuitura yang pada

umumnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan.
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GN-DCT pengembanganya berorientasi pada visi, cirri, misi, sasaran,

strategi opersional dan program:
1. Visi, yaitu membangun masyarakat yang cerdas teknologi,
| berkemaﬁlpuan menciptakan nilai tambah, produktif dan sejahtera
sehingga tidak tertarik untuk pindah ke daerah perkotaan.
2. Ciri dari masyarakat desa cerdas teknologi adalah:
a). Jeli melihat peluang untuk peningkatan produktifitas dan nilai
usaha melalui pemanfaatan teknologi,
b). Mempunyai motivasi belajar teknologi,
¢). Mempunyai kemampuan memitih teknologi yang sesuai,
d). Mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi secara
optimal.
3. Misi dari GN-DCT adalah:
a). Mobilitas dan optimalisasi sumber daya pedesaan,
b). Meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan,
¢). Meningkatkan kesempatan kerja,
d). Meningkatkan pertumbuhan dan peerkembangan industri di
pedesaan,
¢). Meningkatkan peran perekonomian pedesaan dalam perekono-
mian nasional,
f). Mengembangkan keterkaitan antar wilayah pedesaan, dan

wilayah pedesaan dengan perkotaan.

4. Sasaran pengembangan GN-DCT adalah masyarakat pedesaan, |

yang dikelompokkan sebagai berikut:
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a). Generasi muda yang terdin dan pelajar, putus sekolah, masth
belum berkarya,

b). Masyarakat pedesaan yang telah memiliki usaha termasuk
koperasi dan pengusaha kecil,

¢). Pemuka masyarakat termasuk pimpinan formal dan informal.

5. Strategi operasional GN-DCT adalah:

a). Memasyarakatkan secara luas manfaat penguasaan teknologi
dari kegiatan usaha,

b). Mengoptimalkan sumber daya (alam dan manusia) yang
tersedia di pedesaan sesuat dengan permintaan pasar akan
produk,

¢). Mengembangkan budaya cerdas teknologi kepada kader
pebangunan, pengusaha kecil dan koperasi yang telah berjalan.

6. Program dari GN-DCT adalah:

a). Pengkajian dan pemilihan teknology,

b}. Pengenalan teknologi,

¢). Pemasyarakatan teknologi,

d). Pembudayaan teknologi.

Pelaksanaan GN-DCT agar tepat mencapai sasaran dipedesaan
telah dipersiapkan petugas konsultast lapangan yang mempunyai tugas
pokok membantu Kakandepkop dan PKM pada daerah tingkat [i
(Kabupaten/Kota Madya). Sebagai pelaksana teknis di lapanan berfungsi

sebagal {enaga; penggerak, pembina, pelatih, konsultan, penyuiuh dan
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memberikan  pelayanan  sepenuhnya dalam  pengembangan  dan

: - 3
pembangunan pengusaha kecil dan koperasi. 4

C. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KUT
Kredit Usaha Tani (KUT) yang telah diprogramkan pemerintah
“untuk menanggulangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, tentu saja dengan
harapan terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang telah
diprogramkan. Akan tetapi keberhasilan dan kegagalan Kredit Usaha Tani itu,

akan bergantung terhadap banyak faktor.

I. Keberhasilan KUT
Usaha pertanian termasuk usaha kecil yang cukup Dbesar
jumlahnya, dan memiliki peranan yang strategis dan penting dibanding
dengan usaha disektor lain. Oleh karena pertanian memproduksi
kebutuhan pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena
itu, masalah pertanian tidak bisa diselesaikan oleh instansi atau pihak yang
membidangi pertanian saja, melainkan harus didukung lintas sektoral agar

berhasil secara optimal. Demikian halnya kredit usaha tani. Harus

didukung oleh semua komponen yang terkait dalam kredit usaha tani agar .

dapat berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain
a. Faktor Ekstemnal, diantaranya :
1} Kebijakan dibidang pertanian harus konsisten agar supaya

mempermudah aplikasi di lapangan.*

** Dirjen Bina PKM. Op Cir., hal. 18-21
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Dengan era globalisasi sistem keterbukaan informasi ditandai
dengan masuknya teknologi informast baik cctak  maupun
elektronik, maka berita-berita yang datang dari clit politik adalah
bc-ﬁta—berita yang akurat dan dapat dipeﬂanggung_jawabkan.‘w
Pemberian kredit tepat waktu agar dapat dimanfaatkan secara
maksimal, berhasil guna dan berdaya guna."ﬂ

Kondisi alam yang mendukung menghasilkan produk yang
berkualitas dal‘l maksimal. ™

Tersedianya infra struktur seperti sarana transportasi dan irigast
yang memadai.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyaluran KUT
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-
masing.

Pembinaan yang terus-menerus kepada kelompoktani/ petani dan
koperasi secara umum dilakukan oleh masing-masing instanst
pembina di daerah dengan koordinasi Gubemur/ Bupati/
Walikotamdya/ Camat/ Kepala Desa yang bersangkutan sebagai

Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi/ Ketua Satuan Pelaksana

* Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran FEkonomi. Jakarta: Yavasan
Obor Indonesia, 1991, hal. 10

¥ pedoman Pelaksanaan Pembinaan PK dan M Holtikultura, op cit., hal. 18

* Bahan Rapat Penvelesaian Tunggakan KUT Antara Meneg KOP dan UKM dengan
Tim Pengembalian KUT Propinsi, Kabupaten/Kota se Jateng, 13 Okiober 2003 di Semarang,

hal. 3

¥ Ouo Sumarwoto. [ndonesia Dalam Kancah Isu Lingkunan Global, Jakaria:
Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 503
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Bimas Kabupaten/ Kotamadya/ Ketua Satuan Penggerak Bimas
Kecamatan/ Desa. ™

8) Keteladanan para debitur konglomerat terulama para pencrima
BLBI akan memotivisir debitur KUT dalam pengembalian
kreditnya.41

9) Peranan petugas Meteorologi dan Geofisika dalam memberikan
prakiraan cuaca secara cepat.

10) Kemitraan antara petani dengan pengusaha besar untuk
meningkatkan, memperluas dan membuka kesempatan usaha bagi
usaha kecil melalui pola kemitraan yang sudah ada antara lain:
PIR, dagang, subkontrakting, Franchise, Vendor dan lain lain,

11) Memperluas akses pasar dan memperbesar pangsa pasar
pengusaha kecil di semua sector kegratan ekonomi rakyat 2

b. Faktor Internal

1} Yakni faktor sumber daya manusia sendin (petani) yang meliputi
kemampuan, keterampilan dalam mengakses informasi serta
teknik pengolahan lahan, hasil, dan penguasaan teknologi baik
sebelum maupun pasca panen.

2) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci

utama yang harus diberikan prioritas. Pengembangan SDM di

“ pedoman Pelaksanaan Pembinaan PK dan M Holtikulura, Op Cir.. hal. 2

3! Menteri Koperasi dan UKM. Suara Merdeka. Selasa 19 Maret 2002

*2 fanes Audeswawa, Reformasi Agraria - Janji Yang Belum Juga Terpenuhi.
Kompas 5 Mei 2003, hal. 15
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pedesaan diarahkan dengan memandang bahwa SDM sebagai
insan sckaligus sumber daya pembangunan.”
3) Kedisiplinan dan sikap mental dari petani dalam melaksanakan
intensifikasi dan pengembalian kredit.
2. Kegagalan KUT
KUT vang telah diprogramkan untuk mengatasi kesenjangan
sosial, pembangunan ketahanan pangan serta swasembada beras akan
mengalami kegagalan apabila dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
a. Faktor Ekstemnal
I) Adanya kebijakan Pemerintalr scperti @ Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP. 07A/ M. EKON/
02/ 2001, tanggal [5 Pebruan 2001 tentang Kebijakan
Restruktunisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperast, dan timbul
issu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT
akan diputihkan/dihapus bukukan, schingga petani enggan untuk
membayar tunggakan KUT.*
2) Adanya berita-berita yang ada di mass media, baik cetak maupun
elektronik yang kurang jelas dan simpang siur mengenai KUT,
sehingga para Eksekutor KUT/ Peminjan KUT masih menunggu

: petunjuk lebih lanjut.

® Delliamov, ferkembangan Pemikiran Lkonomi. Jakaria: PT Raja Grafica Persada,
1995, hal. 233

“ Daradjatun Kuntjara Jakti, Utang KUT dan UKM Aakan Direstrukturtsasi, Kompas,
26 Januan 2002
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3) Kondisi alam yang tidak mendukung. Usaha ﬁcnanian adalah
usaha yang sangat tergantung pada alam, sehingga alam yang tidak
kondusif akan menggagalkan pertanian atau tidak dapat panen
secara maksimal dan menghasilkan produk yang berkualitas
rendah yang berakibal pada lemahnya kemampuan petani untuk
membayar KUT.®

4) Membanjimya beras dan pangan impor dengan harga yang sangat
murah, sangat memukul harga yang dihasilkan oleh pctani.“’

5} Penyampaian prakiraan cuaca yang tidak akurat."’

6} Adanya perbedaan data KUT antara penunggak KUT dengan data
vang ada di Eksekutor KUT mempersulit dalam penagihan.

7) Adanya scbagian Pelaksana KUT yang kurang aktif dalam
melakukan penagihan tunggakan KUT khususnya LSM — LPPM.

8) Adanya sebagian Pelaksana KUT yang melakukan penyimpangan
dana KUT, sehingga menghambat penurunan tunggakan KUT.

9) Pemberian kredit tanpa jaminan (unsecured lpan) matenal, akan
mempersulit dalam pengembalian KUT.*™

10) Konversi lahan yang tidak mendukung pertanian.*

* Pumawan D. Negara, Gejolak Masyarakar Dalam Kasus lLingkungan, Gema
Keadilan, No. 2. 1996, hal. 19-20

* Kompas, Kamis 11 Oktober 2003, hal. 30

47 Andreas Marvoto, Struasi Riif Ketahanan Pangan Merisaukan, Kompas, Senin 23
Desember 2002.

* Bahan Rapal Penyelesaian Tunggakan KUT..., Op Cit.. hal. 4

* Daradjatun Kuntjara Jakti. Membangun Kemitraan Dalam Perberasan Nasional.
Lokakarya. Selasa 23 Maret 2004. di Jakarta.
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b. Faktor Internal

1) Sumber daya manusia (faktor yang ada dalam din petam) yang
rendall dalam bidang kemampuan, keterampilan mengakses
informasi, serta penguasaan tecknologi dalam pemilihan bibit,
pengolahan lahan serta hasil produksi.*

2) Banyak petani yanp mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) lebih
dari satu Masa Tanam (MT) pangajuan pada MT I (padi) belum
lunas, mengajukan lagi KUT untuk MT [T (palawija).

3) Banyak petani/ kelompoktani yang memperoleh kredit lebih dan
yang ditentukan atau melanggar Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK).

4} Adanya tuntutan dan Kelompoktani/ petani bahwa Rancana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan harus bisa
cair.

53} Sangat mudahnya untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUTY
pengajuan tanpa adanya jaminan.

6) Sikap mental (iktikad buruk) dari petani/ kelompok tani yang tidak

mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

3. Penggolongan kredit bermasalah atau macet
Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah
atau macet, didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas

adalah keadaan pembayaran pokok angsuran dan bunga kredit oleh

® Sukamo - Kepala Dinas Tanaman Pangan Jawa Tengah. Pemprof Jateng
Canangkan Gerakan Pasca Panen (GPP). Kompas 23 Desember 2002
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debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Dirckst Bank Indonesia No. 6/4/BPPP
tertanggal 28 Mei 1993 tentang kualitas aktiva produktif dan
pembentukal; penyisihan penghapusan aktiva produktif, membagi
koletibilitas kredit dalam empat golongan, yaitu: kredit lancar, kredit
kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dari empat macam golongan di atas, yang memiliki konteks
pembahasan adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit

macet.

Kredit kurang [ancar vaitu:

a. Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan
dan belum lampau dua bulan bagi kredit yang angsurannya
kurang dari satu bulan, atau melampaui tiga bulan dan belum
melampaui  enam  bulan bagi kredit yang angsurannya
ditetapkan, bulanan, dua bulanan, tiga bulanan, atau lambau
enam bulan, tetapt belum lampau dua belas bulan bagi kredit
yang angsurannya enam bulan atau lebih, atau

2) terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah
lampau lima belas hari kerja tetapi belum lapau tiga puluh hari
kerja.

3) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum

malampaui 3 bulan bagi kredit yang angsuranya kurang dari [
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bulan, atau melampaui 3 bulan, tetapi belum lapau 6 bulan bagi
kredit yang angsuranya lebih dari 1 bulan.

b. Kredit dengan angsuran untuk kredit kepemilikan rumah terdapat
’tungakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi
belum melampaui 9 bulan,

c. Kredit tanpa ansuran :

1) Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang
melampaui 3 bulan tetapi belum lampau 6 bulan; atau terdapat
penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk
melunasi tunggakan bunga, atau

2) Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belu lampau 3
bulan; atau

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telal
melampaui 15 hari kerja tetapi belum lampau 30 hari kerja.

d. Kredit yang diselamatkan :

1} Tidak memenuhi kritenia tersebut pada butir d (kredit lancar) dan
tidak ada tunggakan; atau

2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kritena tersebut pada
butir a dan ¢ (kredit lancar); atau

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu tidak

lampau 15 hari kerja dan belum malampaui 30 hari kerja.
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Kredit diragukan vaitu:

Kredit tersebut tidak memenuli kriteria lancar dan kurang
lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :
a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bemilai sekurang-
kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunga; atau
b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilat

sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

Kredit digolongkan macet yaitu:

a. Tidak memenuhi kretenia lancar, kurang lancar, diragukan seperti
tersebut di atas,atau

b. Memenuhi kreteria diragukan seperti terscbut di atas, tetapi dalam
jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada
pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau

¢. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan tuntutan
ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.”!

[stilah kredit bermasalah telah dipergunakan oleh dunia
perbankan di Indonesia sebagai terjemahan problem [loan yang
merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional.
[stilah lain dalam bahasa Inggeris yang biasa dipakai juga bagi kredit

bermasalah adalah non-performing loan’NPL).”* NPL merupakan salah

' Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate

Governance, Yogyakarla: Balairung & Co, 2003 hal. 52 - 53

32 Ibid., hal. 55



98

satu indikator keschatan bank yang harus diterapkan paling lambat pada
Juni 2003 sebesar 5% dan netlo, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 25 tahun 1999 tentang Likuidasi Bank, sebagian besar perbankan
nasional pada saat ini diperkirakan telah dapat memenuhinya. jika pada
Juni 2003 befum dapat menerapkan 5% untuk NPL maka bank harus
menyediakan penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP) dan
provisi.

Menurut praktisi dan pemerhati perbankan NPL harus
dikaitkan tingkat penyaluran kredit (foan fo deposite ratio/LDR), karena
secara logika semaikin tinggi tingkat penyaluran kredit yang dilakukan
sebuah bank yang ditandai dengan angka LDR diatas 50% seyogyanya
angka NPL-nya makin tinggi pula.® Ketentuan NPL 5% tersebut
menjadikan dunia perbankan di Indonesia sangat susah untuk
menyalurkan kredit.

Untuk mengurangi resiko terhadap kredit yang telah
disalurkan, maka biasanya secara otomatis pthak bank membuat klausul
asuransi kredit (insurance clause), bertujuan untuk mengalihkan resiko
yang mungkin terjadi atas barang agunan maupun kreditnya sendir.
Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang
ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di

bank dan lain sebagainya.

** DJoko Retnadi, Difema Pembatasan Kredit Bermasalah Bank. Kompas Jum at.

7 Pebruari 2003.




99

Dr dalam KUT asuranst kredit dilakukan oleh Perum PKK
sebesar 1,5% dar kredit yang dicairkan dan merupakan bagian dari
bunga kredit KUT sebesar 10,5% yang harus dibayar oleh debitur pada

saat pencairan kredit.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah atan Macet
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam
menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet, antara lain melalui
pendekatan persuasif, melalui proses hukum di Pengadilan, atau melalui
Panitta Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara.

a. Pendekatan Persuasif
Cara ini ditempuh oleh perbankan dalam menyelesaikan
kredit yang bermasalah atau macet melalui perundingan atau
negosiasi.  Penyelesaian  kredit cara ini  dilakukan dengan:
reschedulling (penjadwalan kembali) hutang debitur, reconditioning
(persyaratan kembali), dan restucturing (penataan kembali). Hal ini
dilakukan oleh bank, jika usaha debitur masih memiliki prospek
untuk berkembang atau maju. Apabila dengan cara tersebut tidak
tercapai kesepakatan, maka bank akan mengambil langkah-langkah

penyelesaian lainnya.

b. Melalui Proses Hukuin
Menurut pasal 1131 KUHPerdata discbutkan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak
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bergerak, baik yang sudali ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
perseorangan”. Sedangkan dalam basa[ 1132 dinyatakan baliwa:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya; pendapatn penjualan benda-
benda itu dibagi-bapt menurut keseimbangan, yaitu menurut besar
kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para
berpiutang itu ada alasan-atasan yang sah untuk didahulukan”

Bank dapat menggugat debitur karena telah melakukan
wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati, karcna
debitur tidak membayar utang pokok maupun bunga. Pengadilan
akan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan
oleh kedua belah pihak, setelah proses pemeriksaan selesai,
Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut
dilaksanakan dengan sita eksekusi atas harta kekayaan debitur.

Bank dapat pula meminta penetapan sita eksekusi ke
Pengadilan Negeri terhadap agunan debitur yang telah diikat dengan
hak tanggungan secara sempurna. Maka bank dalam hal ini dapat
langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi agunan
kredit guna memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui
proses gugatan biasa di Pengadilan Negeri.”™ Akan tetapi proses ini

jarang ditempuh oleh bank karena memakan waktu terlalu lama.

** Mahkamah Agung Rl Masalah Kredit Macel. Provek Peningkatan Tertib

Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994, hal. 55

PT-visY RE- ORI
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¢. Melalui Bantuan Kejaksaan
Dalam pasal 27 ayat 2 Undang Undang No. 5 tahun 1991
tentang Kejaksaan RI dinyatakan bahwa, “Di bidang Perdata dan

Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara

atau pemeriitah”.

d. Melalui PUPN/BUPLN
Pamtia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan

Lelang Nepara mempunyal kewenangan yudikatif untuk mengurus

penagihan piutang negara. Undang Undang No. 49 Prp. Tahun 1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara mempunyal kewenangan

antara lain :

1) Mengeluarkan surat paksa yang berkepala “Atas Nama Keadilan”
mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim (pasal 6
huruf a).

2) Meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan
kredit (pasal 6 huruf b).

3) Membuat Surat Pernyataan Bersama (SPB) yang mempunyai
kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang berkekuatan
hukum pasti dan berkepala “Atas nama Keadilan”. SPB
merupakan pernyataan pengukuhan hutang yang mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna dan memaksa, hal ini mirip

dengan pengadilan semu (quasi rechichtspraak).
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PUPN/BUPLN it dibentuk untuk menyelesaikan piutang

negara secara cepat dan efektif.

5. Rancangan Penyelesaian Tunggakan KUT Jawa Tengah

Ada sementara pihak yang 111cngusu11:can agar
tunggakan KUT dan tunggakan KKP dibenikan fasilitas
penghapusan kredit (write off), usulan terscbut ditemtang oleh
Menteri Pertanian Bungaran Saragih dengan alasan:

a. Jika hal itu disetujui, maka tidak mendidik masyarakat untuk
bertanggungjawab,

b. Menjadikan bank tidak bergairah meminjamkan kredit kepada
petani.

Dengan argumentasi terscbut di atas, maka dibuat
rancangan penyelesaian tunggakan KUT Jawa Tengah dalam
Rapat Koordinasi Penyelesaian KUT di Jawa Tanggal 13
Oktober 2003. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat sudah
sulit untuk melakukan penagihan KUT secara ilangsung,
sechingga perlu peningkatan peran Pemda dan tagihan yang
berhasil ditarik Pemda dapat digulirkan kepada petani sebagai
kredit peningkatan produksi.

Kredit peningkatan produksi dimaksud dibutuhkan
petani mengingat Skim KKP yang disiapkan sebagai pengganti
KUT dananya terbatas dan membutuhkan persyaratan yang ketat

yang sulit dipenuhi oleh petani, maka diperiukan kebijakan yang
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bersifat trobosan, dalam menyelesatkan KUT, antara lain
dengan:
a. Prinsip-prinsip penyelesaian KUT:

1) Setiap orang yang berhutang wajib membayar,

2) Tunggakan yang bermasalah, harus diselesaikan melalui
jalur hukum,

3) Penagihan diserahkan kepada Pemda setempat,

4) Dana hasil penagihan dapat disalurkan kembali oleh
Pemda kcpada petani dalam rangka mengembangkan
kegiatan perianian di pedesaan.

b. Tujuan kebijakan:

1) Memberikan kesempatan kepada petani untuk melunasi

~ hutangnya.

2) Mngatast kemacetan pengembalian tunggakan KUT.

3) Mengembangkan kegiatan pertanian sebagai motor
penggerak ekonomi di pedesaan.

c. Pokok Pokok Kebijakan:

1)  KUT yang diselesaikan adalah tunggakan tahun
peyediaan 1998/1999 dan TP 1999/2000.

2) Penghapusan bunga kredit,

3) Perpanjangan masa pengembalian tunggakan pokok kredit
sampai dengan akhir Desember 2004,

4) Pengalihan hak tagih saldo tunggakan KUT dan

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
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5) Penycrahan pengelolaan dana pengembalian KUT olch -
Pemda sclama 10 tahwun atau selambat-lambatnya sampai
dengan tahun 2012.

6) Ketentuan pengguliran dan pengembalian tunggakan
KUT diall:lr sepenuhnya oleh Pemda.

d. Dana Resiko Tunggakan KUT

1) Dana resiko tunggakan KUT yang menjadi kewajiban
pemerintah cq Departemen Keuangan sebesar 57,25%
atau 330 triliun dapat disclesatkan  dengan
menyampaikan  surat  Mentei  Keuangan kepada
Gubernur Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa
kewajiban itu akan diselesaikan dalam waktu paling
lama 10 tahun. Karena kebijakan ini memerlukan
pencadangan APBN maka perlu teriebih dahulu
dikonsultasikan kepada DPR RI dan 3PK.

2} Dana resiko tunggakan KUT yang menjadi kewajiban
Bank Indonesia sebesar 42,75% atau 2,46 triliun melalui
Surat Gubernur Bank Indonesia yang ditujukan kepada
Kantor Menko Kesra selalu Ketua Komite
Penanggulangan Kemiskinan No. 5/1/GBI/BKr tanggal 6
Januari 2003 pada prinsipnya pihak Bank Indonesia
sepakat atau menyetujui dana hak Bank Indonesia setuju

dihibahkan kepada pemerintah setelah dilakukan
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penyclesaian risk sharing dan persetujuan/dukungan dari

DPR Rl serta pertimbangan dari BPK RI.

D. PROGRAM PERTANIAN PASCA KUT

Pembangunan di bidang pertanian bagi negara Indonesia harus terus
diupayakan dan dikembangkan serta harus didukung oleh seluruh lembaga
terkait. Hal ini discbabkan kebutuhan pangan masyarakat yang harus dipenuhi
sektor pertanian terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan
semakin menyempitnya lahan pertanian.

Pada sisi fain, jika dilihat secara empiris di masyarakat, pekerjaan
utama masyarakat Indoncsia mayoritas adalah sebagai “petani™, oleh karena
itu dengan terus mengembangkan usaha tani, akan bermakna memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dan sekaligus membuka lapangan pekerja-an

bagi masyarakat yang sekarang ini juga terasa sangat mendesak.

I. Kredit Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.sj
Program Kredit Usaha Tani (KUT) yang dimaksudkan untuk
swasembada beras sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
sosial, dalam kenyataannya telah mengalami kegagalan, karena hampir
semua wilayah penerima KUT, memiliki tunggakan kredit yang besar

jumlahnya.

** Kompas, Senin 22 Desember 2002, hal. 14
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Penduduk 1ndonesia yang berjumlah 215.000.000 pada tahun
2004 ini, akan meningkat menjadi 250.000.000 pada tahun 2014,
Seinentara itu untuk sistem penyediaan pangan diketahur merupakan
kegiatan ekonomi masyarakal yang pelaku usahanya amat banyak,
termasuk petani pedsesaall.S(’ Ketahanan pangan menjadi tanggung jawab
semua pibak, bila Indonesia selalu mengimpor bahan pangan untuk
meenuhii kebutuhannya, kemudian berapakah jumlah devisa yang harus
dipangkas dan memberi lapangan pekerjaan petani di negara lam.

Terdapat dua pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam
negeri, yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dengan memanfaatkan secara
optimal lahan dan sumber daya yang tersedia, atau
b. Memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah asal impor.

Dani dua alternatif tersebut di atas, namapaknya harus dipilih
altematif pertama jika kita konsisten membangun ketahanan pangan dan
menjadi bangsa yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu
penataan secara komprehensif dan lintas sektoral, mengingat wilayah
Indonesia sebagian besar masih merupakan pedesaan dengan mata
pencaharian utama penduduk di sektor pertanian.

Kegagalan dalam program KUT tidak harus menjadikan
pemerintali berdiam din, akan tetapi tetap harus menaruh perhatian besar
terhadap sektor pertanian, karena bidang ini menghasilkan produk

kebutuhan pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

%% Kompas. Jum’at 2 Aqpril 2004. hal. 36
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Ketergantungan yang besar terhadap impor pangan, berdampak kepada
sektor lam (politik, sosial, hankam, keschatan dan sebagainya).

Guna menunjang pembangunan ketahanan pangan nasional,
program KUT vyang berakhir pada tahun 2000, maka pemenntah
menyediakan Kredit Ketahanan Pangan yang dimulai pada musin tanam |
tahun 2001/2002 scbesar 2.2 tnliun rupiah yang ditekankan kepada petani
yang gagal panen untuk tanam ulang. Kredit tersebut berasal ‘dar dana
bank pelaksana sendiri dan persyaratannya lebih ketat karena dibutuhkan
agunan yang sulit dipenuhi oleh petani, sehingga tidak banyak terserap
olel masyarakat tani,

Agunan KKP dibutuhkan oleh bank agar merasa aman dan
resiko kredit macet, sementara petani tidak banyak memiliki agunan
sccara cukup. Persyaratan yang dibutuhkan dalam KKP lebih ketat dari
pada KUT karéna masih dibayangi kenyataan KUT yang diberikan dengan
persyaratan mudah, berpotensi untuk macet yang hingga saat ini belum
kembali. |

Dalam program KUT resiko terhadap kredit ditanggung oleh
pemerintah, maka dengan semangat otonomi daerah, Menteri Pertanian
Bungaran Saragih meminta, bupati bersedia menjadi penjamin (avalis),
karena sekarang pemerintah tidak memiliki dana lagi, juga 85% dari total
anggaran Departemen Pertanian telah diserahkan ke daerah untuk

kepentingan produksi dan perbaikan ekonomi petani.’’

%7 Kompas. Kamis 21 Pebruari 2002, hal, 14
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Dana KKP yang telah tersalur sampai dengan bulan- Asgustus
2003, menunnt Direktur Pembiayaan Depariemen Pertanian, Endang 8.
Thohari, baru mencapai 1,268 triliun (60,93%) melalu lima besar bank
penyalur, yaknt:

a. Bank BRI, sebesar 578.215 miliar,

b. Bank Agroniaga, scbesar 309.684 miliar,
¢. Bank BNI, sebesar 71.949 mihar,

d. Bank BUKOPIN, scbesar 62.489 miliar,
e. Bank Mandin, scbesar 55.248 mifiar.

Agar supaya dana KKP bisal efektif, maka Menteri Pertanian
mengusulkan untuk melibatkan industri penunjang dalam pencairan KKP,
karena industri ini memperoleh keuntungan dan petani, seperti indukstri
pupuk, obat-obatan, karung maupun pengusaha selep. Untuk itu sudah
saatnya para pelaku industri penunjang ikut mambantu petani yang
mengalami kehancuran. Oleh karena mereka juga ikut terganggu, karena
sekarang tidak ada la}gi dana BIMAS, INSUS, dan SUPRA INSUS yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membeli sarana produksi.
Dengan demikian tidak ada yang captive market dari pemerintah.

Khusus untuk PUSKUD Jawa Tengah, selama ini dapat
diandalkan membantu pupuk dan Sangyang Sri selaku penyedia benih
bersertifikat untuk membantu petani yang pagal panen di Jawa Tengah,

yakni Kudus, Jepara, Pati, Demak bekerjasama dengan bupati.’®

* Ihid.
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2. Dana Penyclamatan Petani

Dana penyelamatan petani ini digulirkan pemenntah pada
tahun 2002 untuk membantu petani yang terkena banjir saat itu,
sebesar 13 miliar. Jumliah yang terlalu kecil dibandingkan dengan
kebutuhan petani untuk tanam ulang. Dengan dana scbesar itu yang
dapat dilakukan oleh Departemen Pertanian harus imelakukan skaia
prioritas penyelamatan petani yang memiliki resiko tinggi, agar tidak
berdampak buruk pada program ketahanan pangan dan kehancuran
ckonomi masyarakat petani.

Memang  harus  realistis, schubungan dengan dana
pemerintah yang terbatas, maka yang mungkin dipilih adalah mana
yang paling urgen di antara masalah untuk diberikan pertolongan.
Alternatif yang dipilih memberi bibit dan sarana teknologi untuk
mempercepat proses pengeringan gabah agar memperoleh harga jual
yang lebily baik. Seperti yang diperoleh petani di Kabupaten Demak,

berupa mesin pengering gabah.

3. Benih Padi
Stimulan benih padi dimaksudkan pemerintah untuk
meringankan beban petani yang mengalami paceklik, karena
sawahnya mengalami puso atau gagal panen yang disebabkan oleh
kekeringan. Program tersebut diluncurkan p_emerintah pada bulan
September 2003, seiring dengan datangnya hujan untuk melanjutkan

usaha taninya pada musim tanam 2003/2004.
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Bantuan benih padi tersebut berjurniah 554 ton untuk Jawa
Tengah, dengan perincian dari Departemen Pertanian pusat sebesar
494 ton dan dart Gubemur Jawa Tengah, Mardiyanto, berjumlah 60
ton. Bantuan benih padi tersebut akan disalurkan melalui pemerintah
kabupaten dan diharapkan pemerintah kabupaten berpartisipasi pula
untuk turut membantu pengadaan benih. Areal yang mengalami puso
2003 di Jawa Tengah seluas 20.000 ha, lebih luas dari areal puso tahun
2002 seluas 4600 ha. Meluasnya areal sawah puso disebabkan curah
hujan tahun 2003 lebih sedikit dibandingkan tabun 2002 dan juga
sebanyak 16 dari 37 waduk di Jawa Tengah hingga pertengahan
Agustus 2003 udak ada aimya, dua waduk kosong aimya karena
sedang diperbaiki, seiebihnya air waduk di bawahy normal dan yang
kondisinya normal hanya tinggal 3 waduk. Padahal selama ini petani
mengandaikan suplai air dari waduk-waduk tersdebut untuk mengairi
sawahnya.

Ketika air waduk semakin habis, areal sawah yang
mengalami kekeringan dan fuso sebesar 20,5% dari total tuas sawah di
Jawa Tengah yang kekurangan air hingga akhir Juli 2003. Areal yang
kekurangan air 88.536,5 ha. Dari total luas sawah yang kekeringan
37.283 ha (42%) kekeringan ringan, 18.703 ha (21,1%) kekeringan

sedang, dan 14.357.5 ha (16%) kekeringan berat.
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3. Subsidi Pupuk

Pupuk yang disubsidi adalah pupuk urea maupun non vrea
untuk kegiatan budidaya tanaman oleh petani, perkebunan, dan
peternakan. Adapun perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman
.pangan, dan perusahaan holtikultura tidak mendapatkan subsidi.

Berdasarkan  Keuputusan  Menteri Keuangan  No.
356/KMK.06/2003 tanggal 29 Agustus 2003 (enlang tala cara
perhitungan dan pembayaran pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara:

a. Produsen pupuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Dirjen Lembaga Keuangan (LK) Departemen Kaungan, dilampiri
dengan dokumen penyaluran pupuk sampai ke tingakt pengecer.

b. Laporan tersebut v»;ajib disampaikan secara teratur setiap triwulan
kepada Dirjen LK%

Agenda-agenda pembangunan pertanian jika tidak ditangani
secara komprehensif, sering terjadi miss /ink antara kebijakan pada
tataran strategi, organisasi, dan operasionalisasi. Seperti subsidi pupuk,
banyak yang tidak diketahui oleh petani, apalagi yang bersubsidi. Sudah
menjadi masalah rutin yang dihadapi oleh petani, setiap kali menanam
padi saat akan melakukan pemupukan, maka pupuk selalu hilang dari

pasarar,

¥ Kompas, Selasa 26 Agustus 2003, hal. 13




BAB II1

HASIL PENELITTIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka dapat disajikan data hasil

penelitian sebagai berikut:

A. KONDISI GEOGRAFI DAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN
DEMAK
1. Kondisi Geografi Kabupaten Demak
Kabupaien Demak yang memiliki luas wilayah 897,43 km?

denggm jumlah penduduk 970.914 (sensus tahun 2000) terdiri dar 14

] PENDUDUK
| No. KECAMATAN

(km)® JUMLAH KEPADATAN

72,22 123.721 1.713

1
H
i
i
i

1 1. | MRANGGEN

2. | KARANGAWEN

| 3. | GUNTUR 57.52

66,96 73427 1.097

67'391..._.. ‘- .]...1:'.?.;2‘«... e |

3. SAYONG T 78.69 86,920 1,105

5. i KARANG TENGAH 51,54 53.9r°

(6. | BONANG 8324 | 88.4%

61,18 94.12

DEMAK
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. I WONOSALAM | 5783 [ 65217 |

(9. | DEMPET 29437

. | GAJAH T 42.999

KARANG ANYAR | G766

!
5
]
i
1
1

MIJEN ! T 50206

WEDUNG ! T 75030

KEBON AGUNG | 34378

:
i
)
i

JUMLAH ; T 970914

Sumber : BPS Kabupaten Demak.

Letak Kabupaten Demak berbatasan dengan:
- Sebelah Utara 7, : Kabupaten Jepara, Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan.
i Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
- Sebelah Barat  : Kota Semarang. K

Sebagian besar penduduknya bermata-pencaharian sebagai
petani, dengan luas areal sawah 95.000 ha, 50.000 ha di antaranya
beririgasi tekxﬁs sejak dibangunnya Waduk Ked;mgombo 12 tahun yang
lalu. Masih ditambah 2 bendungan karet (bendungan kembang kempis)
di Kali Kumpulan Wedung dan Bendungan Gerak Kalijajar.

Waduk Kedungombo mengairi 4 kabupaten, yaitu Kudus,

Grobogan, Demak, dan Pati. Dari ke-4 kabupaten tersebut, Kabupaten

Demak yang paling banyak mendapatkan pasokan air.
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2. Potensi Ekonomi Kabupaten Demak

Sebelum adanya Waduk Kedungombo, Kabupaten Demak
tergolong daerah sangat minus. Banyak pertanian sawah yang
mengandalkan dari air hujan (sawah tadah hujan), sejumlah lahan
ditclantarkan oleh pemiliknya harganyapun murah sekali. Penduduk/
warga Demak banyak yang meninggalkan Demak, mereka merantau di
daerah lain, bahkan sampai ke luar Jawa.

Dengan dibangunnya Waduk Kedungombo, maka pertanian padi
mengalami kemajuan sangat pesat, dengan pola tapam: padi-padi-
palawija. Seiring dengan meningkatkan produktifitas tanah sawah di
Kabupaten Demak, maka tanah-tanah sawah yang semula ditclantarkan,
kemudian mereka berkeinginan menggarap kembali. Kondisi demikian,
kemudian tidak sedikit memunculkan sengketa tanah dan ada beberapa
yang berujung di pengadilan.

Dengan melimpahnya air dari Waduk Kedungombo dan
Kalituntang, maka pertanian di Kabupaten Demak semakin berkembang
dan mengalami diversifikasi tanaman, seperti:

a. Tanaman padi.
Areal sawah di Kabupaten Demak, setiap talhmn dapat
menghasilkan 500.000 ton gabah kering (GKG), sedangkan untuk
kebutuhan benih dan konsumsi kurang lebih 300.000 ton yang berarti

masih ada kelebihan gabah kering giling sebesar 200.000 ton yang
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ini pemasaran produk kacang hijau banyak di salurkan ke
Yogyakarta ke sentra-sentra produksi bakpia.

Tingginya permintaan komoditas kacang hijau ini, belum
dapat dipenuhi petani di Kabupaten Demak, karena tanaman kacang
hijau hanya di tanam sebagai penyela tanaman padi sebagai produk
andalan Kabupaten Demak. Pangsa pasar yang masih luas terhadap
produk ini, mendorong petani untuk memperluas areal tanamannya,
dari kurang lebih 10 ha pada tahun 1998 dengan produksi kurang
lebih 14,5 ton meningkat menjadi 24 ha pada tahun 2001 yang
tersebar di seluruh kecamatan dengan produksi mendekatati kurang
lebih 32 ton, dengan harga berkisar antara Rp 3.500,- hingga Rp

5.000,-/kg.

. Tembakau

Komoditas tembakau, banyak ditanam oleh petani di
Kecamatan Guntur (Demak bagian Selatan berbatasan dengan
Semarang). Produk tembakau Kabupaten Demak ini terkenal
berkualitas bagns, hanya saja seperti kacang hijau, komoditas
tembakau ini ditanam hanya sebagai tanaman penyela tanaman padi.

Banyak petani tembakau yang berhasil menyekolahkan

anaknya di Perguruan Tinggi dari hasil komoditas ini.

. Tkan Laut dan Tambak

Kabupaten Demak memiliki wilayah pantai sepanjang 43,1

km. Tangkapan ikan laut yang dibasilkan dari Kabupaten Demak ini
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di pasatkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tercatat ada lima
tempat pelelangan ikan, namun yang aktif hanya tiga TPI yaitu: TPI
Moro, TPl Wedung, dan TPI Bungo. Hasil laut selain untuk
konsumsi dalam negeri, juga dipasarkan ke luar negeri untuk tujuan
ekspor, yaitu rajungan, sirip ikan hiu, dan teri nast.

f. Perusahaan Es Balok

Perusahaan Daerah dengan nama Perusda Wira Usaha di
dirikan di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang, yang diresmikan pada
akliir bulan Januari 2003.

Perusahaan es balok ini merupakan perusahaan es pertama
kali di Kabupaten Demak, guna menopang produksi ikan laut dan
ikan tambak, dengan produksi sebesal; 25 ton/hari (500 balok ukuran
120 x 50 x 20 cm) berbobot 50 kg/balok. Perusahaan es ini terutama
dimaksudkan untuk memenuhi permintaan nelayan Kecamatan
Bonang dan Wedung yang selama ini kebutuhan es balok di
datangkan dari Kota Semarang.

g. Buah Belimbing

Tanaman yahg masuk kelompok holtikultura ini sangat
terkenal, terutama yang dihasilkan dari daerah Bethokan, memiliki
kualitas bagus. Belimbingnya besar-besar, warnanya kuning dan
punya cita rasa manis. Maka tidak heran sesama belimbing dari
daerah Demak, namun jika produk dari daerah Bethokan dipatok

dengan harga lebih tinggi. Jika musim kemarau harganya mahal bisa
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mencapai Rp.15.000,- per kg untuk kualitas super dan biasanya
dibeli oleh tangkulak untuk dipasarkan di sekitar wilayah pariwisata
Masjid Agung Demak sebagai buah tangan dan para peziarah
Makam Sunan Kalijaga Kadilangu bahkan ke supermarket luar kota,

Begitu populemnya belimbing Demak, sehingga komoditas

yang satu ini dijadikan monumen di jalan utama kota Demak.

h. Jambu Air

Jambu air jenis delima dan citra juga dibudidayakan
penduduk kota Demak. Hampir setiap rumah mepanam jenis
holtukuttura ini, selain perawatannya mudah, yang penting dialiri air
secara cukup, karena tumbuhan yang satu ini membutuhkan banyak
air. Pemasarannya juga gampang, banyak tengkulak yang berburu
sampai ke rumah penduduk untuk memenuhi kebutuhan lokal seperti
oleh-oleh pengunjung pariwisata kota Demak, juga setiap hari
dikirim ke kota Jakarta.

Jambu delima yang sudah terkenal dengan cita rasa empuk,
manis dan disinyalir mengandung zat yang sangat dibutuhkan untuk
kesehatan. Ada jenis jambu yang sekarang dibudidayakan yaitu
jambu citra yang memiliki aroma wangi. Karena yang budidaya
masih sedikit, maka jambu jenis ini masih mahal. Jika jambu delima
dipatok dengan harga 10-12 ribu untuk kualitas super, maka jambu

citra mencapai Rp.15.000,- per kg.




119

Kedua komoditas yang memiliki pangsa pasar menjanjikan
ini oleh pemerintah setempat belum ditangani secara serius.
Sapi Kereman

Proyek ini atas ide Bupati Demak, Endang Styaningdyah,
‘dengan persiapan anggaran 2003. Untuk proyek perdana di
Kecamatan Karangawen. Proyek sapi kereman ini, diwujudkan
mengingat potensi pakan ternak di Kabupaten Demak sangat
melimpah, seperti rumput, jerami, dan romput gajah sebagai menu
utamanya.

Tujuan proyek ini, antara lain untuk memberi pekerjaan
kepada petani guna mendapatkan penghasilan tambahan berupa
pupuk kandang, bagi hasil vang atau sapi. Petani Demak yang rata-
rata memiliki tanah pertanian sempit seluas kurang lebih 05 ha
(terkenal dengan istilah petani gurem), tidak mungkin cukup hanya
mengandalkan hasil dari pertanian. Oleh karena itu untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya harus disertai dengan usaha lain agar cukup.

Pangsa pasar sapi masih terbuka luas, untuk memenuhi
kebutuhan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, masih didatangkan dari
Nusa Tenggﬁra, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan untuk Jawa
Tengah, terbesar adalah Kabupaten Blora. Namun masih terbatas
kurang lebih 200.000 ekor. Ujicoba proyek sapi kereman ini, jika

berhasil maka usaha ini akan diperluas sampai ke kecamatan lain.



J. Industri Pariwisata

_Kabupaten Demak memiliki obyek pariwisata Masjid Agung
Demak, merupakan bekas Kerajaan Islam pertama kali di Pulau
Jawa. Kasultauan Demak yang didirikan Raden Patah pada tahun +
1500 M setelah memutuskan hubungan dengan Kerajaan Majapahit.
Keputusan itu rupanya mendapat dukungan para ulama dan para
pembesar dari Jawa Timur: Tuban, Gresik,- dan tempat—te;npat lain di
Pantura. Kasultanan Demak semakin besar pengaruhnya di wilayah
Jateng dan Jatim setelah Malaka di taklukkan oleh Portugis tahun
1511. Banyak pedagang yang memutuskan tidak berdagang lagi ke
Malaka setelali kejatuhannya. Kebanyakan mereka pergi ke Demak
étau Banten sebagai gantinya. Sejak surutnya Malaka, kemudian
Demak tampil sebagai pengganti Malaka dan merupakan pusat
perdagangan serta penyebaran agama Islam di Nusantara.

Sisa-sisa Kerajaan Islam Demak adalah Masjid Agung
Demak yang sampai sekarang masih dilestarikan sebagai
peninggalan Wali Songo dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu
dijadikan industri pariwisata. Dari sektor pariwisata yang mayoritas
wisatawan domestik ini, setiap hari mendatangi Demak dan sekaligus
tkut menghidupkan roda perekonomian daerah tersebut. Pariwisata
terkait erat dengan souvenir, buah tangan, transportasi serta penjaja
makanan, memberi kontribusi ekonomi yang cukup berarti bagi

Kabupaten Demak.
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Kabupaten Demak, dengan penduduk 970.914 jiwa, 90% nya
berpendidikan rendah. Dengan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 245,94
miliar untuk tahun anggaran 2003 termasuk jumlah yang relatif kecil.
Meskipun merupakan sentra produksi pertanian yang melimpah, namun
daerah ini tergolong kabupaten miskin. Maka dengan hadirnya
perusahaan yang berorientasi ekspor, seperti moulding, rantai baja,
meubel, dan pakaian jadi yang berlokasi di sepanjang jalan Demak -
Semarang dengan tujuan ke Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, dan
Australia, telah ikut andil memecahkan masalah ekonomi dan

penyediaan lapangan kerja.

3. Program KUT di Kabupaten Demak

Program KUT di Kabupaten Demak di laksanakan sejak
berakhimya kredit Bimas tahun 1985 dan berakhir pada tahun 2000, di
bawah Pengendalian Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pengendalian kredit dilaksanakan di semua tingkatan, mulai dari
petani, kelompok tani, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola
supervisi yang dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan
permohonan, pencairan, penggunaan sampai dengan pengembalian
KUT.

Untuk kelancaran pelaksanaan KUT diperlukan penyuluhan dan
latihan kepada petani, Ketua Kelompok tani, Pengurus Koperasi,
Pengurus LSM, PPL, dan tenaga pendamping yang pelaksanaannya

dilakukan secara terpadu oleh Kakanwildep/ Kakandep/ Dinas Koperasi
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Pengusaha Kecil dan Menengah, Kakanwil Departemen Pertanian/ Ketua
Harian Pembina Bimas, Sékretan‘s Pembina Bimas, Kakanwil/ Kakanca
bank Pelaksana dan Sekretariat Pelaksanéi Bimas dari Pemda setempat.
Guna menjamin terlaksananya KUT yang lancar, aman,
terkendali, efisien dan efektif, perlu dilakukan kegiatan terkoordinasi
dalam persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian dan

pengendalian KUT dalam wadah Tim KUT.

4, Tim KUT Kabupaten Demak
Untuk mengendalikan KUT, sejak perencanaan sampai dengan
pengembalian telah berulangkali dibentuk Tim KUT sejak tabun 1999
s/d 2002. Adapun Tim KUT Kabupaten Demak yang terakhir dibentuk
pada tanggal 11 April 2002 dengan SK Bupati No. 518/ 311/ 2002
tentang Pembentukan Tim Penyelesaian terhadap Penyaluran dan
_Penyalahgimaan KUT Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan

sebagai berikut::

T

NO. | KEDUDUKAN DALAM KEDUDUKAN DALAM DINAS

TIM
1 2 3
1. | Penangggung Jawab Wakil Bupati Demak

2. | Wakil Penaggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Ketua Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan

Dan Koperasi Kabupaten Demak

4. | Wakil Ketua I Kasi Intelijen Kejari Demak
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5. | Walkdl Ketua II

Kasat IPP Polres Demak

Wakil Ketua II1 Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan
° Pangan Kabupaten Demak
Kabag TU Dinas  Perindustrian,
7. ] Sekretris

Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten

Demak

8. | Anggota-Anggota

1. Kepala Badan Pengawas Derah
Kabupaten Demak.

2. Asisten I Sekda Kabupaten Demak.

3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Demak.

4. Kepala Bagian Hukum; Perundang-
Undangan Dan Organisasi Setda
Kabupaten Demak.

5. Kepala Bagian Perekonomiﬁn Setda
Kabupaten Demak:

6. Kasi Pidsus Kejari Demak

7. Kasat Serse Polres Demak.

8. Kepala Bagian Peerintahan Setda
Kabupaten Demak.

9. Kepala Sub Dinas Koperasi Pada Dinas

Perindustrian,  Perdagangan = Dan
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Koperasi Kabupaten Demak.

10.Kepala Seksi Produksi Palawija Pada
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Demak.

11.Pejabat  Fungsional Pada Dinas
Perindustrian,  Perdaganagn  Dan
Koperasi Kabupaten Demak.

12.Kasi Bina Usaha Koperasi Dan Usaha
Kecil Pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten
Demak.

13.Bank Muamalat Indonesg’a Semarang.

14.Bank Bukopin Semarang.

15.Bank BRI Cabang Demak.

16.Bank BPD Cabang Demak.

17.Bank Danamon Kudus.

Sumber: Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Demak

5. Sumber Dana KUT
Sumber pembiayaan KUT TP 1998/ 1999 berbeda dengan
sumber pembiayaan TP 1999/ 2000,
a. Berdasarkan‘ Pasal 16 SK Direksi Bank Indonesia No.

31/164/KEP/DIR.  tanggal 8 Desember 1998 bahwa sumber
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pembiayaan KUT 1998/1999, 100% berasal dari dana Ki,BI (Kredit
Likuiditas Bank Indonesia).

b. Menurut Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan No.
486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 menyebutkan bahwa
sumber pembiayaan KUT TP 1999/2000 berasal dari Bank

Pelaksana, Bank Umum lainnya dan/atau dana pemerintah.

Sekarang Bank Indonesia sejak keluarnya Undang Undang No.
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut pasal 55, 56 BI dilarang
memberikan kredit kepada pemerintah, juga BI tidak lagi ditugasi untuk
memberikan kredit program dalam rangka mendukung pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah.

B. PELAKSANAAN PENYALURAN KUT DI KABUPATEN DEMAK
1. Lembaga Pelaksana Penyalur dar Pemberi KUT di Kabupaten Demak
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bank pelaksana
penyaluran KUT di Kabupaten Demak Tahun Penyediaan 1998/ 1999 —
1999/ 2000 adalah Bank BRI Cabang Demak, Bank Bukopin Cabang
Semarang, Bank BPD Jawa Tengah Cabang Demak, dan Bank Danamon
Cabang Demak, serta 21 lembaga pelaksana pemberi (Eksekutor) KUT,

yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

_,,» fﬁ@@

@{j@%ﬂs\%&




1. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BRI
a. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999
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No. Nama KUD/ Kop/ Realisasi Angsuran Tunggakan

LSM (Rp) {Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6
[ | KUDI Koperasi
1 | Dworowati 1.371.973.000 945.713.000 424.260.000 30,82
2 | Mintorogo 1.186.545.000 911782000 3397000 029
J | Pringgodani 3.045.806.000 2.575.775.000 470.031.000 15,43
4 | Surcloyo 1.380.258.000 854.314.183 525.843.837 38,10
5 | Ngamarto 390.380.000 254.916.000 155.464.000 39,82
6 | Plongkowati 1,336.897.000 883.575.000 453.322.000 339
7 | Mondoroko 782.653.000 228.441.471 574.211.529 73,37
8 | Widorokandang 2.709.686.000 1.185.480.000 1.544.206.000 56,99
8 | Madukoro 901.988.000 743,235,000 158.753.000 17,60
10 { Prancangkencona 1.109.842.000 404,214,000 705.628.000 63,58
11 | Cokrokembang 1.037.270.000 426.680.000 410.590.000 33,50
12 | Sidodadi 548.006.000 231.244.000 316.762.000 57.80
13 | Manduro 1.532.850.000 233.879.000 1.298.971.000 84,70
14 | Sawojajar 2.330.048.000 310.933.000 2.(18.845.050 86,64
15 | Pandowo 300.409.000 188.471.735 132,027.285 43,30

Jumlah 19.964.612.000 10.378.653.389 9.192.411.701 48,04

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1998/ 1999 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30 September 2003

b. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000

No Nama KUD/ Kop/ Realisasi Angstran Tunggakan
LSM (Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 8
1 Dworowali 1.416.788.500 73.521.000 | 1.343.267.500 94,80
Jumtah 1.416.788.500 73.521.000 | 1.343.267.500 94,80
Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1999/ 2000 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30 Agustus 2003
2. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BPD
KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000
No Nama KUD/ Kop/ Roalisasi Angsuran Tungaakan .
LSM {Rp} ikl
1 2 3
1 Ngamarto 364.262.685
2 Prinogodant 1.743.749.220
3 Masjid Agung 374.400.835
4 Bintoro Madani 735,184.250
Jumlah 3.217.596.930 1

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1999/ 2000 Kantor Kope




3. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BUKOPIN

a. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1988/ 1999
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No Nama KUD/ Kop/ Realisasi Angsuran Tunggakan
LSM (Rp) (Rp} (Rp) %

1 2 3 4 5 8

i KUD! Koperasi

1 Dworowati 5.484.181,526 918.692.000 4.655.480.526 84,89
2 Mintorogo 933.500.666 730.790.000 202.710.666 21,72
3 Plongkowati 1.413.213.333 445.713.000 967.500.333 68,46
4 | Widorokandang 2.584.737.265 984.596.000 1.509.941.265 61,89
5 Madukoro 2.121.494.988 1.762.337.008 359.158.000 16,93
6 Prancangkencono 2.861.069.454 2.271.000.000 | 590.068.474 20,62
7 Sidodadi 449,283.043 35.600.000 413.683.043 92,08
8 Manduro 3.381.748.878 412.281.000 2.969.497.879 87,81
9 Sawojajar 829.914.143 119.030.000 710.884.143 85,66
10 | Pandowo 1.972.579.838 1.610.097.925 362.481.913 18,38
11 | Bintoro Madani 7.695.736.146 6.303.053.310 4.541.736.173 59,01
12 | KSU Karya Sejahtera 8.451.152.346 4.440.800.840 4010251506 | 4754
13 | Perisai Difi 194.795.334 173.865.000 20.930.334 10,74
14 | Puma Karya Mandiri £689.685.751 109.000.000 580.685.751 84,2
15 | Masjid Agung 184.842.881 101.820.000 83.022.881 4491
Il LPPM 8.198.670.846 535.000.000 7.663.670.846 9347

Jumiah 47.446.506.439 19.224.648.158 25.721.462.227 54,21

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1998/ 1999 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30

September 2003

b. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000

No Nama KUD/ Kop Realisasi Angsuran Tunggakan
LSM (Rp) {Rp) {Rp) %
1 2 3 4 5 6
1. | Widorokandang 3.845.895.306 0 3.845.895.306 100
2 | Pandowo 37.799.880 26.000.000 11.799.880 2
3_| Sawojajar 1.587.569.950 0 1.587.560.950 100
4 | Cokrokembang 499.305.390 |  173.910.000 325.395.390 65,2
5 | Madukero 696.891.000 0 696.851.000 100
6 | Manduro 817.488.950 0 917.488.950 100
7 _{ Purna Karya Mandiri 1.225.269.084 0 1.225.269.084 100
Jumlah 8.810.219.560 199.910.000 8.610.309.560 97,73

Sumber : laporan Keragaan KUT TP. 1988/1999 Kantor Koperasi Kabupaten Demall‘i per 31 September 2003

KUT Tahun Penyediaan (TP} 1998/ 1999

4. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK DANAMON
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| No Nama KUD/ Kop/ Realisasi |  Angsuran __ |  Tunggakan
LSM {Rp) _(Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1. Pringgodani 127.487.250 1.274.872.250 0 -
Jumiah 127.487.250 1.274.872.250 0

Sumber : Laporan Keragaan TP. 1998/1999 Kantor Koperasi Kabupaten Demak per 30 Septeber 2003

Dari data tersebut di atas, ternyata tunggakan KUT yang
disalurkan oleh bank pemerintah yakni BRI dengan bank swasta
Bukopin untuk 1 Tahun Penyediaan (TP) atau 2 Musim Tanam(MT)
hampir sama besarnya dalam prosentase akan tefapi dalam nilai
nominalnya sangat jauh. Tunggakan di BRI untuk Tahun Penyediaan
1998/ 1999 sebesar Rp.9.192.411.701,00 (46,04%) dan tunggakan di
Bukopin sebesar Rp.25.721.462227,00 (53,35%) dan untuk Bank
Danamon tidak ada tunggakan sama sekali. Untuk Tahun Penyediaan
1999/ 2000 tunggakan di BRI sebesar Rp.1.343.267.500,00 (94,80%)
dan Bukopin sebesar Rp.8.610.309.560,00 (97,73%).

Dengan demikian, realisasi Kredit Usaha Tani di Kabupaten
Demak Tabun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.72.004.471.155,-;
angsuran Rp.30.222.249 322 - Tunggakan Rp.41.782.221.883,- (58%).

Realisasi Kredit Usaha Tani TP. 1999/ 2000 sebesar
Rp.13.444.605.060,-; angsuran  Rp.1.774.507.715,-.  Tunggakan
Rp.11.670.097.345.- (86,8 %). Jadi, seluruh tunggakan KUT di
Kabupaten Demak ada Rp.53.452.319.228,00 (62,55%).

Program Kredit Usaha Tani (KUT) dilaksanakan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap perencanaan dan permohonan,

tahap penyaluran dan tahap pengembalian.
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2. Tahap Perencanaan dan Permohonan KUT
a. Permohonan KUT melebihi kebutuhan nyata

Sebelum pengajuan KUT, petani/ kelompok tani yang
membutuhkan KUT' melaksanakan musyawarah untuk menyusun
Rencana Definitif Kelompoktani ( RDK) yakni rencana kerja usaha |
tani dari kelompoktani untuk svatu periode tertentu yang berisi
perincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan
usaha tani sehamparan wilayah kelompoktani, seperti: sasaran, areal
tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian
tugas dan lain-lain,

Setelah menyusun RDK, maka petani/ kelompok tani
menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK)
yang berisi rencana kebutuhan kelompoktani untuk suatu periode
tertentu yang meliputu kebutuhan: benih, pupuk, pestisida, alat dan
mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan
RDK yang merupakan kebutuhan petani dan merupakan pesanan
kelompoktani kepada koperasi atau lembaga lain.

Koperasi/ LSM bersama dengan PPL, Ketua kelompok tani
dan Satuan Penggerak Bimas Desa melakukan pengendalian dan

pengawasan KUT sesuai kebutuhan nyata.
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Musyawarah penyusunan RDKK dapat dilakukan 2 (dua)
bulan sebelum musim tanam dan sudah diserahkan kepada koperasi/
LSM sclambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal musim tanam.

Petani di kabupaten Demak yang mayoritas orang desa
banyak yang tidak bisa baca fulis, dengan manajemen Bimas,
pembangunan pertanian sebanyak mungkin menggerakkan
partisipasi petani secara massal yang berorientasi pada koordinasi
yang dimulai dengan menyelenggarakan perencanaan, maka dengan
pendampingan dan bimbingan Satuan Penggerak Bimas Desa,
petani/ kelompok tani dapat menyusun RDK/ RDKK dengan benar.

Dengan kondisi masyarakat seperti di atas, berdasarkan
penelitian lapangan penyusunan RDK/ RDKK scbagian besar
dilakukan oleh PPL, dan RDKK tidak diajukan berdasarkan
kebutuhan nyata, karena menurut PPL jika permohonan KUT
didasarkan pada kebutuhan nyata, maka plafon KUT yang disediakan
oleh pemerintah masih banyak tersisa. Sehingga, RDKK
digelembungkan (murk-up) agar plafon KUT habis terpakai.

RDKK vang sudah di murk-up tersebut selanjutnya
dijadikan untuk mengajukan permohonan KUT.
b. Satu petani masuk dalam lebih dari satu kelompok tani
Persyaratan untuk membentuk kelompoktani dalam
petunjuk bersama disebutkan minimal ada : ketua, sekretaris dan

bendahara. Dengan begitu petani bebas membuat kelompoktani yang




131

penting memenuhi Syarat minimal tiga orang, karena ada syarat lain
bahwa untuk mendapatkan KUT petani harus masuk kelompok tani.

Sebagai sampel kasus ini ditemukan di KUD
Widorokandang kecamatan Mijen kabupaten Demak. Di kecamatan
tersebut ditemukan satu desa memiliki dua puluh tujuh
kelompoktani. Dalam aturan maksimum lahan yang dibiayai KUT
hanya 2 Ha, para petani yang memiliki lahan kurang dari setengah
hektar atau yang sering disebut petani gurem dalam permohonan
kreditnya bergabung dengan petani lain.

| Pengendalian KUT paling awal dimulai (sebagai garda
depan) adalah penyuluh pertanian lapangan yang memiliki
wewenang menilai dan meneliti benar tidaknya RDKK, jika dinilai
sudah benar, maka setiap lembar RDKK ditanda tangani oleh ketua
kelompoktani serta PPL. Jadi, jika RDKK diisi dengan tidak benar
maka penyimpangan KUT dapat dihindarkan sejak dini.

Sebagai contoh kasus yang lain ditemukan petani Farindzi :
bin Markam, dia menjadi bendahara di kelompok tani Bﬁlungrejo
dan kelompoktani Rahayu, juga menerima kredit sebagai anggota
kelompoktani desa Samb;'roto kecamatan Gajah. Padahal Farindzi
tidak pernah melakukan tanda tangan dalam RDKK, tapi mendapat
kredit dari desa Sambiroto dengan ketua kelompok bemama
Dimyziti, yang berarti bahwa Farindzi bisa mendapatkan beberapa

kredit.
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c. Pembuatan RDKK fiktif.

Pembuatan RDKXK yang telah di mark-up seperti tersebut
di atas baik mengenai jumlah kelompok tani maupun jumlah kredit
yang dibutuhkan maka berakibat menimbulkan efek domino, yakni
menjadikan data yang menyesatkan apabila digunakan untuk
menetapkan kebijakan lebih lanjut, karena menyangkut kebijakan
tentang rencana luas lahan yang dibiayai KUT, pupuk vang
dibutuhkan serta obat-obatan, biaya garap. Karena sejak awal
perencanaan didasarkan pada data yang tidak benar, maka timbullah
apa yang disebut Rencana Definitif Kelompok tani Fiktif,

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan RDKK fiktif ini
digunakan untuk pembuatan Rekapitulasi RDKK yang disediakan
oleh Koperasi/ LSM yang selanjutnya diajukan kepada Kepala
Kantor Departemen/ Dinas Koperasi PK dan M guna mendapat
persetyjuan atau penolakan. Jika Rekapitulasi disetujui, maka ini
diajukan untuk memohon kredit ke bank penyalur KUT setelah
diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat.

Pembuatan RDKK fiktif menurut PPL atas instruksi dari |

Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

3. Tahap Pencairan dan Penyaluran KUT

Permohonan KUT oleh petani/ kelompok tani melalui

koperasi atau LSM, setelah cair harus segera diberikan kepada petani/
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kelompok tani dalam jumlah utub. Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Kredit cair, akan tetapi tidak sampai ke tangan petani.
Dari hasil penelitian kasus tersebut di atas ditemukan pada
kelompoktani Handayani dengan ketwa kelompok Afifudin yang
telah menerima kredit dari KSU Perisai Mandiri scbesar
Rp.10.772.000,- yang dipakai sendiri oleh Afifudin dan sampai
sekarang belum dikembalikan.

b. Kredit sampai ke tangan petani, tetapi tidak utuh.
Dari hasil penelitian, sebagai sampel ditemukan di desa Kedondong
dan desa Mlekang kecamatan Gajah dengan eksekutor KSU Bintoro
Madani kecamatan Demak Kota. Dalam kasus ini petani menerima
kredit tidak utuh. Menurut penguras koperasi KSU Bintoro Madani
hal ini dilakukan karena koperasi dibebani menanggung biaya setiap
ada pertemuan masalah KUT yang diadakan Pemda setempat,
sehingga biaya yang dibcbankan pada koperasi diambilkan dari
kredit yang seharusnya diterima oleh petani dengan alasan koperasi

scbagai pelaku usaha tidak mau rugi.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KUT DI KABUPATEN DEMAK
TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

Kredit Usaha Tani yang telah diterima petani/ kelompok tani harus

dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi

didalam praktek tidak semua petani/kelompoktani, koperasi di Kabupaten
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Demak memenuhi isi perjanjian dan ini terjadi pada tahap pengembalian
KUT. Kabupaten Demak, hal tersebut dipengaruhi oleh:
1. Faktor alam
Usaha pertanian sangat tergantung pada kondisi alam, alam yang
kondusif ikut menentukan tingkat keberhasilan di bidang pertanian
demikian pula sebaliknya. Adapun gangguan faktor alam tersebut
adalah:
a. Petani mengalami gagal panen atau puso, sehingga petani sama sekali
tidak dapat mengangsur.

Petani tidak mengangsur atas KUT yang telah diterima, hal ini
bisa discbabkan karena gagal panen atau puso sebagai akibat dari
kekeringan, banjir atau serangan hama.

Semua tanaman membutuhkan air yang cukup, fidak
terpenuhinya air secara cukup menghasilkan produk yang tidak
berkualitas. Di Kabupaten Demak kekeringan merupakan rutinitas
tahunan dan sudah menimbulkan masalah yang serius. Tingkat
kekeringan di negeri ini sudah semakin parah. Sehingga air dimusim
kemarau memiliki nilai ekonomis tinggi, maka dengan dibangunnya
waduk Gedung Ombo, yang dimaksadkan untuk memenuhi
kebutuhan air kabupaten Boyolali, Purwodadi, Kudus, Pati, Juana
dan Demak belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan air

dimusim kemarau, maka tak khayal lagi hanya gara-gara berebut air
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antara para petani bisa saling bacok-membacok, meskipun sudah
dibuat jadwal secara bergiliran.”

Gagal panen dapat juga disebabkan karena banjir, wilayah
Pantura diakui oleh Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo
merupakan lumbung padi dan bemper bagi produksi pangan
nasional. Pembangunan pertanian tidak boleh terputus, schingga
penanganan banjir harus dilakukan secara serius agar pasokan dan
distribusi beras tidak terganggu.

Banjir dan tanah longsor merupakan berita rutin setiap musim
hujan tiba dan semakin bertambah parah. Di daerah Demak, karena
permulaan tanam padi tidak seragam maka banyak padi yang siap
panen terendam banjir maupun yang belum saatnya untuk panen
sudah kebanjiran. Banyak sarana jalan yang rusak akibat banjir
mengakibatkan transportasi putus dan terisolimya dacrah yang
terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup
sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya aliran irigasi dan erosi
yang berlangsung terus menerus selanjutnya menjadikan sedimentasi
waduk yang berlangsung secara cepat dan mempercepat pula
mengurangi fungsi waduk sebagai penampung air, pembangkit
tenaga listrik.

Gagal panen dapat juga discbabkan oleh serangan hama. KUT

dibawah binaan Bimas menerapkan panca usaha tani yang terdiri:

2 Observasi pada Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak. No. 3/Pids.PN.
Demak/2002, tentang penganiayaan karena berebut air untuk pengairan sawah.
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1) Penggunaan bibit unggul.

2) Ketepatan penggunaan pupuk.

3) Penggunaan obat pemberantas hama
4) Cara becocok tanam yang baik.

5} Perbaikan sistem pengairan

Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal baik jumlah
maupun mutu  dimulai dan pemilihan bibit unggul. Untuk
mendapatkan bibit unggul banyak tersedia di toko-toko pertanian
maupun dinas pertanian yang pada umumnya dikenal kualitasnya
baik.

Sebagai qsaha preventif agar tanaman tidak diserang hama,
maka haruslah dipilih bibit tanaman varietas yang tahan terhadap
hama, dan kalaupun sampai terserang hama, maka dipilih pembasmi
yang memiliki resiko terkecil baik terhadap kesehatan manusia
maupun terhadap lingkungan.

Kita perlu instropeksi diri, buat apa memproduksi barang akan
tetapi tidak mempunyai nilai jual sebagai akibat dari pemakaian obat
pembasmi hama yang tidak tepat atau berlebihan. Selama ini para
petani Kabupaten Demak menggunakan obat pembasmi hama hanya
berdasarkan pengalaman sebelumnya, padahal belum tentn
penggunaan obat pembasmi hama yang sama akan mendapatkan
hasil yang sama pula. Kadang yang terjadi malah sebaliknya. Hama

kebal terhadap obat tersebut dan akhirnya petani dengan rekayasanya
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sendiri bereksperimen dengan berbagai macam obat agar hama
tanaman hilang. Akibatnya hasil panen mengandung residu yang
tidak bisa ditolerir unfuk kesehatan manusia.
b. Menurunnya Kesuburan tanah
Menurunnya produktivitas terkait dengan menurunnya kesuburan
tanah akibat dari eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan
monoton.” Penanaman padi harus dikelola secara benar dan disertai
pemakaian pupuk organik. Eksploitasi lapisan atas tanah secara
intensif dan monoton ini juga terjadi di Kabupaten Demak. Dari hasil
penelitian di Desa Mangunjiwan Kecamatan Kota ditemukan petani
_mempercayai bahwa tanah sawah di Kabupaten Demak cocoknya
hanya untuk tanaman padi dimusim hujan. Sehingga, tanah sawah
tersebut dari tahun ke tahun hanya ditanami padi dan diselingi palawija
seperti kacang hijau, jagung, atau kacang tanah dimusim kemarau.’
Hasil panen tidak maksimal baik jumlah maupun mutu karena
ménurumlya kesuburan tanah, sehingga petani mengangsur hanya

sebagian dari KUT yang telah diterimanya.

2. Faktor Produk
Produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif
senantiasa dicari oleh konsumen, akan tetapi persyaratan tersebut

terkadang tidak dapat dipenuhi oleh petani, karena:

3 Irsal Las, Direktur IIRR, “Fatmawati Mengubah Nasib Petani”, Kompas, Senin 1 Maret
2004, hal. C
4 Sukarli, Wawancara pribadi, Seorang petani di Kabupaten Demak, 3 Januari 2004
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a. Hasil beras dari produksi padi di Kabupaten Demak kurang
menarik/agak gelap.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beras yang diproduksi
di Kabupaten Demak berwama agak gelap dibandingkan dengan
produksi beras dari daerah sekitarnya yang lebih cerah dan enak
rasanya, sehingga dari segi penampilan dan rasa kurang menarik. Hal
ini berimbas pada harga beras produksi Kabupaten Demak yang
memiliki selisih antara Rp 150,00 sampai dengan Rp 200,00
Dari penjualan beras dalam jumlah yang sama hasil yang diperoleh |
lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, meskipun Kabupaten
Demak sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah. Warna
beras yang agak gelap lebih disebabkan oleh faktor geografis tanah di
Kabupaten Deniak yang memang memiliki spesifikasi seperti itu, air
tanahnya juga berwama keabu-abuan dan rasanya payau, sehingga
~ untuk keperluan air minum dan masak, masyarakat menggunakan air
dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bukan air suntur,
b. Banjirnya beras dan pangan impor
Impor beras dan pangan baik legal maupun ilegal telah menjadi
pukulan berat bagi petani Indonesia. Indonesia yang merupakan negara
agraris karena sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dari
sektor pertanian, serta beras merupakan makanan pokok mereka. Akan

tetapi unfuk memenuhi kebutuhan beras bagi negara yang berpenduduk
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200 juta lebih ini, masih melakukan impor dari negara Thailand,
Vietnam, India dan lain-lain.

Menurut Departemen Pertanian Amerikﬁ Serikat (USDA) pada
tahun 2003 ini, Indonesia mengimpor beras hingga 3,5 juta ton dan
diperkirakan jumlah ini meningkat terus dari tahun ke tahun seiring
dengan bertambah Iajunya jumlah penduduk.? |

Data yang dikemukakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) produksi beras Indonesia pada tahun 2002 kurang lebih 30 juta
ton, sedangkan kebutuhan nasional hanya 29 Jjuta ton. Dengan impor
beras sebesar 3,5 juta ton tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak,
karena telah menyerbu daerah-daerah sentra produksi padi, sehingga
mendesak produksi lokal.® Dan menjadikan beras lokal jatuh.

Leb.ih berat lagi jika uang yang digunakan berasal dari kredit, maka ini
pula yang mempengaruhi kemampuan petani daiam pengembalian
3. Faktor Saprodi (sarana produksi)

Faktor saprodi seperti bibit, obat pembasmi hama, serta pupuk
dalam proses produksi ikut menentukan keberhasilan pertanian, akan
tetapi yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk

Kelangkaan pupuk menjadi agenda rutin tahunan bagi Indonesia,
termasuk di dalamnya di Kabupaten Demak. Settap kali tiba saatnya

petani melakukan pemupukan, pada saat bersamaarn pupuk hilang dari

* Andreas Mariyoto, “Situasi Riil Ketahanan Pangan Merisaukan 7. Kompas 23
Desember 2002, hal, 14. )

* Yamin Indas, “Beras, Ekonomi Rakyat Yang Kerap Dipinggirkar”, Kompas,
11 September 2003, hal. 30.
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pasaran, kalaupun ada, dipatok dengan harga tinggi bahkan melebihi
harga eceran tertinggi (H£7) yang ditetapkan oleh pemerintah. HET
pemerintah adalah Rp 1.350,-’kg dengan subsidi Rp 300,- serta
menunjuk distributor yang terdaftar (resmi).

Subsidi pupuk disediakan dana cukup besar, untulg tahun 2005
disediakan 1,3 triliun dan meningkat menjadi 1,5 triliun pada tahun
2006. Kebutuhan pupuk nasional sebesar 4,5 juta ton, produk pupuk
nasional kurang lebih 7 juta ton.” Karenanya menjadi sangat ironi bagi
Indonesia sebagai negara produsen serta eksportir pupuk, akan tetapi di
dzﬁ@ negeri terjadi kelangkaan pupuk.

Pemupukan yang seharusnya dilakukan tetapi terpaksa tidak dilakukan
atau terlambat dilakukan, menyebabkan menurunnya produksi
pertanian dan berdampak pada penurunan kemampuan dalam
membayar kredit.

4. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya sumber daya manusia di sektor pertanian, baik
petani/kelompok tani, pengurus koperasi, maupun para petugas pertanian
akibat dari lemahnya pengetahuan mereka, baik yang berkaitan dengan *
teknologi maupun pemasaran produk, seperti:

a. Penggunaan pupuk yang kurang tepat.
| Pupuk yang direkomendasikan dalam program KUT semuanya

pupuk anorganik, yaitu urea, SP36, KCL, ZA, ZPT dan PPC,

4 Kompas Rabu, 12 Mei 2004, hal. 15
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sesungguhnya | dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah.
Sementara di negara-negara maju sedang populer untuk kembali ke
alam (back to nature), yaitu dengan menggunakan pupuk organik
seperti negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-
negara tersebut telah melakukan penelitian dan menyajikan data
kualitatif terhadap sifat dan motivasi pangan organik.
b. ‘Ku:rangnya akses pasar untuk memperbesar pangsa pasar produk
pertanian

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha adalah
pemasaran produk, apalagi untuk jenis produk pertanian yang tidak
bisa tahan lama. Salah satu kelemahan petani di Jawa Tengah
menurut ketua HKTI Jateng Gatot Aji Sutopo adalah banyak petani
yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengolah hasil
pertanian, akibatnya produk pertanian mereka tidak tahan disimpan.
Keadaan ini memaksa petani cepat-cepat menjual hasii pertaniannya
dengan harga murah.

Produk beras di Kabupaten Demak mengalami surplus, akan
tetapi pada saat panen raya yakni antara bulan Maret, April, Mei,
Agustus dan September harga selalu jatuh. Ini disebabkan karena
kebiasaan petani Demak tidak mau repot dengan gabah hasil panen.
Sehingga gabah dijual di sawah pada tengkulak (ijon) yang
mendatangi sawah petani. Para petani enggan membawa pulang

padinya karena upah tenaga petik, angkut dan jemur tidak sebanding
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dengan nilai tambah jika padi dibawa pulang. Selain itu para petani
kesulitan tempat untuk menyimpan.
5. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masih memegang budaya
paternalis, keteladanan dari para pemimpin akan diikuti oleh masyarakat
yang berada pada level di bawahnya.

Dengan kemajuan teknologi informasi baik melalui media cetak
maupun elektronik telah menjangkau sampai ke pelosok desa, sehingga
petani di desa pun bisa mengetahui dari informasi yang diperoleh
mengenai tingkah laku serta sepak terjang para elit ekonomi.

Para petani di Kabupaten Demak banyak yang mengetahui
bagaimana para konglomerat penerima BLBI yang jumlah utangnya
ratusan trilliun yakni kurang lebih 699,9 trilliun, dalam pengembalian
utangnya kepada negara, hanya dijamin dengan aset yang telah
digelembungkan (murk up) oleh para debiturnya sehingga sewaktu
BPPN yang menangani piutang negara ini habis masa kerjanya 27
Februari 2004, aset jaminan debitur menyusut menjadi 449,03 trilliun
dan BPPN hanya berhasil mengembalikan kepada negara sebesar 1724
trilliun sisanya sulit untuk ditagih.®

6. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 1988 tentang
Perbankan dan Asas-Asas Perkreditan yang Schat dan Ketentuan Kehati-

Hatjan Bank.

® Faisal Basri, “BPPN Bubar, Krisis Berakhir ?”, Kompas, Senin 1 Maret
2004, hal. 1.
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a. Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan kehati-hatian
bidang Perbankan (Banking Prudential Regulation) didasarkan pada
penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari campur tangan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Asas-asas tersebut
pada dasarnya merupakan batasan-batasan tertentu kepada bank
(lalam menjalankan kegiatan penerimaan maupun pen}alurannya.
Ketentuan tersebut meliputi : permodalan (Capital Adiquacy), Batas
Maksimum_ Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap
dana yang diterima oleh bank (loan fo deposit ratio/LDR), Posisi
Devisa Neto (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas
setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, traksaksi
derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) dan kolektibilitas produktif.®
Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak ternyata jauh
dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan tentang kehati-
hatian dari bank. Asas-asas tersebut di atas menuntut penilaian yang
jujur, obyektif dan lepas dari campur tangan pihak lain.

b. Tidak adanya jaminan tambahan yang memadai. Jaminan kredit
sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Undang Undang No. 10 tahun
1998 adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Keyakinan

® Sutan Remy Sjahdeini, Orasi llmiah Dies Natalis UNAIR Surabava dengan
tema “Sudah Memadaikah Perlindungan vang Dibertkan oleh Hukum kepada Nasabah
Penyimpan Dana”, tahun 1994, hal. 17,
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diperoleh berdasarkan penilaian yang seksama atas watak,
'kemampu_an modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
Oleh karena agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit,
maka jika uns;_lr-unsur yang lain telah diperoleh keyakinan, agunan
dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai
dengan kredit itu.
Dalam KUT jaminan tambahannya berupa hasil pertanian yang
dibiayai dengan biaya KUT. Hal ini mengandung resiko jika petani/
kelompok tani tidak dapat mengembalikan kreditnya tidak ada
agunan debi'tur yang dapat dilelang.

c. Perlunya penilajan terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition
of economy).

Untuk memberikan kredit, bank harus menganalisis keadaan
pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu dan masa yang akan
datang, sehingga maéa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha
calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain dari hal-hal
tersebut di atas bank harus puia mengetahui tyjuan penggunaan
kredit, serta rencana pengembangan kreditnya, uréensi kredit yang
diminta.

Jenis usaha atau komoditas yang bisa dibiayai KUT adalah
intensifikasi padi, polowijo, dan holtikultura, tahun penyediaan 1998
— 2000. Para debitur KUT di Kabupaten Demak, pada umumnya

digunakan untuk menanam padi, hal ini ada kaitannya dengan politik
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pemerintah untuk berswasembada beras_, seperti yang pernah dicapai
pada tahun 1984, sehingga Indonesia mendapat penghargaan dari
FAQ (Food and Agriculture Organizations) atas prestasinya dalam
rmembangun ketahanan pangan nasionalnya.

Komoditas padi sampai saat ini masih terbuka pangsa pasar

yang luas. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk dibarengi dengan menyusutnya lahan pertanian, akibat .

konversi lahan ke non-pertanian yang mencapai 110.000 hektar/

pertahun.’” Sayangnya, produk petani ini tidak bersaing dengan beras

impor baik legal maupun illegal yang membanjiri Indonesia sampai
ke sentra-sentra produksi seperti Demak, sehingga produk lokal
menjadi jatuh.
7. Faktor Politik
Keputusan politik daerah untuk melaksanakan KUT ikut mewamai
tingkat keberhasilan dan kegagalan KUT, meskipun program I:ZUT sampai
ke tingkat teknis telah diatur secara rinci, akan tetapi dalam praktek sering
terjadi penyimpangan dari aturan itu.
a. Beban muatan politik tertentu.
Penyusunah RDKK vyang tidak didasarkan kebutuhan nyata,
menurut Djumadi ~ seorang petugas PPL Kecamatan Gajah — adalah

sesuai dengan instruksi Bupati Demak untuk menghabiskan dana KUT

" Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam loka karya “Membangun Kemitraan dalam
Perberasait Nasional” Jakarta Selasa 23 Maret 2004.
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yang sudah turun dari pusat (Bank Indonesia)®. Karena kalau hanya
didasarkan pada kebutuhan nyata petani, maka dana kredit itu akan
tersisa banyak, oleh karena itu sebaiknya dihabiskan saja, sehingga
menjadikan KUT salah sasaran,

b. Lembaga penyalur KUT (Eksekutor) belum siap secara kelembagaan,

Ketidak-efektifan penyaluran dana KUT karena koperasi simpan
pinjam dan LSM sebagai pelaksana pemberi KUT belum siap secara
kelembagaan,’ baik kantor, badan organisasi maupun petugas lapangan
dan masih diperparah lagi dengan ketidak-siapan petani dalam ;
mengembangkan usahanya.

Ketidak-siapan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa
penipuan terselubung yang dilakukan petani/kelompok tani dan pihak
lain untuk mend_apatkan dana yang lebih besar dari program dana
bergulir te}'sebut di atas.

¢. Informasi Rencana Restrukturisasi KUT
Keluammya Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.
KEP.07A/M.EKON/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Kebijakan
Restrukturisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperasi, telah menimbulkan
isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT akan
diputibkan/dihapus-bukukan (write off).
Ditambah informasi terbaru melalui mas media atau media

elektronik bahwa DPR dan Pemerintah sepakat menghapus tunggakan

§ Wawancara dengan PPL Kecamatan Gajah, pada tanggal 12 Pebruari 2004,
? Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal. 6. .
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KUT (debt swap). Informasi ini menjadikan penunggak KUT enggan
mehmasi kreditnya.'®
8. Penyalahgunaan Dana KUT
Dana KUT yang dapat diperoleh oleh petani/kelompok tani dengan
persyaratan yang mudah dan bunga murah telah mendorong pihak yang
mestinya bertanggung jawab, tetapi justru menyelewengkan dari tujuan.
a. Angsuran yang telah disetor melalui kelompok tani tidak disetor kepada
eksekutor.
Sebagai sampel penelitian kasus tersebut dapat ditemukan di
KUD Pringgondani Kecamatan Gajah, Demak. Untuk tahun penyediaan
1998/1999 ada satu kelompok tani yang masih menggunakan dana KUT
setoran dari anggota kelompok tani sebesar Rp 9.285.000,- (sembilan
juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk tahun penyediaan
1999/2000 ada dua kelompok tani yang masih menggunakan setoran
KUT sebesar Rp 79.644.250,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus
empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada KUD yang
sama. |
b. Eksekutor tidak menyetor angsuran KUT ke Bank Pelaksana
Penyaluran.
Sebagai sampel penelitian dari kasus tersebut di atas dapat
| ditemukan pada ;_KSU Bintoro Madani Dernak.. Dana KUT yang belum

disetor ke bank pelaksana sebesar Rp 250.204.382,- (duva ratus lima

19 1 jputan 6 SCTV, Sabtu 22 Mei 2004 dan Berita Kompas 21 Mgi 2002.
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pulub juta dua ratus empat ribu tiga ratus délapan puluh dua rupiah),
karena dana tersebut masih akan diputar untuk mendapatkan keuntungan
oleh pengurus koperasi tersebut, dengan alasan bank pelaksana KUT
lTlaSilh belum jelas kapan dana KLBI itu akan disetorkan ke Bank
Indonesia atau Pemerintah Pusat. Akhirnya dana setoran tersebut
digunakan untuk penguatan modal koperasi/diputar.

Kasus semacam ini juga terjadi pada KUD Suroloyo Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak. Para petani yang mengambil KUT
untuk TP 1998/1999 sudah diangsur hampir lunas, akan tetapi oleh
pengurus KUD Suroloyo yang diketuai oleh Maryanto, tidak
menyetorkan ke Bank Pelaksana, akan tetapi digulirkan lagi kepada
petani, Sesual dengan perhitungan, jatuh tempo kredit tersebut 29
Pebruari 2000 sebesar Rp 525.943.837.- (lima ratus dua puluh lima juta
rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh

tujuh rupiah).

UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK
MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KUT DI KABUPATEN DEMAK

Penyaluran kredit oleh bank atau pebiayaan berdasarkan prinsip

syari’ah mengandung resiko, sehingga bank menganut asas “mengambil

resiko sekecil mungkin”. Resiko dimaksud adalah kemungkinan kredit yang

disalurkan kepada debitur tidak dapat dibayar kembal. Untuk menekan

resiko dalam pemberian kredit bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-

hatian (Prudential Banking) dan prinsip perkreditan yang sehat. Jika ternyata
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kredit yang disalurkan mengalami masalah (problem loan) maka bank dapat
menempuh beberapa cara :
1. Pendekatan Persuasif (Negosiasi)

Pendekatan persuasif dalam rangka penyelamatan kredit oleh
bank, agar supaya kredit yang semula tergolong diragukan atau macet,
menjadi lancar kembali dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali)
yakni perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran
dan atau jangka waktunya, reconditioning (persyaratan kembali), yakni
perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya,
sepanjang tidak merubah maksimum saldo kredit atau restructuring
(penataan kemﬁali) yakni perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut
penambahan dana bank dan/ atau konversi sebagian atau seluruh kredit
menjadi penyertaan modal dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan
penjadwalan kembali dan/ atau persyara;can kredit,

2. Tindakan Hukum Secara Perdata.
a. Menggugat secara perdata kepada debitur KUT.

Hal ini dilakukan manakala debitur tidak kooperatif untuk
menyelesaikan tunggakan kreditnya. Cara ini jarang dilakukan oleh
bank karena dirasa memakan wakftu lama dan kurang efektif. Dasar
hukum dari gugatan ini adalah pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, ps.1865)
KUHPerdata: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah
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suatu hak oréng lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan adanya hak atan peristiwa tersebut.”!

Proses acara perdata yang memakan waktu lama maka
sekarang diusahakan dipersingkat untuk satu perkara paling lama 6 bulan

sampai dengan minutasi untuk Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan

Tinggi. Sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 jo.SEMA No. 3 Tahun

11998. Jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata melebihi

6 bulan, maka Hakim/ Majelis harus membuat laporan ke Pengadilan

Tinggi disertai dengan alasan-alasan belum selesainya penanganan

perkara tersebut.

b. FEksekusi terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara kreditur

dengan para debitur disertai dengan penyerahan agunan.

Rencana Tim KUT Kabupaten Demak untuk mengeksekusi
kesepakatan bersama kreditur dengan debitur yang telah dilakukan di -
Kecamatan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh manakala
debitur proaktif. Dan ini dapat dilakukan terhadap hutang yang sudah
pasti. Langkah tersebut harus diikuti dengan surat kuasa otentik untuk
memasang hak tanggungan oleh pejabat umum khusus untuk membuat
akte itn. Jika obyek hak tanggungan adalah eks hukum adat yang belum |

terdafiar di kantor pertanahan (belum bersertifikat) maka konversi,

11

Sudikno Me

Liberty, 1982, hal. 34, rtokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta,
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pendaftaran dan pengikatan hak tanggungannya dapat dilakukan secara
bersamaan. 2
Tindakan Secara .Pidana

Tindakan hukum secara pidana dapat juga dilakukan terhadap
pihak-pihak yang menyalahgunakan dapa KUT tidak sesuai dengan
tujuan. Sampai saat ini pihak yang menyalahgunakan dana KUT yang
diajukan ke Pengadilan Negeri Demak baru pengurus koperasi KSU
Bintoro Madan: dengan terdakwa: Drs. Husein Djunaedi, MM (Ketua),
Agus Darmawan, SE. (Manajer) keduanya «dijerat dengan pasal-pasal
korupsi  karena ‘melakukan penyimpangan dana KUT sebesar‘
Rp.273.029.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh
Sembilan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari realisasi KUT BPD
Cabang Demak sebesar Rp.720.180.000,-. Dana yang diselewengkan
tersebut semestinya dibagikan habis kepada petani, akan tetapi
digunakan sendiri oleh koperasi untuk penguatan modal. Sebenarnya
dari hasil peneitian diperoleh data bahwa banyak koperasi yang lain yang
melakukan penyimpangan relatif lebih besar belum diajukan ke
Pengadilan.

Terdakwa yang lain yang sudah diajukan ke Pengadilan adaiah
PPL Kecamatan Gajah Jumadi yang telah menyelewengkan dana KUT
kurang lebih Rp.170.000.000,- vyang merupakan hak petani

diselewengkan untuk melakukan bisnis beras di Pangkalan BUN dan

hal, 116,

12 Mahkamah Agung, “Hak Tanggungan dan Permasalahannya™, Jakarta, 1998,
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Demak, dan Bank Danamon Cabang Demak serta ada 21 lembaga
pelaksana pemberi (Ekseiutor) KUT.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ternyata tunggakan KUT
yang disalurkan oleh bank pemerintah yakni BRI, BPD dengan bank
swasta Bukopin untuk 1 Tahun Penyediaan (TP) atau 2 Musim Tanam
(MT) hampir sama besarnya secara prosentase tetapi nilai nominalnya
jauh. Tunggakan di BRI untuk Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar
Rp.9.192.411.701,00 (46,04%) dan tunggakan di Bukopin sebesar
Rp.25.721.462227,00 (53,35%) dan untuk Bank Danamon tidak ada
tunggakan sama sekali.

Untuk Tahun Penyediaan 1999/ 2000 tunggakan di BRI sebesar
Rp.1.343.267.500,00 (94,80%), bank BPD sebesar Rp.1.716.520.285,00
(53,35%) dan Bukopin sebesar Rp.8.610.309.560,00 (97,73%)

Secara keseluruhan, realisasi KUT di Kabupaten Demak untuk
Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.72.004.471.155,00; angsuran
Rp.30.222.249.322,00; tunggakan Rp.41.782.221.883,00 (58%).

Realisasi KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 sebesar
Rp.13.444.605.060,-;  angsuran  Rp.1.774.507.715,-.  Tunggakan
Rp.11.670.097.345,- (86,8 %) yang berarti ada peningkatan tunggakan
KUT sebesar 28,8 %. Jadi, seluruh tunggakan KUT di Kabupaten Demak
ada Rp.53.452.319.228,00 (62,55%).

Berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi

Departemen Koperasi, PK&M dan Sekretaris Pengendali Bimas
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16/ SKB / BK / X /1959

Departemen Pertanian No, 39/&PIS /SEK/SPB1X /1998 teptang Petunjuk

Teknis Pelaksana KUT poin 4 dan 5 disebutkan bahwa persyaratan

Koperasi atau LSM sebagai pelaksana penyaluran KUT diantaranya

adalah:

a.

Tunggakan atau sisa pinjaman KUT 2 Musim Tanam atau 1 Tahun

Penyediaan sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen)

dari total KUT yang telah disalurkan.

Tidak memiliki tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1997/ 1998.

Di dalam prakteknya banyak koperasi yang memiliki tunggakan

lebih dari 25% akan tetapi pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 tetap

mendapatkan kredit yaitu:

a.

Widorokandang ~ memiliki  tunggakan di BRI  sebesar
Rp.1.544206.000,00 (56,99%) dan di Bukopin sebesar
Rp.1.599.941.265,00 (61,89%). Tapi dalam Tahun Penyediaan 1999/
2000 masih mendapat kredit dari Bukopin  sebesar
Rp.3.845.895.306,00 dan tidak mengangsur sama sekali.

Koperasi Pandawa memiliki tunggakan sebesar Rp.132.027.285,00

(43.30%) di BRI dan pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 masih tetap

mendapat kredit sebesar Rp.37.799.880,00 dengan mengangsur sebesar
Rp.26.000.000;00; tunggakan sebesar Rp.11.799.880,00 (31,20%).

Sawojajar menunggak di BRI sebesar Rp.2.018.845.050,00 (86,64%)
dan di Bukopin sebesar Rp.710.884.143,00 (85,66%) untuk Tahun

Penyediaan 1998/ 1999, akan tetapi di Tahun Penyediaan 1999/ 2000
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tetap dapat kredit dari Bukopin sebesar Rp.1.587.569.950,00 dan
menunggak 100%.

. Cokrokembang pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak di
BRI sebesar Rp.410.590.000,00 (39,50%) dan pada Tahun Penyediaan
1999/ 2000 memiliki tunggakan di  Bukopin  sebesar
Rp.325.395.390,00 (65,20%).

. Manduro memiliki tunggakan di BRI pada Tahun Penyediaan 1998/
1999 sebesar Rp.1.298.971.000,00 (84,70%) dan di Bukopin sebesar
- Rp.2.969.497.879,00 (87,81%). Akan tetapi masih mendapat KUT di
Tahun Penyediaan 1999/ 2000 sebesar Rp.917.488.950,00 dan
menunggak 100%.

Purna Karya Mandiri pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak

sebesar Rp.580.685.751,00 (84,20%) di Bukopin dan masih tetap

mendapatkan kredit sebesar Rp.1.225.269.084,00 dari Bukopin pada.

Tahun Penyediaan 1999/ 2000 dan menunggak 100%.

. Dworowati pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak sebesar
Rp.424.260.000,00 (30,92%) di BRI  dan Rp.4.655‘489.526,00‘:
(84,89%) di Bukopin. Pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 Dworowati
tetap mendapat kredit dan menunggak di BRI sebesar
Rp.1.343.267.500,00 (94,80%).

. Ngamarto Tahun Penyediaan 1998/ 1999 di BRI memiliki tunggakan

sebesar Rp.155.464.000,00 (39,82%). Pada Tahun Penyediaan 1999/
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2000 mendapat kredit dari Bank BPD sebesar Rp.364.262.685,00 dan
menunggak sebesar Rp.179.709.195,00 (49,30%}.

i. Masjid Agung memiliki tunggakan di Bukopin pada Tahun Penyediaan
1998/ 1999 sebesar Rp.83.022.881,00 (44,91%). Pada Tahun
Penyediaan 1999/ 2000 menunggak sebesar Rp.77.500.430,00
(20,70%) di BPD.

j. Bintoro Madani pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak di
Bukopin sebesar Rp.4.541.736.173,00 (59,01%), namun masih tetap
mendapat kredit sebesar Rp.735.184.250,00 dari BPD dan menunggak
sebesar Rp.167.961.960,00 (22,80%).

Bank BRI yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator berkewajiban
membaniu  pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan atas
perkembangan pelaksanaan penyaluran KUT secara maksimal dan
melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara pereodik.

Disamping itu juga Bank Koordinator wajib menyampaikan
laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian
KUT secara nasional kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pertanian/ Ketua Badan
Pengendali Bimas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.

Eksistensi Bank Koordinator selaku pembantu pemerintah untuk

mengawasi dan memantan perkembangan KUT nampaknya tidak
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berfungsi, schingga terjadi penyalahgunaan dana KUT sejak mulai
permohonan sampai dengan pengembalian.

Pengendalian KUT pada semua tingkatan mulai dari tingkat
petani, kelompok tani, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola
supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan,
pencairan dan penyaluran, penggunaan sampai dengan pengembalian.

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian perlu dukungan
pelaksanaan tertib administrasi mulai dari perencanaan, permchonan,
penyaluran, penggunaan, dan pengembalian pada setiap lini terkait, yaitu:
petani, kelompok tani, Koperasi LSM, PPL, Kandepkop dan Bank
Pelaksana.

Penyalahgunaan yang terjadi pada penggunaan dana KUT karena
tidak adanya tertib administrasi dari semua tingkatan, akibatnya kesalahan
tidak dapat dipantau dan dicegah secara dini.

Insentif dan sanksi dalam program KUT sebagaimana yang
diatur dalam poin XIII Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT bahwa petani,
kelompok tani, pengurus koperasi/ LSM dan PPL yang telah berhasil baik
dalam pelaksanaan KUT diberi penghargaan sedangkan yang
menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sanksi
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang kriteria keberhasilan pelaksanaan KUT ditetapkan oleh

. Departemen Pertanian dengan Departemen Koperasi, PK&M sampai
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sekarang belum ada, sehingga sampai saat ini belum ada tolok ukur yang
berhasil dan yang gagal.

Dalam Petunjuk Teknis KUT tersebut di atas ada kejanggalan
mengapa sanksi dan penghargaan hanya sebatas pada petani, kelompok
tani, pengurus koperasi/’ LSM dan PPL ? Bagaimana dengan pejabat
pemerintah baik pusat maupun daerah atau pejabat bank yang telah
melakukan penyalahgunaan KUT tidak ada ancaman sanksi padahal tidak
selamanya kesalahan terletak pada kelompok kecil. Jika ingin menerapkan
asas equality before the law mestinya siapapun tanpa terkecuali yang
melakukan kesalahan harus dijerat dengan hukum, termasuk pejabat-
pejabat yang dahulu berperan dan sekarang masih ada sehingga jangan
sampai terkesan diskriminatif, hukum dan sanksi hanya berlaku untuk
rakyat kecil agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Program Kredit Usaha Tani (KUT) dilaksanakan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap perencanaan dan permohonan,
tahap penyaluran dan tahap pengembalian.

a. Tahap Perencanaan dan Permohonan KUT
1) Permohonan KUT melebihi kebutuhan nyata
Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen,
mendahului fungsi-fungsi yang lainnya. Perencanaan dengan
segala variasinya ditujukan untuk membantu tujuan organisast,
dengan perencanaan dapat meminimalkan resiko atau

ketidakpastian suatu tindakan. Dengan mengasumsikan kondisi
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tertentu dimasa mendatang, dan menganalisis konsekuensi dar
setiap tindakan, ketidakpastian dapat dikurangi dan keberhasilan
mempuyai probabilitas yang lebih besar. Masih rhenjadi
pertanyaan dalam KUT ini adalah apakah juga melakukan
perencanaan secara benar?

Sebelum pengajuan KUT, petani/ kelompok tani yang
membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun
Rencana Definitif Kelompok tani ( RDK) yakni rencana kerja
usaha tani dari kelompok tani untuk suatn periode tertentu yang
berisi perincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam
pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompoktani, seperti:
sasaran, areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal
kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

Setelah menyusun RDK, maka petani/ kelompok tani
menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK)
yang berisi rencana kebutuhan kelompoktani untuk suatu periode
tertentu yang meliputu kebutuhan : benih, pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung
pelaksanaan RDK yang merupakan kebutuhan petani dan
merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga

lain.
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Koperasi/ LSM bersama dengan PPL, Ketua kelompok tani
dan Satuan Penggerak Bimas Desa melakukan pengendalian dan
pengawasan KUT sesuai dengan kebutuhan nyata.

Musyawarah penyusunan RDKK dapat dilakukan 2 (dua)
bulan sebelum musim fanam dan sudah diserahkan kepada
koperasi/ LSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal
musim tanam.

Petani di kabupaten Demak yang mayoritas orang desa
banyak yang tidak bisa baca tulis, dengan manajemen Bimas,
pembangunan pertanian sebanyak mungkin menggerakkan
partisipasi petani secara massal yang berorientasi pada koordinasi
yang dimulai dengan menyelenggarakan perencanaan, maka
dengan pendampingan dan bimbingan Satuan Penggerak Bimas
Desa, petani/ kelompok tani dapat menyusun RDK/ RDKK dengan
benar.

Dengan kondisi masyarakat seperti di atas, berdasarkan
penelitian lapangan penyusunan RDK/ RDKK sebagian besar
dilakukan oleh PPL, dan RDKK tidak diajukan berdasarkan
kebutuhan nyata, karena menurut PPL jika permohonan KUT

didasarkan pada kebutuhan nyata, maka plafon KUT yang

_disediakan oleh pemerintah masih banyak tersisa. Schingga,

RDKK digelembungkan (murk-up) agar plafon KUT habis

terpakai.
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RDKK vyang sudah di murk-up tersebut selanjutnya
dijadikan untuk mengajukan permohonan KUT.

Satu petani masuk dalam lebih dari satu kelompok tani

Persyaratan untuk membentuk kelompok tani dalam
petunjuk bersama disebutkan minimal ada: ketua, Vsekretaris dan -
bendahara. Dengan begitu petani bebas membuat kelompok tani
yang penting memenuhi syarat minimal tiga orang, karena ada
syarat lain bahwa untuk mendapatkan KUT petani harus masuk
kelompok tani.

Sudah menjadi kodrat manusia yang pada dasamya senang
dengan harta maka dengan adanya kesernpatan mendapatkan kredit
dengan syarat ringan dan mudah, petani terdorong membuat
kelompok tani sebanyak mungkin. Sehingga, yang terjadi ada
seorang petani yang menjadi ketua di beberapa kelompok tani atau
sebaliknya yaitu satu petani masuk di beberapa kelompok tani.
Sebagai sampel kasus ini ditemukan di KUD Widorokandang
kecamatan Mijen kabupaten Demak. Di kecamatan (tersebut
ditemukan satu desa memiliki dua puluh tujuh kelompoktani.
Dalam aturan niaksimpm lahan yang dibiayai KUT hanya 2 Ha,
para petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar atau
yang sering disebut petani gurem dalam permohonan kreditnya

bergabung dengan petani lain.
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Pengendalian KUT paling awal dimulai (sebagai garda
depan) adalah penyuluh pertanian lapangan yang memiliki
wewenang menilai dan meneliti benar tidaknya RDKK, jika dinilai
sudah benar, maka setiap lembar RDKK ditanda tangani oleh ketua
kelompoktani serta PPL. Jadi, jika RDKX diisi dengan tidak benar
maka penyimpangan KUT dapat dihindarkan sejak dini.

Sebagai contoh kasus yang lam ditemukan petani Farindzi
bin Markam, dia menjadi bendahara di kelompok tani Balungrejo
dan kelompok tani Rahayu, juga menerima kredit sebagai anggota
kelompoktani desa Sambiroto kecamatan Gajah. Padahal Farindzi
tidak pernah melakukan tanda tangan dalam RDKK, tapi mendapat
kredit dari desa Sambiroto dengan ketua kelompok bernama
Dimyati, yang berarti bahwa Farindzi bisa mendapatkan beberapa
kredit. |

Dobel kredit dimungkinkan juga bagi seorang petani yang
memiliki lahan di beberapa tempat serta berlainan desa. Jika
pembuatan kelompok tani didasarkan pada lahan pertanian
sehamparén, maka bisa membentuk beberapa kelompok tani sesuai
dengan lahan yang dimilikinya. Meskipun ada persyaratan bahwa
petani yang memiliki lahan pertanian di desa lain, meminta surat
keterangan dari desa tersebut bahwa yang bersangkutan belum
masuk dalam kelompok tani, akan tetapi tampaknya persyaratan itu

tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
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3) Pembuatan RDKX fiktif.

Pembuatan RDKK yang telah di mark-up seperti tersebut di
atas baik mengenai jumlah kelompok tani maupun jumlah kredit
yang dibutuhkan maka berakibat menimbulkan efek domino, yakni
menjadikan data yang menyesatkan apabila digunakan unfuk
menetapkan kebijakan lebih lanjut, karena menyangkut kebijakan
tentang rencana luas lahan yang dibiayai KUT, pupuk yang
dibutuhkan serta obat-obatan, biaya garap, karena sejak awal
perencanaan didasarkan pada data yang tidak benar, maka
timbullah apa yang disebut Rencana Definitif Kelompok tani

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan RDKK fiktif ini
digunakan untuk pembuatan Rekapitulast RDKK yang disediakan
oleh Koperasi/ LSM yang selanjutnya diajukan kepada Kepala
Kantor Departemen/ Dinas Koperasi PK dan M guna mendapat
persetujuan atau penolakan. Jika Rekapitulasi disetujui, maka ini
diajukan untuk memohon kredit ke bank penyalur KUT setelah
diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat. -

Pembuatan RDKK fiktif menurut PPL atas instruksi dari
Bupati selaku Ketua Satvan Pelaksana Bimas Kabupaten. Jadi ini
sepengetahuan Bupati, ini sama halnya dengan memasang bom

waktu, karena dari RDKK fiktif ini sudah dapat dipastikan hasil
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panen tidak sebesar hasil panen yang seharusnya sesuai Iuas areal
yang dimintakan kredit.

Pertanyaan selanjutnya adalah digunakan wntuk apa kredit
yang telah dicairkan dari bank ? kredit yang telah dicairkan
sebagian telah disalahgunakan seperti : untuk bisnis kayu dari
Kalimantan oleh salah satu eksekutor yakni LPPM., dalam kasus
ini kapal yang digunakan tenggelam,'® padahal kredit harus
dikembalikan.

Model penyelewengan dana program seperti tersebut di atas
sudah ada scjak jaman orde baru dan kenyataan belum ada
perubahan setelah ada reformasi. Padahal cita-cita reformasi
diantaranya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan yang
korup dan otoriter menjadi tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa,
serta demokratis. Yang terjadi selanjutnya adalah kolaborasi antara
kelompoktani dengan aparat pemerintah menjarah uang negara.

b. Tahap Pencairan dan Penyaluran KUT
Permohonan KUT oleh petani/ kelompok tani melalui koperasi
atau LSM, setelah cair harus segera diberikan kepada petani/ kelompok
tani dalam jumlah utuh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta

scbhagai berikut :

16 Ardi Suryanto, Kasi Intel Kejari Demak, Wawancara pribadi, 15 Februari 2004
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1) Kredit cair, akan tetapi tidak sampai ke tangan petani.

Dari hasil penelitian kasus tersebut di atas ditemukan pada
kelompok tani Handayani dengan ketua kelompok Afifudin yang
telah menerima kredit dari KSU Perisai Mandiri sebesar
Rp.10.772.A000,- yang dipakai sendiri oleh Afifodin dan sampai
sekarang belum dikembalikan.

Dalam kasus m1 petani diperalat oleh ketua kelompoknya
untuk mencairkan kredit yang akhimya dinikmati’sendiri oleh
ketua kelompoknya, padahal sebagai ketua kelompok sesuai
dengan aturan seharusnya menyalurkan KUT yang telah
diteriménya dari eksekutor baik koperasi maupun LSM kepada
petani dalam jumlah utuh dan sesuai RDKK.

Selain menyampaikan dana KUT kepada petani secara
utuh, juga ada kewajiban pengurus kelompoktani melakukan
pengawasan terhadap penggunaan KUT oleh petani, membina
petani dalam meningkatkan kesadaran tentang pengembalian kredit
demi suksesnya program KUT secara berkelanjutan, serta
melakukan penagihan kepada petani secara efektif dengan
mengembangkan  pola tanggungjawab  bersama  dalam
pengembalian KUT dan mengadministrasikan dengan baik berkas-
berkas perencanaan, permohonan, penyaluran, penggunaan dan

pengembalian KUT.
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Sebenarnya peranan pengurus kelompok tani begitu besar
serta telah diatur secara detail, jika para pengurus tidak bertindak
melenceng dari aturan semestinya kasus tersebut di atas tidak akan
terjadi. Petani hanya diperalat untuk kepentingan pengurus dengan
menyalahgunakan kewenangan yang dnmhk untuk kepenﬁngan
sendiri dengan merugikan kepentingan negara. Ini menggambarkan
bahwa penyelewengan keuangan negara pada jaman orde baru
hanya dilakukan oleh segelintir pejabat pemerintah saja, akan tetapi
mental korup tersebut telah merembes sampai pada masyarakat

desa.

2) Kredit sampai ke tangan petani, tetapi tidak utuh.

Dari hasil penelitian, sebagai sampel ditemukan di desa
Kedondong dan desa NHekang kecamatan Gajah dengan eksekutor
KSU Bintoro Madani kecamatan Demak Kota. Dalam kasus ini
petani menerima kredit tidak utuh. Menurut pengurus koperasi
KSU Bintoro Madani hal ini dilakukan karena koperasi dibebani
ménanggung biaya setiap ada perternuan masalah KUT yang
diadakan Pemda setempat, sehingga ‘biaya yang dibebankan pada
koperasi diambilkan dan kredit .yang seharusnya diterima oleh
petani dengan alasan kopefasi sebagai pelaku usaha tidak mau rugi.

Ciri-ciri ekonomis seperti tersebut di atas merupakan ciri
perekonomian orde baru yang lebih dikenal dengan ekonomi rente.

Praktek ekonomi rente masih berlangsung sampai saat ini, Model
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ekonomi ini menjadi lahan subur praktek KKN (Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme), karena untuk menikmati rente tidak diperlukan
keahlian khusus atau keterampilan khusus tetapi cukup apabila
mempunyai kemampuan melakukan lobi atau kedekatan dengan
pengambil keputusan (decicion maker).

Para pelaku ekonomi baik individu maupun kelompok yang
mendapatkan informasi adanya KUT yang dapat diperoleh dengan
mudah dan persyaratan ringan maka mereka segera membuat
strategi bagaimana cara mendapatkan kredit besar yaitu dengan
melobi sana-sini dan bagi-bagi rizki dengan pembuat keputusan
agar keinginan untuk mendapatkan kredit terpenuhi. Kita semua
tahu bahwa ekonomi rente pada akhirnya akan menimbulkan
ekonomi biaya tinggi (high cost economic) dan membuat
ketidakefisienan selanjutnya membawa perekonomian terpuruk,
yang pada gilirannya tujuan KUT yang mulia menjadi kredit macet
yang sulit ditagih.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dahulu paling
lantang dan kritis menyoroti penyelewengan dana pembangunan
pemerintah, dalam program KUT dilibatkan untuk ambil bagian
demi suksesnya program KUT, akan tetapi harapan tersebut segera
sirna setelah LSM dilibatkan sebagai cksekutor KUT. Menteri
yang membidangi koperasi dan UKM dalam kabinet Habibi yakni’

Adi Sasono adalah orang LSM, maka dengan keyakinan penuh
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bahwa LSM yang kritis tersebut akan mengemban amanah, akan
tetapi dalam kenyataan menunjukkan setelah LSM dibeni
kepercayaan justru LSM inilah yang paling besar menyelewengkan
dana KUT di Kabupaten Demak yakni kurang lebih 7 milliar.
Jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. DR. Indriyanto:
Senoaji, SH., yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah
sampai di pembuluh darah, kalau dulu korupsi hanya dilakukan
oleh orang-orang tertentu, maka sekarang sudah sampai di desa-
desa, dan pemberantasan memerlukan waktu yang lama. 1
2. Faktor-Faktor Penyebab KUT di Kabupaten Demak Tidak Dapat
Dikembalikan Sesuai Dengan Perjanjian.

Kredit Usaha Tani yang telah diterima petani/ kelompok tant
harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan
tetapi didalam praktek tidak semua petani’kelompoktani, koperasi di
Kabupaten Demak memenuhi isi perjanjian dan ini terjadi pada tahap
pengembalian KUT. Kabupaten Demak, hal tersebut dipengaruhi oleh:

a. Faktor alam
Usaha pertanian sangat tergantung pada kondisi alam, alam yang
kondusif ikut menentukan tingkat keberbasilan di bidang pertanian
demikian pula sebaliknya. Adapun gangguan faktor alam tersebut
adalah:

' Indriyanto Senoaji, “dgenda Politik Melemahkan Peningkatan Hukum?”,
Kompas, Sabtu 13 Maret 2004.
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). Petani mengalami gagal panen atau puso, sehingga petani sama sekali

tidak dapat mengangsur.

Petani tidak mengangsur atas KUT yang telah diterima, hal
ini bisa disebabkan karena gagal panen atau puso sebagai akibat dari
kekeringan, banjir atau serangan hama.

Bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso, menurut
pasal 9 ayat 4 Keputusan Bersama Mentan/ Ketua Badan Pengendali

Bimas dengan Menteri Koperasi PK dan M No.

1081/ KPTS /BM 530110 /1999 : 3
- loss —— bahwa petani/ kelompok tani hamparan

segera membuat berita acara pada saat terjadi bencana yang
menimpa areal KUT yang disebabkan karena kejadian diluar
jangkauan petani (Force Major) yang ditandatangani oleh ketua

kelompok tani hamparan dan diketahui oleh PPL, Pengurus

Koperasi/ LSM dan Kepala Desa setelah melakukan pemeriksaan-

dengan melampirkan daftar rincian nama petani, luas tanaman,

‘prosentase tingkat kerusakan, prosentase perkiraan hasil produksi,

sisa hasil kredit dan penyebab kerusakan.

Ketentuan tersebut di atas banyak yang tidak diketahui oieh
petani/ kelompok tani yang seharusnya disampaikan oleh PPL
schingga petani/ kelompok tani tetap dibebani kewajiban membayar

sisa tunggakan yang mestinya tidak dilakukan bagi mereka yang
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mengalami gagal panen atau puso. Hal tersebut juga terjadi di daerah
lain seperti kabupaten tetangga Demak yaitu Kabupaten Kudus.*®

Semua tanaman membutubkan air yang cukup, tidak
terpenuhinya air secara cukup menghasilkan produk yang tidak
berkualitas. Sudah kita ketahui bersama Indonesia terjadi banjir saat
musim hujan tiba dan mengalami kekeringan dimusim ketnarau.
Dengan begitu betapa pentingnya air, air adalah kehidupan,
tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya air dan ketersediaan air
secara berkelanjutan harus ada upaya bersama dalam satu pola yakni
satu rencana, satu manajemen untuk satu sungai agar tidak terjadi
krisis air.

Krisis air akibat dari ketersediaan air yang berfluktuasi
besar dalam masa setahun, maka pengelolaan air perlu berfokus pada
usaha mengendalikan riak fluktuasi dimusim hujan dan kemarau.
Tentang krisis air tawar, sudah diingatkan oleh bapak Marjono
Notodiharjo kurang lebih 20 tahun yang lalu pada saat beliau
menjabat direktur air Departemen Pekerjaan Umum, bahwa
Indonesia akan terjadi krisis air tawar pada tahun 2000 seiring
dengan laju pertumbuhan penduduk mendorong kenaikan permintaan
air tawar untuk pertanian, industri, hotel dan perumahan di satu
pihak berhadapan dengan merosotnya kemampuan lingkungan

menyerap dan menahan air hujan di pthak lain.

April 2004.

¥ Darmadji, Perangkat Desa Mangunjiwan Demak, Wawancara pribadi, 15
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Secara umum jurnlah ketersediaan kubik meter air tawar
Indonesia masih besar, dibanding pemakaian sepanjang tahun.
Hanya saja yang menjadi masalah adalah mengapa air tawar yang
melimpah dimusim - hujan menjadi bencana banjir, sedangkan
dimusim kemarau menjadi krisis air yang begitu parah.

Air curahan hujan jatuh ke dalam daerah aliran sungai,
maka pengelolaan kawasan daerah aliran sungai dengan kemiringan
45% dipelihara vegetasi tanaman yang menutup tanah agar akar-
akarnya menutup tanah untuk mencegah erosi.

Pengelolaan hulu sungai dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan dan jenis tanaman disesuaikan dengan
kemampuan tanah menyerap air. Tanaman yang berakar dalam
dibanding dengan tanaman yang berakar pendek seperti asparagus
atau kacang tanah, prinsip pokoknya adalah menahan laju aliran air
selambat mungkin, guna menyerap air semaksimal mungkin.

Meningkatnya alam menyerap air juga bisa dilakukan
dengan memelihara luas hutan, dengan mengembangkan konsep
‘hutan lindung’ untuk melindungi fungsi ekosistem alam. Dalam
kaitan ini perlu dicermati secara kritis setiap usaha mengubah fungsi
hutan lindung untuk produksi ekonomi seperti: tambang. Perubahan
fungsi hutan dalam jangka panjang mengurangi alam menyerap air

hujan ke tanah (cought water area).
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Menjaga eksistensi goa-goa alam dan gunung korts seperti
daerah Gombong Kebumen punya kemampuan mellyefap air hujan
dan meneteskan ke sungai bawah tanah dan dalam goa.
Pengembangan rencana tata ruang dimaksudkan untuk menyesuaikan
pengelolaan ruang sesuai daya dukung lingkungan, karena air sangat
penting bagi kelangsungan hidup ekosistem, kelangsungan hidup
ekosistem menjadi berkelanjutannya tata-air tawar berfungsi secara
alami.

Di Kabupaten Demak kekeringan sudah merupakan
rutinitas tahunan dan sudah menimbulkan masalah yang serius.
Tingkat kekeringan di negeri ini sudah semakin parah. Sehingga air
dimusim kemarau memiliki nilai ekonomis tinggi, maka dengan
dibangunnya waduk Gedung Ombo, yaﬁg dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan air kabupaten Boyolali, Purwodadi, Kudus,
Pati, Juana dan Demak belum sepenuhnya mampu menjawab
persoalan air dimusim kemarau, maka tak khayal lagi hanya gara-
gara berebut air antara para petani bisa saling bacok-membacok,
meskipun sudah dibuat jadwal secara bergiliran.

Jika pada tahun 1997 kekeringan disebabkan oleh
fenomena alam El-Nino sehingga manusia tidak dapat berbuat
banyak untuk mengatasinya, akan tetapi kekeringan akhir-akhir ini
banyak yang disebabkan oleh kecerobohan manusia dalam

mengelola alam yang dieksploitasi hingga tidak bisa mepampung air
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sesuai dengan kapasitasnya dan berakibat salah menjadi puso.
Dampak dari panen puso pada gilirannya menjadikan para petani
KUT tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit.

Gagal panen dapat juga disebabkan karena banjir, wilayah

Pantura diakui oleh Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo
:meruj:)akan lnmbung padi dan bemper bagi produksi pangan
nasional. Pembangunan pertanian tidak boleh terputus, sehingga
penanganan banjir harus dilakukan secara serius agar"pasokan dan
distribusi beras tidak terganggu.

Banjir dan tanah longsor merupakan berita rutin setiap
musim hujan tiba dan semakin bertambah parah. Di daerah Demak,
karena permulaan tanam padi tidak seragam maka banyak padi yang
siap panen terendam banjir maupun yang belum saatnya untuk panen
sudah kebanjiran. Banyak sarana jalan yang rusak akibat banjir
mengakibatkan transportasi putus dan terisolirnya daerah yang
terpendam banjir. Ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup
séhingga mengakibatkan tidak berfungsinya aliran irigasi dan erosi
yang berlangsung terus menerus selanjutnya menjadikan sedimentasi
waduk yang berlangsung secara cepat dan mempercepat pula
mengurangi fungsi waduk sebagai penampung air, pembangkit
tenaga listrik.

Peringatan tentang pembangunan yang berkelanjutan, harus

" berwawasan lingkungan telah digulirkan sejak + sejak tahun 1960
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dan puncak awalnya tahun 1972 dalam seminar ‘lingkungan hidup
dan pembangunan nasional’ yang diselenggarékml di Unpad
Bandung. Para pakar dan aktivis lingkungan hidup sepakat
peringatan tersebut di atas bukan anti-pembangunan, melainkan
pembangunan harus tetap berjalan guna mengatasi kemiskinan, akan
tetapi faktor lingkungan juga tidak boleh diabaikan atau
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developmen).

Hasil seminarpun telah disampaikan kepada pemerintah,
akan tetapi pemerintah mempunyai program mengejar GNP yang
diusahakan meningkat terus dari tahun ke tahun, dan memberi ijin
HPH pembangunan rumah mewah di puncak serta pembangunan
pabrik yang tidak mengindahkan pengelolaan limbah.

Akibat banjir dan tanah longsor menimbulkan kerugian
yang mencapai miliaran rupiah  sebagai akibat dani
ketidakberfungsinya saluran irigasi. Seperti dapat kita lihat bersama
saluran air di tengah kota Demak yang terdapat di kanan kiri jalan
telah terjadi sedimentasi berat yang harus dikeruk dimusim kemarau,
akan tetapi pengerukan sedimentasi saluran irigasi tersebut hanya
terjadi di ruas-ruas tertentu saja. Padahal hampir di sepanjang saluran
tersebut telah terjadi sedimentasi sebagai akibat dari erosi tanah
maupun pembuangan sampah dari masyarakat secara sembarangan.

Untuk normalisasi saluran pengerukan harus dilakukan

secara rutin dan terus menerus dimusim kemarau agar saat musim
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hujan tiba saluran siap menampung air. Karena pengerukan tidak
dilakukan secara tuntas, maka berakibat saluran menjadi dangkal dan
menyempit dan bahkan ada 3}ang sudah mati. Saluran yang sudah
mati dan dalam lokasi strategis banyak yang dimanfaatkan
masyarakat untuk mendirikan bangunan permanen maupun semi
permanen, meskipun sudah dipasang papan larangan, akan tetapi
larangan tersebut dianggap tidak pemah ada, kenyataan
menunjukkan pembangunan PKL dibantaran sungai berjalan terus
tanpa ada tindakan tegas dari aparat. Pembangunan tempat usaha
pada aliran sungai yang sudah mati atau bantaran sungai semakin.‘
hari semakin rapat. Ini berakibat air. yang seharusnya mengalir
melalui saluran irigasi yang tersedia tidak dapat lewat, karena irigasi
tidak mampu lagi menampung air hujan dan dampaknya air
merambah ke mana-mana mengakibatkan banjir dan rusaknya
prasarana jalan karena tergenang air.

Sedimentasi waduk yang berlangung terus menerus akibat
erosi karena kurangnya tanaman penyangga, menjadik;ln permukaan
tanah terbuka, mudah dibawa air di kala hujan ke éungai dan
selanjutnya bermuara di waduk.

‘Waduk yang sedianya untuk menampung air hujan agar
tidak banjir-dan sekaligus dimanfaatkan untuk pembangkit listrik
tenaga air dan irigasi, maka dengan terjadinya sedim.entasi tanpa

dibarengi dengan pengerukan yang memadai maka fungsi waduk
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yang sedianya untuk mengatasi banjir dan menapung air untuk
didistribusikan ke daerah-daerah yang memerlukan hanyalah
tinggallah impian. Yang terjadi, banjir menggenangi pertanian yang
berakibat tanaman padi puso.

Gagal panen dﬁpat juga disebabkan oleh serangan hama.’
KUT dibawah binaan Bimas menerapkan panca usaha tani yang
terdiri dari:

a). Penggunaan bibit unggul.

b). Ketepatan penggunaan pupuk.

¢). Penggunaan obat pemberantas hama.
d). Céra bercocok tanam yang baik.

¢). Perbaikan sistem pengairan.

Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal baik
jumiah maupun mutu dimulai dari pemilihan bibit unggul. Untuk
mendapatkan bibit unggu! banyak tersedia di toko-toko pertanian
maupun dinas pertanian yang pada umumnya dikenal kualitasnya
baik.

Penggunaan bibit unggul bukan jaminan bahwa produk
yang dibasilkan unggul pula tanpa pemeliharaan yang benar sesuai
dengan standar pertanian seperti misainya pemelihafaan tanaman
dengan menghilangkan tanaman pengganggu, pengendalian hama
penyakit yang merusak tanaman. Untuk memberantas hama tanaman

maka perlu  diidentifikasi hama tanaman serta  cara
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penanggulangannya. Hama tanaman antara lain: tikus, ulat
penggerek, kumbang totol hitam, lembing hijau, hama trips,
belalang, wereng, bakteri, Jamur , dan lain-lain.

Sebagai usaha preventif agar tanaman tidak diserang hama,
maka haruslah dipilih bibit tanaman varietas yang tahan terhadap
hama, dan kalaupun sampai terserang hama, maka dipilih pembasmi
yang memiliki resiko terkecil baik terhadap kesehatan manusia
maupun terhadap lingkungan.

Penggunaan obat pembasmi hama yang berlebihan atau
pemilihan secara tidak tepat berdampak meninggalkan residu pada
hasil tanaman, dan ini pula salah satu yang mengakibatkan produk
hasil pertanian Indonesia ditolak di luar negeri karena mengandung
residu pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Kita perlu instropeksi diri, buat apa memproduksi barang
akan tetapi tidak mempunyai nilai jual sebagai akibat dari pemakaian
obat pembasmi hama yang tidak tepat atau berlebihan. Selama ini
para petani Kabupaten Demak menggunakan obat pembasmi hama
hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, padahal belum tentu
penggunaan obat pembasmi hama yang sama akan mendapatkan
hasil yang sama pula. Kadang yang terjadi malah sebaliknya, hama
kebal terhadap obat tersebut dan akhirnya petani dengan rekayasanya

sendiri bereksperimen dengan berbagai macam obat agar hama
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tanaman hilang, akibatnya hasil panen mengandung residu yang
tidak bisa ditolerir bagi kesehatan manusia.

Penggunaan obat pembasmi hama yang berganti-ganti
mengindikasikan tidak tersedianya sumber daya manusia yang
berkompeten untuk itu, tenaga-tenaga PPL atau Penyuluh Pertanian
Lapangan yang tersedia mestinya ditingkatkan pengetahuannya juga
memberdayakan tenaga Litbang agar senantiasa mengembangkan
ilmu pengetahuan terus menerus untuk mengembangkan pertanian.

Penggunaan pembasmi hama yang berlebihan juga telah
menimbulkan pencemaran lingkungan, masih ditambah lagi dengan
tumbuhnya industri-industri sebagai reaksi revolusi teknologi yang
diunggulkan dan dikagumi'’, tanpa disertai pengolahan limbah yang
memadai, menghasilkan limbah padat, cair dan gas.

Pola pembangunan konvensional yang dianut masyarakat
Internasional selama bertabun-tahun tidak menuntut pertimbangan
lingkungan, hanya mendasarkan pada sumber daya alam, sumber
daya manusia dan modal seperti yang dianut oleh Robert L.
Heilbroner harus sudah ditinggalkan. Diganti dengan paradigma baru
yakni pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang
menjamin keperluan hidup manusia dimasa kini dengan tetap
menyediakan baban bagi kepentingan generasi mendatang

Pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi

9 Satjipto Rahardjo, “Tinjauan Sosiologis Hukum Linglamgan di Indonesia’”,
Dalam Jumal Lingkungan, Tahun I, Tahun 1994, hal. 45-54.
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untuk pencemaran akibat limbah dicegah jangan sampai merambah
pertanian produktif.
2). Menurumya Kesuburan tanah
Menurunnya produktivitas terkait dengan menurunnya kesuburan
tanah akibat dari eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan
monoton 2’ Penanaman padi harus dikelola secara benar dan disertai
pemakaian pupuk organik. Eksploitasi lapisan atas tanah secara
intensif dan monoton ini juga terjadi di Kabupaten Demak. Hasil
penelitian di Desa Mangunjiwan Kecamatan Kota ditemukan petani
mempercayai bahwa tanah sawah di Kabupaten Demak cocoknya
hanya untuk tanaman padi dimusim hujan, sehingga tanah sawah
tersebut dari tahun ke tahun hanya ditanami padi dan diselingi palawija
seperti kacang hijau, jagung, atau kacang tanah dimusim kemarau.
Hasil panen tidak maksimal baik jumlah maupun mutu karena
menurunnya kesuburan tanah, sehingga petani mengangsur hanya
sebagian dari KUT yang telah ditenimanya
Menurut Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Agribisnis
Kadin Jateng pemerintah menganggap bahwa membangun pertanian
adalah hal yang mudah, sehingga yang terjadi pengelolaan pertanian
masih dilakukan secara sederhana, tanpa teknologi modern dan
jaringan pasar yang memadai’ Apalagi untuk intensifikasi

holtikultura seperti yang dicanangkan dalam program KUT harus

2 Irsal Las, Direkiur IRR, “Fatmawati Mengubah Nasib Petani”, Kompas,
Senin 1 Maret 2004, hal. C .
M Kompas, Kamis 4 Maret 2004, hal. F.
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mempersiapkan terlebih dabulu infrastruktur dan zona-zona yang layak
dikembangkan sebagai perkebunan holtikultura, tanpa itu sulit
berkembang apalagi jika membangun usaha sekala besar harus dimulai
dari nol.

Budidaya holtikultura di Kabupaten Demak yang telah
terbukti mempunyai pangsa pasar yang luas adalah belimbing, zona
yang cocok ialah di Desa Bethokan yang dapat menghasilkan
belimbing warna cantik, besar dan rasanya manis, dan jambu air baik
jambu air citra maupun manila di tempat yang suplai air tersedia sangat
cukup, karena jenis jambu ini membutuhkan air yang banyak.

Uji coba budidaya markisa pernah dilakukan di daerah
Mijen dan dapat panen dengan baik, hanya permasalahannya setelah
diolah dalam bentuk sirup kalah bersaing dengan produk sirup markisa
dari luar daerah yakni Medan dan Ujung Pandang yang telah lebih
dulu, dengan merek yang sudah terkenal dan telah menyerbu pasar di

Jawa Tengah.

b. Faktor Produk

Produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif

senantiasa dicari oleh konsumen, akan tetapi persyaratan tersebut
terkadang tidak dapat dipenuhi oleh petani, karena:

1). Hasil beras dari produksi padi di Kabupaten Demak kurang

menarik/agak gelap.
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beras yang diproduksi di
Kabupaten Demak berwarna agak gelap dibandingkan dengan produksi
beras dari daerah sekitarnya yang lebih cerah dan enak rasanya, sehingga
dari segi penampilan dan rasa kurang menarik. Masalah ini berimbas
pada barga beras produksi Kabupaten Demak yang memiliki selisth
antara Rp 150,00 sampai dengan Rp 200,00.

Dari penjualan beras dalam jumlah yang sama hasil yang
diperolch lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, meskipun
Kabupaten Demak sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa
Tengah. Warna beras yang agak gelap lebih disebabkan oleh faktor
geografis tanah di Kabupaten Demak yang memang memiliki spesifikasi
seperti itu, air tanahnya juga berwamna keabu-abuan dan rasanya payau,
schingga untuk keperluan air minum dan masak, masyarakat
menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bukan air
sumur.

Bencana banjir yang seringkali menimpa tanaman padi siap
panen atau belum siap untuk dipanen di wilayah Kabupaten Demak,
menyebabkan mutu beras kurang baik.

2). Banjimya beras dan pangan impor
Impor beras dan pangan baik legal maupun ilegal telah menjadi
pukulan berat bagi petani Indonesia. Indonesia yang merupakan negara
agraris karena sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dari

sektor pertanian, serta beras merupakan makanan pokok mereka, akan
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tetapi untuk memenuhi kebutuhan beras bagi negara yang berpenduduk
200 juta lebih ini, masih melakukan impor dari negara Thailand,
Vietnam, India dan lain-lain.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada
tahun 2003 ini, Indonesia mengimpor beras hingga 3,5 juta ton dan
diperkirakan jumlah ini meningkat terus dari tahun ke tahun seiring
dengan bertambah lajunya jumlah penduduk *

Data yang dikemukakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTTI) produksi beras Indonesia pada tahun 2002 kurang lebih 30 juta
ton, sedangkan kebutuhan nasional hanya 29 juta ton, dengan impor
beras sebesar 3,5 juta ton tersebut dipertanyakan olech banyak pihak,
karena telah menyerbu daerah-daerah sentra produksi padi, sehingga
mendesak produksi lokal,? dan menjadikan beras lokal jatuh.

Menurut Menteri Urusan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Ali Marwan Hanan menyatakan bahwa berdasarkan
predikasi BPS produksi padi tahun 2004 sebanyak 53,1 juta ton
meningkat 1% daripada tahun 2003 yang hanya 52, 8 juta ton, ini
artinya Indomesia tidak lagi impor beras. Guna membendung beras
impor minimal 1 bulan sebelum panen dan 2 bulan setelah panen
Indonesia melarang impor beras. Sejak Januart 2004 Menperindag Rini

Suwandi melarang impor beras. Maraknya impor beras ini juga

22 Andreas Mariyoto, “Situasi Riil Ketahanan Pangan Merisaukan”, Kompas 23
Desember 2002, hal. 14.

B Yamin Indas, “Beras, Ekonomi Rakyat Yang Kerap Dipinggirkan”, Kompas,
11 September 2003, hal. 30.
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disebabkan karena rendahnya bea masuk yang dikenakan yakni hanya
30% seharusnya menurat Ali Marwan Hanan 60%, sedangkan negara
lain mengenakan bea masuk tinggi terhadap impor beras yaitu Jepang
100%, Thailand 125%. Cara lain untuk mengurangi maraknya
penyelundupan beras impor, menurut Menperindag saat kunjungan
kerja pada hari Sabtu 6 Maret 2004 di Desa Brambang Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak meminta untuk menangkap pelaku
penyelundupan karena jelas itn melanggar peraturan, disamping itu
Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Sragen meminta
langsung kepada presiden untuk menghentikan impor beras sejak
Januari hingga Juni 2004 karecna petani pada bulan-bulan tersebut
memasuki masa panen.*

Scbenarnya  kebijakan mengimpor beras bertujuan
menyediakan stok penyangga dalam rangka menghilangkan
kekhawatiran kemungkinan kekurangan pangan dan bencana
kelaparan, akan tetapi tujuan luhur tersebut sangat disayangkan karena
tidak sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa bukan produk petani lokal saja
yang diborong habis untuk pengadaan stok penyangga ?

Sampai saat ini masih sulit mencari jawabannya karena
impor beras yang besar tersebut. Hal ini juga dl'ak.ui oleh Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian

24 K ompas, Senin 8 Maret 2004, hal. 13.
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Pantjar Simatupang. Mencari penyebab besarnya impor terkait dengan
produksi dalam negeri yang stagnan, sebelumnya orang menduga
karena El-Nino sehingga menurunkan produksi padi, namun perkiraan
tersebut ditepis oleh ahli, bahwa salah satu penyebabnya mungkin
adalah banjir tapi ternyata jumlahnya kecil, sehingga yang mendekati
dari perkiraan tersebut adalah semakin berkurangnya baku sawah, ini
berdasarkan hasil beberapa penelitian terjadi pengurangan sawah
antara 25.000 — 40.000 hektar per tahun akibat konversi lahan untuk
perumahan dan infrastruktur jalan.*’

Pasar beras Internasional sendiri mulai terlihat menyerbu
Indonesia, dari sejumlah pasar terbatas hanya Vietnam dan Thailand
sckarang terlihat sejumlah negara seperti India, Myanmar dan Amerika
Serikat. Indonesia membeli beras dari luar dengan harga yang sangat
murah yakni 140 dollar AS per ton dan India mentargetkan tahun 2003
mengekspor 3 juta ton beras dengan tujuan Malaysia, Indonesia dan
Afrika.

Pada tabun 2003 Amerika Serikat mengalokasikan
anggaran melalni PL 480 senilai 1 juta dollar AS kepada Indonesia.
Negara-negara penerima bantuan alokasi dana ini adalah merupakan
negara-negara yang mengalami kekurangan devisa dan mendapat

kesulitan mencukupi kebutuhan pangan melalui fasilitas komersial

5 Kompas, Senin 13 Mei 2004, hal. 13.
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yaitu Filipina 20 dollar, Yordania 20 dollar, Uzbekistan 15 dollar,
Pakistan 15 dollar dan Elsafador 5 dollar.

Bantuan kepada Indonesia tersebut di atas terdiri dari
96.200 ton beras dan 3.900 ton kacang-kacangan. Bantuan AS dengan
menggunakan fasilitas PL 480 sebenarnya merupakan penjualan
dengan sistem konsensi yang bertujuan mempromosikan produk-
produk ekspor pertanian AS. Program ini memberikan fasilitas
pembiayaan ekspor dengan periode 30 tahun, bunga rendah dan masa
bebas pembayaran utang pokok 5 tahun. Penerima bantuan ini tidak
hanya pemerintah tetapi juga swasta seperti organisasi perdagangan
produk pertanian dan diwmumkan setiap tahun oleh Departemen
Pertanian AS sebagai bagian dari program bantuan pangan
Internasional, bantuan serupa juga telah diterima Indonesia melalui
Bulog tahun yang lalu berupa beras sebesar 92.000 ton.”

Mengenai impor beras ini berlaku hukum air yaitu produsen
beras yang berkelebihan akan mengalir ke negara yang kekurangan
produksi beras atau dapat juga terjadi dari negara yang harga berasnya
murah mengalir ke negara yang harga berasnya tinggi. Perbedaan
harga dalam negeri dengan negara luar bisa selisih 100% dan ini terjadi

tidak hanya pada beras tetapi juga komoditas pangan lainnya.*’

% Republik Indonesia Kembali Dapat Alokasi Bantuan Beras AS, Kompas,
Jum’at 4 April 2003, hal. 14.

27 Tjuk Eko Hari Basuki, “dpakah Ketahanan Pangan Nasional Terancam?”,
Kompas, Senin 18 Nopember 2002, hal. 31.
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Menurut ketua HKTI Siswono Yudhohusodo impor pangan Indonesia

karena dirangsang empat hal yaitu :

a) Kebutuhan pangan dalam negeri yang besar.

b) Harga dipasar Internasional yang rendah.

c) Produksi pangan dalam negeri yang tidak mencukupi.

d) Adanya bantuan kredit impor dari negara produsen. Bantuan negara-
negara maju pada negara berkembang tersebut jelas
mementingkan kepentingan nasionalnya.

Harga pangan Internasional yang rendah, terbentuk oleh
hadirnya residual good (barang-barang yang harganya sangat murah,
karena di negara produsennya tidak laku dijual) seperti paha ayam
dari AS, jeroan sapi dari Australia selain itu juga karena over product
dari negara produsen yang dilempar keluar dari negerinya, agar
supaya harga di dalam negeri tetap tinggi seperti gula dari Australia
dan India, beras dari Thailand dan Vietnam, tetmbakau dari China,
jeruk dari China dan Taiwan. Jika harga pangan di pasar
Internasional semakin murah, maka negara-negara berkembang
seperti di Indonesia akan semakin tergantung pada pangan impor dan
upaya membangun kemandirian pangan semakin sulit. Instrumen
yang tersedia dan diperbolehkan oleh atoran WTO untuk
menghambat impor dengan mengenakan tarif bea masuk tinggi.

Pemerintah Indonesia menetapkan harga dasar gabah kering

giling sebesar 1700/ kg, akan tetapi dipasaran hanya Rp.900/ kg.
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sementara saprodi (sarana produksi) seperti bibit, pupuk, obat-obatan
dan tenaga kerja (pengolahan dan pemeliharaan) semakin harn
semakin meningkat maka jelas petani merugi. Lebih berat lagi jika
uang yang digunakan berasal dari kredit, maka ini pula yang

mempengaruhi kemampuan petani dalam pengembalian KUT.

c. Faktor Saprodi (sarana produksi)

Faktor saprodi seperti bibit, obat pembasmi hama, serta pupuk
dalam proses produksi ikut menentukan keberhasilan pertanian, akan
tetapi yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk

Kelangkaan pupuk menjadi agenda rutin tahunan bagi Indonesia,
termasuk di dalamnya di Kabupaten Demak. Setiap kali tiba saatnya
petani melakukan pemupukan, pada saat bersamaan pupuk hilang dari
pasaran, kalaupun ada, dipatok dengan harga tinggi bahkan melebihi
harga eceran tertinggi (A£7) yang ditetapkan oleh pemerintah. HET
pemerintah adalah Rp 1.350,kg dengan subsidi Rp 300,- serta
menunjuk distributor yang terdaftar (resmi).

Subsidi pupuk disediakan dana cukup besar, untuk tahun 2005
disediakan I,3 triliun dan meningkat menjadi 1,5 triliun pada tahun
2006. Kebutuhan pupuk nasional ;ébesﬁ 4,5 juta ton, produk pupuk
nasional kurang lebih 7 juta ton.?* Kmenmya menjadi sangat ironi bagi
Indonesia sebagai negara produsen serta eksportir pupuk, akan tetapi di

dalam negeri terjadi kelangkaan pupuk.

% Kompas Rabu, 12 Mei 2004, hal. 15
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Pemupukan yang seharusnya dilakukan tetapi terpaksa
tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, menyebabkan menurunnya
produksi pertanian dan berdampak pada penurunan kemampuan dalam
membayar kredit.

Kelangkaan pupuk sudah menjadi rutinitas tahunan, dan
pemeriniah sampai saat ini belum bisa mengatasinya. Salah satu
penycbabnya disinyalir adalah buruknya sistem distribusi dan
pengawasan yang dapat menjamin pupuk ke tangan petani.

Aturan tentang distribusi Memperindag mengeluarkan SK
No. 70/MPP/KEP/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
bersubsidi untuk sektor pertanian. Produsen pupuk diben tanggung
jawab untuk mendistribusikan pupuk di suatu wilayah tertentu.

Kelangkaan pupuk dinilai banyak pihak akibat buruknya
sistem distribusi pupuk oleh pemerintah. Padahal produsen pupuk
seperti: PT. Pupuk Pusri, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia, PT.
Pupuk Iskandar Muda dan lain-lain adalah perusahaan negara, maka
pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur distribusi. Dahulu
distribusi difangani langsung oleh produsen, tetapi dengan SK
Memperindag tersebut di atas, dengan sistem tataniaga rayonisasi,
hasilnya bukannya bertambah baik, tetapi justru sebaliknya. Oleh
karena itu perlu dicari sistem distribusi yang kondusif untuk

membenahi pertanian.
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d. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya sumber daya manusia di sektor pertanian, baik
petani/kelompok tani, pengurus koperasi, maupun para petugas pertanian
akibat dari lemahnya pengetahuan mereka, baik yang berkaitan dengan
teknologi maupun pemasaran produk, seperti:

1). Penggunaan pupuk yang kurang tepat.

Pupuk yang direkomendasikan dalam program KUT semuanya
pupuk anorganik, yaitn urea, SP36, KCL, ZA, ZPT dan PPC,
sesungguhnya dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah.
Sementara di negara-negara maju sedang populer untuk kembali ke
alam (back o nature), yaitu dengan menggunakan pupuk organik
seperti negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-
negara tersebut telah melakukan penelitian dan menyajikan data
kualitatif terhadap sifat dan motivasi pangan organik.

Di negara-negara Eropa, pada bulan Januari 2003 telah
berdiri International Research Association for Organic Food Quality
(FQH), yang terdiri dari Jerman, Switzerland, Denmark, Belanda dan
enam negara lainnya mengembangkan riset dan evaluasi cara-cara
baru (novel method) serta desain penelitian baru yang mampu
membantu mengevaluasi bukan saja pada mutu pangan, melainkan

juga interrelasinya dengan kesehatan manusia dan well-being 2

® FG. Winarno, “Hambatan Pemasaran Pangan Organik”, Kompas, Senin 15
Maret 2004, hal. 34.
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Terdapat statemen yang mengatakan “you are, you eat” dan
hal ini pula yang nampaknya diyakini para konsumen pangan
organik. Bahwa produk organik lebih segar, rasanya lebih enak,
bagus teksturnya serta memiliki sifat-sifat spesifik yang dapat
memberikan kepuasan dan kenikmatan. Konsumen pangan organik
yakin bahwa semakin rasanya enak, berarti produknya lebih bergizi
(kandungan mineral, vitamin dan lain-lain) serta memiliki daya
simpan lebih tinggi yang berarti baik untuk kesehatan.

Di Indonesia pangan organik belum populer, malahan lebih
menyukai makanan impor atau makanan kaleng untuk mendapatkan
lebel sebagai kelompok bergaya modern, sedangkan penelitian
kualitas pangan produk impor belum terdengar gaungnya seperti
produk pangan transgenetik kedele dari Amerika Serikat.

Penggunaan pupuk organik di Indonesia telah dibuktikan
oleh Guru Besar Biologi Tanah Universitas Widya Gama Malang Dr.
Ririen Prihadarini dalam penelitiannya bahwa pupuk organik hasil
dari daur ulang sampah tidak kalah mutunya dari pupuk unorganik,
bahkan lebih ramah lingkungan karena dibuat dari limbah?’ Kompos
dari limbah ini telah berhasil diuji coba untuk tanaman bawang

merah di Kabupaten Brebes, yang hasilnya cukup memuaskan.

2 Penyelamat Sampah Jokarta, Kompas, Senin 29 Januari 2004, hal. 12.
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Hasil uji coba ini tidak ada salahnya direkomendasikan
dalam program KUT untuk menghasilkan pangan organik dengan
memanfaatkan limbah organik yang menjadi problem masyarakat.

2). Kurangnya akses pasar untuk memperbesar pangsa pasar produk
pertanian
Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha adalah
pemasaran produk, apalagi untuk jenis produk pertanian yang tidak
bisa tahan lama. Salah satu kelemahan petani di Jawa Tengah menurut
ketua HKTI Jateng Gatot Aji Sutopo adalah banyak petani yang tidak
memiliki kemampuan atau keahlian mengolah hasil pertanian,
akibatnya produk pertanian mereka tidak tahan disimpan. Keadaan ini
memaksa petani cepat-cepat menjual hasil pertaniannya dengan harga
murah.

Produk beras di Kabupaten Demak mengalami surplus, akan
tetapi pada saat panen raya yakni antara bulan Maret, April, Mei,
Agustus dan September harga selalu jatuh, hal ini disebabkan karena
kebiasaan petani Demak tidak mau repot dengan gabah hasil panen,
sehingga gabah dijual di sawah pada tengkuiak (ijon) yang mendatangi
sawah petani. Para petani enggan membawa pulang padinya karena
upah tenaga ﬁetik, angkut dan jemur tidak sebanding dengan nilai
tambah jika padi dibawa pulang, selain itu para petani kesulitan tempat

untuk menyimpan.
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Kondisi tersebut di atas, berlakulah hukum pasar yakni
“suplly and demand”, penawaran banyak permintaan sedikit harga
pasti murah. Harga yang murah ini sangat memukul para petani.
Seperti untuk panen raya 2004 pemerintah menetapkan harga dasar
gabah kering Rp.1200/ kg. Dengan harga patokan pemerintah tersebﬁt
petani masih mendapatkan untung, akan tetapi yang terjadi di pasaran
harga jatuh hanya kurang lebih Rp.700/ kg yang berarti petani
mengalami rugi atau bahkan sulit untuk mengembalikan ongkos yang
telah dikeluarkan apalagi jika dibiayai dengan KUT maka jelas akan
menghambat pula dalam pengembalian kredit.

Seandainya pemerintah setempat mau berpihak kepada
petani, sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari daerah lain yang
berhasil memperbaiki nasib petani yaitu Pemda Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pemda setempat membuat kebijakan agar
petani tidak terjebak kepada tengkulak.

Sejak tahun 2001 Pemda Bantul mengalokasikan dana
untuk pengendalian komoditas strategis di tingkat petani dan ternyata
hasilnya menggembirakan yaitu untuk harga gabah, cabe, bawang
merah, tebu, kedelai serta tembakau sesuai dengan harga yang
ditetapkan pemerintah. Pengendalian harga ini ditunjang dengan
langkah strategis yakni pengorganisasian yang kuat di tingkat petani

tersebar sampai ke dusun, rukun warga dan rukun tetangga dengan
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membentuk kelompok tani yang beranggotakan paling banyak 70
orang.

Kelompok tani tersebut secara rutin menggelar pertemuan
untuk sharing atau berdiskusi seputar pertanian untuk kesejahteraan
para petani, Jika ada para petani yang ingin menjual karena terdesak
kebutuhan maka pemerintah melalui kelompok tani, langsung menibeli
hasil pertanian ter#ebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan
Pemda 2

Memperluas pasar dapat juga dilakukan deﬁgan cara

mengikuti pameran pembangunan pertanian. Di Jawa Tengah telah
dibangun tempat pameran pembangunan pertanian yaitu di Desa
Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Jawa
Tengah. Pada tahun 2003 tefah terselenggara pameran pembangunan
pertanian yang diberi nama “Agro-Expo 2003” yang menampilkan
produk pertanian, produk holtikultura unggulan dan sarana pertanian.
Expo ini diharapkan menjadi agenda tahunan, dalam Expo 2003
tersebut transaksi yang terbesar adalah komoditas beras. Jika
Kabupaten Demak mendapatkan kontrak untuk pengadaan beras
maka jelas peluang pasar sudah terbuka, yang siap menyerap prodl;k
beras yang surplus di Kabupaten Demak. Dari hasil survei di Dinas
Pertanian komoditas pertanién di Kabupaten Demak yang diminati |

oleh negara lain yakni Jepang baru-baru ini adalah kacang hijau. Ini

8 Jennes Eudes Wawa, Kompas, Rabu 14 Maret 2003, hal.15.
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adalah merupakan suatu peluang besar untuk budidaya kacang hijau.
Karena dinilai kacang hijau produk Demak memenuhi standar
kualitas yang ditetapkan pemerintah Jepang.

Tindak lanjut dari budidaya kacang hijau ini karena
menyangkut perdagangan antar negara maka perlu campur tangan
pemerintah untuk membina para petani agar dapat memenuhi
permintaan tersebut, jangan sampai keuntungan dinikmati oleh
tengkulak seperti pada komoditas padi yang sudah berjalan di Demak
selama ini.

Sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor
pertanian, maka jika ingin pertanian maju, sektor pertanian harus
mendapat perhatian besar. Mengingat potensi agro bisnis Jawa
Tengah memiliki variasi dan keunggulan beraneka ragam. Jawa
Tengah masih terbuka luas penyerapan produk pertanian, karena
terdapat banyak perusahaan pengolah hasil pertanian seperti: pabrik
Teh Botol Sosro yang membutuhkan + 10 ton bunga melati/ hari,
Teh Gopek + 2 ton bunga melati/ hari. Perusahaan Jamu besar: Air
Mancur, Jamu Jago, Jamu Leo yang membutuhkan bahan baku jamu,
juga perusahaan pengolah kacang yang besar ada di Pati, perusahaan
rokok di Kudus yang membutuhkan tembakau skala besar.

Banyaknya perusahaan yang mengolah produk pertanian,
maka untuk memperluas pangsa pasar dapat dilakukan juga dengan

kemitraan. Kemitraan antara pengusaha besar atau BUMN dengan
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UKM bertujuan untuk meningkatkan, memperluas dan membuka
kesempatan beruasaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Tentang kemitraan diatur dalam ketentuan umum Peraturan
Pemerintah No. 44 tahun 1997 pasal 1 ayat 1‘ bahwa kemitraan
adalah kerjasama usaha antara usaba kecil dengan usaha menengah
atau usaha besar disertai pembinaan dan pengebangan oleh usaha
menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Mengenai bentuk (pola) kemitraan diatur dalam pasal 27
Undang Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dalam
penjelasan pasal tersebut, kemitraan dilaksanakan dengan pola:
intiplasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan
bentuk-bentuk lain.

Untuk mengefektitkan kemitraan, secara berkala diadakan
temu usaha untuk memperluas pemasaran melalui kontak langsung
baik bagi sesama pengusaha kecil, menengah dan besar, agar
diperoleh informasi tentang peluang usaba dan jenis usaha yang
dapat dimitrakan.*

Program kemitraan ini telah diterapkan oleh beberapa
perusahaan, diantaranya PT. Indofood Sukses Makmur (ISM) Tbk
sebagai bagian dari strategi pemasaran perusahaan, bukan sebagai

program sosial perusahaan, sehingga hubungan kemitraan menjadi

52 Pedoman Pelaksanaar Pembinaan UK dan M Holtikultura, Digen Bina
Koperasi PKM Direktorat BPKM Indusiri Pertanian, Jakarta, 1998, hal. 26.
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bisnis yang saling mengunfungkan. Untuk menyongsong pasar
global ini, KADIN sebagai organisasi pengusaha dapat
menjembatani program keimtraan ini karena UKM membutuhkan
penambahan ilmu pengetahuan, baik tentang produksi dan
pemasaran.

e. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masih memegang budaya
paternalis, keteladanan dari para pemimpin akan diikuti oleh masyarakat
yang berada pada level di bawahnya.

Dengan kemajuan teknologi informasi baik melalui media cetak
maupun elektronik telah menjangkau sampai ke pelosok desa, sehingga
petani di desa pun bisa mengetahui dari informasi yang diperoleh
mengenai tingkah laku serta sepak terjang para elit ekonomi.

Para petani di Kabupaten Demak banyak yang mengetahui
bagaimana para konglomerat penerima BLBI yang jumlah utangnya
ratusan trilliun yakni kurang lebih 699,9 trilliun, dalam pengembalian
utangnya kepada negara, hanya dijamin dengan aset yang telah
digelembungkan (murk up) oleh para debiturnya sehingga sewaktu
BPPN yang menangani piutang negara ini habis masa kerjanya 27

Februari 2004, aset jaminan debitur menyusut menjadi 449,03 trilliun

®Eva Riyanti Hutapea, “KADIN Janjikan Lebih Fokus ke Sektor UKM”,
Kompas, Rabu 25 Februari 2004, hal. 12.
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dan BPPN hanya berhasil mengembalikan kepada negara sebesar 1724
trilliun sisanya sulit untuk ditagih >

Dari contoh kasus tersebut di atas yang penting adalah
penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum bukan diawali
dari masyarakat tetapi dari atas yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif
Untuk mengatur penduduk kurang lebih 220 juta jiwa, maka Indonesia
sebagai masyarakat yang masih memegang budaya patriacal,
keteladanan dari para pemimpin sangat penting artinya, schingga yang
dibawah akan mengikuti jenjang para pemimpin yang diatas sebagai
panutan rakyat. |

Para debitur KUT tahu kewajibannya bahwa kredit yang telah
diterima harus dikembalikan akan tetapi dengan adanya para
konglomerat yang tidak mau bayar hutang BLBI maka timbullah
kecemburuan sosial dalam masyarakat untuk tidak membayar hutang.
Menurut pikiran para petani belum sebanding dengan hutang yang
diberikan pada para konglomerat, padahal negara ini terpuruk banyak
hutang karena ulah konglomerat yang mengambil hutang dan tidak mau
mengembalikan. Sedangkan jaminan aset nilai jualnya rendah sekali.
Uniuk membayar beban bunga dari kredit yang telah disalurkan
pemerintah menerbitkan obligasi yang harus dibayar oleh rakyat.

Disinilah rasa keadilan terusik. Jika tidak ada keteladanan dari para

3 Faisal Basti, “BPPN Bubar, Krisis Berakhir ?”, Kompas, Senin 1 Maret
2004, hal. 1.




198

pemimpin atau para elit ekonomi maka supremasi hukum di Indonesia
tidak akan berjalan.*

Masalah BLBI ini harus jadi keprihatinan kita bersama,
bagaimana para pelaku ekonomi kelas kakap memperlakukan keuangan
negara seenak sendiri. Sementara rakyat kecil untuk mendapatkan kredit
sulit karena tidak ada jaminan. Sulitnya mendapat kredit terutama
dialami oleh para nelayan dan para petani garam di Kabupaten Demak
yang merasakan betapa sulitnya para pelaku ekonomi rakyat ini dalam
memperoleh kredit, schingga mereka banyak yang terjebak hutang
kepada tengkulak guna memenuhi modal dalam melaut. Kebiasaan yang
berlaku yaitu bagi hasil dengan pemilik modal, yang jelas tidak
menguntungkan dalam pembagian karena pt?mjlik modal atau tengkulak
mendapat bagian yang lebih besar. Pemilik modal pula yang menentukan
harga perolehan hasil laut karena nelayan telah terjebak mengambii
modal dari para tengkulak yang harus menjual ikan kepada mereka guna
memenuhi kebutuhan modal membeli solar dan bekal selama melaut.
Alangkah bijaksananya apabila nelayan dan petani garampun bisa
menikmati KUT agar tidak terjebak oleh tengkulak atan pemilik modal.

" Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 1988 tentang
Perbankan dan Asas-Asas Perkreditan yang Schat serta Ketentuan

Kehati-hatian Bank.

3 Harkristuti Harkrisnowo, “Dosen Jangan Jadi Pengacara Korupsi”, Kompas,

Sabtu 6 Maret 2004, hat. 8.
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1). Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan kehati-hatian

bidang Perbankan (Banking Prudential Regulation) didasarkan pada
penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari campur tangan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Asas-asas tersebut
pada dasarnya.merupakan batasan-batasan tertentu kepada bank
dalam menjalankan kegiatan penerimaan maupun penyalurannya.!
Ketentuan tersebut meliputi : permodalan (Capital Adiquacy), Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap
dana yang diterima oleh bank (loan to deposit ratio/LDR), Posisi
Devisa Netc; (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas
setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, traksaksi
derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) dan kolektibilitas produktif * "
Pelaksapaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak ternyata jauh
dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan tentang kehati-
hatian daﬁ bank. Asas-asas tersebut di atas menuntut penilaian yang
jujur, obyektif dan lepas dari campur tangan pihak lain.

7). Tidak adanya jaminan tambahan yang memadai. Jaminan kredit
sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Undang Undang No. 10 tahun
1998 adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Keyakinan

% Sutan Remy Sjahdeini, Orasi lmiah Dies Natalis UNAIR Surabaya dengan
tema “Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah
Penyimpan Dana”, tahun 1994, hal. 17.
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diperoleh berdasarkan penilaian yang scksama atas watak,
kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Oleh karena agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit,
maka jika unsur-unsur yang lain telah diperoleh keyakinan, agunan
dapat hanya berupa barang proyek atan hak tagih yang dibiayai
dengan kredit itu.

Dalam KUT jaminan tambahannya berupa hasil pertanian
yang dibiayai dengan dana KUT. Pertanyaan selanjutya adalah
bagaimana jika debitur KUT tidak bisa panen, lantas bagaiana pula
tentang kredit yang telah disalurkan, padabhal KUT yang telah
tersalur kepada kelompok tani cukup besar. Hal ini mengandung
resiko jika petani/ kelompok tani tidak dapat mengembalikan
kreditnya.

Suatu yang tidak masuk akal, dalam penyaluran KUT terjadi
penyimpangan prosedur pelaksanaan, masth ditambah dengan
jaminan yang tidak memadai, maka dapat dipastikan terjadi kredit
macet yang merugikan keuangan negara, dan juga merugikan pihak
lain yakni masyarakat yang mestinya mendapat giliran untuk

menerima kucuran kridit UKM.

3). Perlunya penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur

(condition of economy).
Untuk memberikan kredit, bank harus menganalisis keadaan

pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu dan masa yang akan

: ﬁwﬁ{m @%& ,ﬁé}\%\?

Vet
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datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha
calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain dari hal-hal
tersebut di atas bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan
kredit, serta rencana pengembangan kreditnya, urgensi kredit yang
diminta.

Jenis usaha atan komoditas yang bisa dibiayai KUT adalah
intensifikasi padi, polowijo, dan holtikultura, tahun penyediaan 1998
— 2000. Para debitur KUT di Kabupaten Demak, pada umumnya
digunakan untuk menanam padi, hal ini ada kaitannya dengan politik
pemerintah untuk berswasembada beras, seperti yang pernah dicapai
pada tahun 1984, schingga Indonesia mendapat penghargaan dari
FAO (Food and Agriculture Organizations) atas prestasinya dalam
membangun ketahanan pangan nasionalnya.

Komoditas padi sampai saat ini masih terbuka pangsa pasar
yang ltuas. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk dibarengi dengan menyusutnya lahan pertanian, akibat
konversi lahan ke non-pertanian yang mencapai 11(;.000 hektar/
pertahun ** Sayangnya, produk petani ini tidak bersaing dengan beras
impor baik legal maupun illegal yang membanjiri Indonesia sampai
ke sentra-sentra produksi seperti Demak, sehingga proél‘uk lokal

menjadi jatuh.

3 Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam loka karya “Membangun Kemitraon dalam

Perberasan Nasional” Jakarta Selasa 23 Maret 2004.
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Meskipun pemerintah pada tahun 2004 ini menctapkan
harga gabah kering giling (HGKG) sebesar Rp 1.700,-/kilogram
dengan asumsi bahwa dengan harga sebesar itu, petani akan
mendapatkan untung, akan tetapi yang terjadi di pasar, harga gabah
kering giling petani hanya laku Rp 700,-/kilogram. Menurut Direktur
Pusat Studi Pembangunan IPB, Bayu Krisnamurthi, ini menunjukkan
bahwa Indonesia masih sulit bersaing di pasar bebas sekalipun masih
dimungkinkan untuk menetapkan tarif lebih tinggi lagi sesuai dengan
ketentuan WTO, dengan harga sebesar itu, petani rugi, meskipun
telah ada larangan dari Memperindag, Rini S Suwandi, impor beras
satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen, kenyataan
menunjukkan harga gabah petani tidak pernah naik karena beras
impor menyerbu pasar Indonesia. Sementara biaya sarana produksi
seperti obat-obatan, pupuk, tenaga kerja, mengalami kenaikan.

Membanjirnya impor beras ke Indonesia, menurut Ketua
HKTI Jawa Tengah, Gatot Ajisutopo, karena diberlakukannya bea
masuk murah, yang hanya menguntungkan negara-negara surplus
beras, seperti Thailand, Vietnam, India, dengan melempar beras ke
Indonesia setelah pasar domestik mereka jenubh. Sebenarnya produksi
beras nasional melebihi kebutuhan (surplus beras) dan tidak
membutuhkan beras impor, karena Indonesia memiliki propinsi
penghasil beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan

Sulawesi Utara. Sebagai contoh produksi padi Jawa Tengah
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8.000.000 ton/tahun lebih gabah kering giling (GKG) sedang
kebutuhan masyarakatnya hanya sekitar 7.000.000 ton/tahun.
Dengan demikian terdapat kelebihan 1.000.000 tonftahm; gabah
kering giling,*®

Impor beras yang dilakukan Indonesia setiap tahun,
menurut Gatot tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya
rekayasa kebutuhan beras penduduk Indonesia, karena perkiraan
kebutuhan beras penduduk sebesar 135 kg/perkapita pertahun adalah
sangat tidak realistis, karena kebutuhan riil di Jawa Tengah hanya
sekitar 112 kg/perkapita pertahun. Indonesia pada saat ini sedang
menghadapi tren penurunan komsumsi beras, antara lain disebabkan
semakin beragamnya makanan selingan di pasaran, seperti mie instan
dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan petani enggan
menanam padi, seperti dilakukan oleh petani di Kabupaten Sleman,
dari 23 kecamatan 17 kecamatan di antaranya berketetapan untuk
tidak menanam padi, karena selalu rugi dan akan mengganti dengan
komoditas lain.*® Jika langkah petani Sleman ini diikuti oleh petani
Kabupaten Demak dan kabupaten lain di Indonesia, maka ketergan-
tungan beras impor semakin tinggi, seperti ditunjukkan dari data

impor beras Departemen Pertanian AS (USDA) Indonesia pengimpor

hal A.

3% Kompas Senin, 19 Mei 2003, hal. 18
3 “Ribuan Petani Sleman meninggalkan Padi” Kompas Rabu, Maret 2004,
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beras terbesar di dunia dan akan semakin meningke;t tahun 2003
mencapai 3,5 juta ton.%’

Ketergantungan Indonesia terhadap beras impor sangat
berbahaya, terutama jika suplai beras di pasar internasional
mengalami kekurangan, karena pasar beras internasional saat ini di
pasok oleh negara-negara yang kelebihan produksi berasnya, seperti
India, Thailand, Amerika dan lain-lain. Dulu negara Cina merupakan
salah satu pemasok beras ke Indonesia, tetapi sekarang mengalami
masalah kekurangan produksi beras, akhirnya saat ini memborong
beras secara besar-besaran.

Untuk mengatasi membanjimya beras impor, Ketua HKTI
Jawa Tengah mengusulkan, menaikkan bea masuk beras impor yang

semula Rp 430,-/kg menjadi Rp 900,-/kg. Dilain pihak Dirut Perum

Bulog, Widjanarko Puspojo, mengusulkan kepada pemerintah agari'

menerapkan kebijakan buka tutup impor beras™

Prospek usaha serta upaya pemerintah untuk mengurangi
kesenjangan sosial dan kemiskinan nampaknya sulit terwujud,
karena mayoritas petani Indonesia dan Kabupaten Demak khususnya
adalah petani gurem yang hanya memiliki lahan sawah seluas kurang
lebih | 0,25 hektar. Model intensifikasi padi apapun sulit untuk
mengangkat kesejahterf;lan petani, karena lahan ideal untuk bertani

menurut Ketua HKTI, Siswono Yudohusodo, 2,5 hektar, sementara

7 Kompas Senin, 13 Mei 2002, hal. 13.
% Ibid, hal. 13.
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itu ketersediaan lahan pertanian perkapita (Jand man ratio) 362 m2
dibanding dengan Thailand 1000 m2, Vietnam dengan 1300 m2.
Ternyata Indonesia adalah Negara yang memiliki land man ratio
terkecil diantara negara-negara agraris di dunia.

Sebagai bangsa yang berpenduduk sekitar 215 juta orang di
tahun 2004 kurang menyadari kalau kita tergangtung pada lahan
pertanian 7.8 juta ha untuk bahan pangan pokok beras, jagung,
kacang-kacangan, gula, tembakau, sebagian sayuran dan buah-
buahan.*?

Bagaimana menambah luas lahan pertanian? Ada yang
mengusulkan redistribusi aset, yaitu menghidupkan landreform
segelintir orang atau badan yang menguasai lahan melebihi ketentuan
diambil negara dan dibagikan atau dengan cara mencetak lahan baru
untuk mengimbangi menyusutitya lahan pertanian dengan menambah
Iuas pertanian di luar Pulau Jawa, atau petani yang hanya memiliki
lahan sempit diarahkan untuk beralih ke non-pertanian.

Adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan hutan -
bekas penjarahan kayu di perbatasan Malaysia dan Kalimantan untuk
dijadikan perkebunan kelapa sawit serta pembukaan lahan pertanian
baru di luar jawa sebesar 52.000 ha disambut gembira oieh banyak

kalangan.

# Sumarno (Pejabat Departemen Pertanian Jakaria) “Lahan Pertanian Sebagai

Penyangga Kehidupan Bangsa”, Kompas, Jum’at 2 April 2004, hal. 36
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g. Faktor Politik
Keputusan politik daerah untuk melaksanakan KUT ikut mewarnai
tingkat keberhasilan dan kegagalan KUT, meskipun program KUT sampai
ke tingkat teknis telah diatur secara rinci, akan tetapi dalam praktek sering
terjadi penyimpangan dari aturan itu.
1). Beban muatan politik tertentu.

Penyusunan RDKK yang tidak didasarkan kebutuhan nyata,
menurut Djumadi — seorang petugas PPL Kecamatan Gajah — adalah
sesuai dengan instruksi Bupati Demak untuk menghabiskan dana KUT
yang sudah turun dari pusat (Bank Indonesia)”. Apabila hanya
didasarkan pada kebutuhan nyata petani, maka dana kredit itu akan
tersisa banyak, oleh karena itu sebaiknya dihabiskan saja, sehingga
menjadikan KUT salah sasaran.

Fakta tersebut di atas singkron dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh tim peneliti ekonomi UNDIP Semarang yang diketuai
oleh Umar Maruto Basuki, bahwa penyaluran kredit bergulir UKM
termasuk KUT salah sasaran, karena penyaluran kredit bagi UKM
melalui koperasi simpan pinjam (KSP), tidak melalui penilaian yang
mendalam, dilakukan secara merata, dan tidak proporsional. *

Penilaian yang mendalam dan proporsional, misalnya menilai
karakter calon debitur. Karakter bersifat individual, jika dinilai dengan

seksama dan obyektif, maka tidak selalu semua permohonan kredit dapat

* Wawancara dengan PPL Kecamatan Gajah, pada tanggal 12 Pebruari 2004.
4 Penyaluran Dana UKM Salah Sasaran, Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal. 6.
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dikabulkan guna menghindari kredit macet, juga kredit yang diberikan
melebihi kebutuhan nyata, berpeluang besar terjadi penyimpangan dan
tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang seharusnya untuk
kepentingan produktif tetapi digunakan untuk kepentingan konsumtif.

2). Lembaga penyalur KUT (Fksekutor) belum siap secara kelembagaan.

Ketidak-efektifan penyaluran dana KUT karena koperasi simpan
pinjam dan LSM sebagai pelaksana pemberi KUT belum siap secara
kelembagaan,* baik kantor, badan organisasi maupun petugas lapangan
dan salah satu indikasinya adalah tidak punya program yang jelas dan
masih  diperparah lagi dengan ketidak-siapan petani dalam
mengembangkan usahanya.

Ketidak-siapan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa
penipuan terselubung yang dilakukan petani‘kelompok tani dan pihak
lain untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari program dana
bergulir tersebut di atas.

3). Informasi Rencana Restrukturisasi KUT
Kelnamya Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.
KEP.07A/M.EKON/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Kebijakan
Restrukturisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperasi, telah menimbulkan
isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT akan

diputihkan/dihapus-bukukan (write off).

2 Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal, 6.
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Ditambah informasi terbaru melalui mas media atan media
elektronik bahwa DPR dan Pemerintah sepakat menghapus tunggakan
KUT (debt swap). Informasi ini menjadjkaﬁ penunggak KUT enggan
melunasi kreditnya.*?

Tunggakan KUT nasional sampai dengan 2002 mencapai
7,89 triliun. Ménurut Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah,
perlu dikeluarkan Kepres untuk mengatur tunggakan KUT 1998/1999 —
1999/2000. Semula tunggakan KUT rencananya diserahkan pengelolaan
dan pengembaliannya oleh Pemda selama 10 tahun dan selama itu pula
dijadikan dana bergulir untuk produksi pertanian.

DPR pada dasarmya menyetujui penghapusan tunggakan
KUT, dengan catatan ada pemilahan bagi pihak-pihak yang
menyvalahgunakan KUT harus tetap diproses secara hukum, demi tegaknya
hukum (law inforcement) di Indonesia sekaligus untuk pendidikan
kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dari penelitian di peroleh fakta bahwa dana KUT banyak
disalahgunakan oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas PPL, Koperasi/LSM
yang melibatkan pejabat tertentu di lingkungan Pemda setempat.

Sesungguhnya sebelum reformasi sudah ada program KUT
dan ada juga tunggakan, akan tetapi prosentasenya kecil sekali dan jumlah
itu masih dianggap wajar sebagai resiko dalam penyaluran krtedit. Setelah

reformasi  berjalan, yang menuntut tegaknya demokrasi telah

% Liputan 6 SCTV, Sabtu 22 Mei 2004 dan Berita Kompas 21 Mei 2002.



209

disalahartikan bahwa semua elemen masyarakat bebas melakukan apa saja
termasuk korupsi, yang sebelumnya hampir tidak ada penyelewengan yang
dilakukan oleh rakyat biasa. Hal ini sama artinya, setelah ada kesempatan
luas, yang dulunya menghujat tindak pidana korupsi, akhirmnya melakukan
hal sama pula.
h. Penyalahgunaan Dana KUT
Dana KUT yang dapat diperoleh oleh petani/kelompok tani dengan
persyaratan yang mudah dan bunga murah telah mendorong pihak yang
mestinya bertanggung jawab, tetapi justru menyclewengkan dari tujuan.
1). Angsuran yang telah disetor melalui kelompok tani tidak disetor
kepada ekseckutor.
Sebagai sampel penelitian kasus tersebut dapat ditemukan di
KUD Pringgondani Kecamatan Gajah, Demak. Untuk tahun penyediaan
1998/1999 ada satu kelompok tani yang masih menggunakan dana KUT
setoran dari anggota kelompok tani sebesar Rp 9.285.000,- (sembilan
juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk tahpn penyediaan
1999/2000 ada dua kelompok tani yang masih menggunakan sctoran
KUT sebesar Rp 79.644.250,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus
empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah} pada KUD yang
sama.
Jabatan Ketua Kelompok Tani yang telah disandangnya tentu
saja memiliki konsekuensi sesuai dengan ketentuan dalam program KUT

diantaranya adalah: Menyeleksi petani yang berhak menerima KUT,
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menyusun dan menandatangani RDKK, menandatangani perjanjian
kredit dengan koperasi/LSM serta menyalurkannya kepada anggota
kelompok tani, membantu pengurus koperasi atau LSM, melakukan
penagihan KUT, mengelola kegiatan simpan pinjam di antara anggota,
membina kerjasama sesama anggota, serta melaporkan pelaksanaan
KUT kepada Kades atau Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa.

Peranan Ketua Kelompok Tani sangat besar dalam
pengembalian KUT, yakni membantu koperasi atau LSM, menagih
pengembalian KUT, akan tetapi yang terjadi justru menyelewengkan
sendiri. Dalam prosedur pengembalian KUT, petani dapat
mengembalikan KUT lewat Kelompok Tani, atau langsung ke
koperasi/LSM. Jika petani mengembalikan lewat Kelompok Tani, maka
Kelompok Tani harus segera menyetorkan ke koperasi/LSM. Disamping
itu setiap bulan Ketua Kelompok Tani melaporkan pelaksanaan KUT ke
Kades/Ketna Pelaksana Penggerak Bimas Desa.

Dana KUT rencananya akan dijadikan dana bergulir untuk
pemberdayaan UKM, akan tetapi dalam prakteknya terjadi banyak
tunggakan KUT di seluruh Kabupaten Demak. Hal ini merupakan salah
satu kebocoran dana pembangunan pertanian. Menurut Ketua Bapenas,
Kwik Kian Gie, dalam banyak kesempatan mengemukakan, bahwa
kebocoran dana pembangunan di Indonesia masih tinggi, yakni

mencapai kurang lebih 40% dari APBN karena dikorupsi.
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Untuk menyelesaikan penyglewengan KUT di Kabupaten
Demak sudah berkali-kali dan terakhir dibentuk Tim KUT dengan Surat
Keputusan Bupati No. 518/311/2002 tanggal 11 April 2002 tentang
Pembentukan  Tim  Penyelesaian  terhadap Penyaluran dan
Penyalahgunaan KUT Kabupaten Demak, akan tetapi selalu tidak
efektif, karena kurangnya dukungan semua pihak.
Eksekutor KUT tidak menyetor angsuran KUT ke Bank Pelaksana

Penyaluran.

Sebagai sampel penelitian dari kasus tersebut di atas dapat
ditenukan pada KSU Bintoro Madani Demak. Dana KUT yang belum
disetor ke bank pelaksana sebesar Rp 250.204.382,- (dua ratus lima
puluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah),
karena dana tersebut masih akan diputar untuk mendapatkan keuntungan
oleh pengurus koperasi tersebut, dengan alasan bank pelaksana KUT
masth belum jelas kapan dana KLBI itu akan disetorkan ke Bank
Indonesia atau Pemerintah Pusat. Akhirnya dana setoran tersebut
digunakan untuk penguatan modal koperasi/diputar.

Kasus semacam ini juga terjadi pada KUD Suroloyo Kecamatag
Karangawen Kabupaten Demak. Para petani yang mengambil KUT
untuk TP 1998/1999 sudah diangsur hampir lunas, akan tetapi oleh
pengurus KUD Suroloyo yang diketuai oleh Maryanto, tidak
menyetorkan ke Bank Pelaksana, akan tetapi digulirkan lagi kepada

petani, Sesuai dengan perhitungan, jath tempo kredit tersebut 29
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Pebruari 2000 sebesar Rp 525.943.837 - (lima ratus dua puluh lima juta
rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh
tujuh rupiah).

Dari data penelitian, tergambar bahwa penyelewengan dana
KUT terjadi mulai di tingkat petani, kelompok tani, tenaga PPL,
koperasi/LSM selaku eksekutor, padahal Kantor Dinas Deperindag Kop
dan UKM, Pemda/ Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten juga Bank
Penyalur KUT telah ditugasi mengamankan dan mengendalikan KUT.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa setelah reformasi yang diharapkan
banyak pihak akan terjadi banyak perubahan di semua bidang kehidupan

menjadi lebih baik, belum terpenuhi sampai saat ini.

3. Manajemen Perkreditan

Manajemen perkreditan menyangkut tata kelola perkreditan
agar sesuai dengan aturan dan tujuan pemberian kredit. Di dalam pasal 8
ayat 1 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan
bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syari’ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pasal 8 ayat 2 dalam undang undang di atas,
menyatakan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan

pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah,
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sesuai dengan kefentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan
dimaksud akan memberatkan calon debitur dari golongan ekonomi
lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan
kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan oleh calon peminjam, pihak
perbankan segan memenuhi permohonan kredit tersebut, mengingat
kemungkinan resiko yang bakal timbul berupa kredit macet, yaitu kredit
tidak dapat dikembalikan."”

Untuk menangung pembayaran kredit macet, calon debitur
umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas
tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit
atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Maka sudah scharusnya
Bank sebagai kreditur meminta agunan tambahan dengan maksud jika
calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan
tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian
kredit atau pembiayaan yang tersiasa.”

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 th. 1998
disebutkan bahwa peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan
ﬁﬁ]gsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
dengan lebih memperhatikan pembiayaan sector perekonomian nasional
dengan prioritas kepada koperasi, PKM, serta berbagai lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi sehingpa akan memperkuat struktur

perekonomian Nasional, demikian juga Bank perlu memberikan

*" Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2000, hal. 423.

* Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op Cit, hal. 441.
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perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian
di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Bank umum disatu pihak dituntut untuk memiliki jaminan
dalam pemberian kredit, sementara dipihak lain harus  pula
memperhatikan pengusaha lemah yang sebagian tidak mempunyai
jaminan fisik/jaminan tambahan dalam permohonan kredit. Bisnis
Perbankan juga tidak dibiarkan berkembang kearah cksklusifisme tanpa
kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Keseimbangan antara tanggung
jawab perusahaan dan komiten untuk memberdayakan masyarakat mesti
dilakukan.

1) Implementasi Prinsip-prinsip Perkreditan yang sehat.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah
yang diberikan kepada Bank mengandung resiko schinga dalam
setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syari’ah yang sehat dan berdasarkan prinsip kahati-hatian, untuk itu
sebelum memberikan kredit Bank harus memberikan penilaian yang
seksama dari berbagai aspek, aspek yang dimaksud adalah “The Five
C of Credit Analysis” atau prinsip 5 C’s, konsep ini akan |
memberikan informasi mengenai iktikhad baik (Willingness to pay )
dan kemampuan membayar (4bility to pay) nasabah melunasi

utangnya kembali beserta bunganya.*

* Pasal 18 KEP, MENKEU No. 486/KMK.017/1999 tentang pendanaan KUT.
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Bank juga harus menganalisis kondisi pasar di dalam dan

di luar negeri baik masa lalu, maupun masa yang akan datang

sehjnggd masa depan pemasaran, hasil proyek atan uszha calon

debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui. Juga mengenai tujuan

penggunaan kredit, rencana pengembalian serta urgensi kredit.

Disamping prinsip 5 C’s diatas maka penting juga menerapkan 5 P

yakni :

a)

b)

FParty (para pihak), ini merupakan titik sentral yang diperhatikan
dalam setiap pembelian kredit. Unfuk itu pihak pemberi kredit
harus memperoleh sesuatu “kepercayaan” (frusf) terhadap para
pihak, dalam hal ini debitur bagaimana karakternya, kemapuanya
dan sebagainya. |

Purpose (tujuan), tujuan pemberian kredit. Penting untuk
diketahui pihak kredltur harus dilihat apakah kredit akan dipaka
untuk hal-hal yang positif dan benar-benar dapat menaikkan
inkam usahanya. Juga harus diawasi agar kredit tersebut benar-
benar digunakan untuk tujuan séperti dalam perjanjian kredit.
Payment (pembayaran), ini perlu diperhatikan apakah sumber
pembiayaan kredit calon debitur cukup tersedia dan aman
sehingga dapat diharapkan kredit yang diberikan tersebut
terbayar kembali berdasarkan anlisis sumber pendapatan, bahwa

pendapatan tersebut cukup untuk membayar kembali kreditnya.
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d) Provitability (perolehan laba), kreditur harus mengantisipasi akan
laba yang diperoleh usaha debitur lebih besar daripada bunga
pinjaman, juga pendapatan dan'.usaha dapat menutupi kembali
pembayaran kredit.

e) Protection (petlindungan), terhadap kredit oleh usaha debitur,
perlindungan dan kelompok usaha, jaminan dan holding,
jaminan pribadi pemilik usaha untuk berjaga-jaga terutama jika
terjadi hal-hal diluar skenario atau diluar prediksi semula.*’

Masih ada prinsip-prinsip yang biasa diterapkan dalam
pemberian kredit, yaita 3 R : Return (hasil yang diperoleh
debitur), Repayment (pembayaran kembali kredit oleh debitur)
dan Risk Bearing Ability (kemampuan debitur menaggung

‘resiko).

Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan
kehati-hatian bidang Perbankan (Banking Prudential Regulation)
didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari
cainpur tangan pihak-pihak  yang berkepentingan dengan
pemohon kredit. Asas-asas tersebut pada dasarnya merupakan
‘batasan-batasan tertentu kepada bank dalam ménjalankan
kegiatan penerimaan maupun penyalurannya. Ketentuan tersebut
meliputi : permodalan (Capital Adiquacy), Batas ‘Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap dana

" Munir Fuady, Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu, Bandung : PT Citra
Aditya Bakti 1996, hal. 24-26.
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yang diterima oleh bank (loan to deposit ratio/LDR), Posisi
Devisa Neto (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas
setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, traksakst
derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) dan kolektibilitas produktif >!

Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak
ternyata jauh dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan
tentang kehati-hatian dari bank. Asas-asas tersebut di atas
menuntut penilaian yang jujur, obyektif dan lepas dari campur
tangan pihak lain.

2) Manajemen Kontemporer Dengan Pendekataﬁ Situasional
(Contingency Approach)

Manajemen yang ditawarkan oleh Frederick W. Taylor

memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana mengelola
perusahaan agar efektif dan efisien. Manajer/pemimpin perusahaan
harus mampu melihat ketergantungan (inferdependensi) antar
‘bagian dalam organisasi, pengaruh lingkungan ekternal dan
keunikan situasi yang dihadapi. Setelah memahami ketiga hal
terscbut, manajer dapat memilih pendekatan mana yang paling baik
untuk diterapkan pada situasi yang dihadapi.

KUT merupakan kredit program pebangunan pertanian

guna menciptakan swasembada beras serta pembangunan

! Sutan Remy Sja]ideini, Orasi Umiah Dies Natalis UNAIR Surabaya dengan
tema “Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Huwlum kepada Nasabah
Penyimpan Dana”, tahum 1994, hal. 17.
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ketahanan pangan nasional sekaligus untuk mengurangi
kesenjangan sosial dan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Program merupakan jaringan yang kompleks yang
terdiri dari: tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan serta
langkah yang harus dilakukan berdasarkan altemnatif tindakan yang
dipilih. Biasanya anggaran dan modal dipakai untuk mendukung
program. Program besar akan terdiri dari program-program yang
lain yang lebih kecil sehingga koordinasi menjadi sangat penting,
karena kegagalan satu program akan manggagalkan program
pokoknya.

KUT menggunakan program BIMAS vaitu sistem
manajemen  pembangunan pertanian untuk menggerakkan
partisipasi petani secara masaal dengan berorientasi pada
koordinasi, penyelenggaraan, fungsi perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasaﬁ program BIMAS.

Program pertanian merupakan sistem pembangunan
pertanian secara keseluruhan, sehingga kegagalan sub sistem yang
lain akan menggagalkan program pokoknya. Jika dilihat dari hasil
penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan dana
pengembalian dana KUT sistem pengendalianya tidak berjalan
secbagaimana mestinya. Pengendalian KUT scharusnya sudah
dilaknkan sejak di tingkat desa oleh Satuan Penggerak BIMAS

Desa.
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Dalam Pasal 15 ayat:2 SK bersama Mentan dan

. [08%/KPTS /BM .530/1999
Menteri Koperasi PK&M No. 20/SKB /M /1993 tentang

petunjuk pelaksanaan KUT. Rapat koordinasi BIMAS tingkat
desa, kecamatan, kabupaten/ kota madya dan Propinsi
dilaksanakan setiap bulan secara teratur. Dalam Pasal 2 nya
menyebutkan “untuk menjamin terlaksananya KUT yang lancar,
aman, terkendali, efisien dan efektif perlu dilaksanakan kegiatan
yang terkoordinasi dalam persiapan; perencanaan, penyaluran,
pengembalian dan pengendalian KUT dalam wadah tim KUT yang
diatur dalam surat keputusan bersama tersebut diatas.

Adanya instruksi bupati Demak untuk menghabiskan
dana KUT yang sudah turun dari BI, adalah awal dari macetnya
KUT, karena dengan begitu pejabat di bawahnya dan instansi
terkait serta petani di Kabupaten Demak diinstruksikan untuk
menyimpang dan secara tidak langsung petani diajari untuk berlaku
tidak fair dengan memanipulasi data. Instruksi tersebut meskipun
hanya disampaikan secara lisan namun berdampak serius terhadap
kegagalan KUT di Kabupaten Demak, karena:

a) Petani atau kelompok tani dipaksa mengambil kredit melebihi
kebutuhan nyata, akibatnya kredit yang seharusnya
dipergunakan untuk tujuan produktif kemudian digunakan

untuk kepentingan konsumtif,
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b) Semakin besar kredit yang dicairkan bank pelaksana, maka
fee/imbalan yang diterima bank pelaksana, PPL, koperasi/LSM
semakin besar pula, karena imbalan tersebut didasarkan pada
kredit yang telah cair, dengan dihabiskannya dana KUT dan
pusat, maka pihak-pihak tersebut di atas diuntungkan secara
ekonomis.

c) Pengendalian KUT tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pengendalian KUT dengan pola supervisi dimulai sejak
perencanaan hingga pengembalian dengan dukungan tertib
administrasi pada setiap lini terkait, yakni petani/kelompok
tani, koperasi/L.SM, PPL/Kandekop PK dan M serta bank
pelaksana.

Sesuai teori Frederick W. Taylor tersebut di atas bahwa
adanya ketergantungan antar bagian yakni petani/kqlompok tani,
koperasi/ LSM, PPL/ Kandekop PK. dan M serta bank pelaksana,
masing-masing memiliki program sendiri, koordinasi dari tim KUT
menjadi penting, karena kepagalan satu program akan
menggagalkan program pokoknya. Jika pengendalian KUT
berjalan sesuai dengan yang semestinya, maka tidak akan terjadi
tunggakan kredit sebesar 58% dari realisasi KUT tahun penyediaan
1998/1999, dan semakin meningkat pada tahuin 1999/2000

menjadi 86,8% dari realisasi dana KUT.




3)

Penyimpangan dana KUT ini terjadi sejak ditingkat
petani sampai dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini

berarti terjadi kesalahan kolektif .

‘Penerapan Prinsip Good Corperate Governance (GCG) Dalam

Perkreditan

GCG pada dasarnya adalah sistem dan struktur untuk
mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai
pemegang saham (stakeholders’ value) sérta mengalokasi
berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan
(stakeholders) seperti kreditur, supplier, asosiasi usaba,
konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.*

Pengembangan UKM dan ekonomi rakyat berbasis pada
dua pilar utatﬂa:

a) Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat.
b) Berfungsinya aransemen kelembagaan atan regulasi
pemerataan ekonomi yang efektif.*!

Lahimya Undang-Undang No. 5 Th, 1999 tentang
larangan  prektek monopoli dan persaingan tidak sehat
merupakan pendukung kedua pilar tersebut diatas, sehingga
konglomerasi dan ekspansi usaha seperti masa lalu diharapkan
tidak terulang lagi, karena strafegi pengembangan usaba lebih

didasarkan pada visi perluasan pasar dan intregasi vertikal,

*® Njoman Tjager (et al), Corporate Governance — Tantangan dan Kesempatan

bagi Komuniias Bisnis Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002, hal. 28-29.

31 Hessel Nogi .S. Tangkilisan, Op Cit., hal. 111.
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kepemilikan aset produktif yang mengarah pada keterpusatan
kekuatan ekonomi dan kekuasaan.Untuk memperkuat basis
ekonomi rakyat tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kerja
KPPU (Komisi Pemantau Persaingan Usaha).

Upaya memperkuat basis ekonomi rakyat dengan
koperasi dan UKM sering mengalami death lock karena
kondisi eksternal ekonomi-politik yang kurang memungkinkan
kini masih ﬁenghadapi tantangan internal lainya. Basis UKM
sendiri dan Ekonomi Rakyat secara umum sangat lemah dalam
visi, sikap wirausaha, dan menejemen bisnis yang paling
mendasar, walaupun sering diklaim oieh banyak pihak UKM
cukup tangguh dan bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

GCG diakui mampu mengebalkan perusaha.ém dari
kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal
corperate governance yang baik telah terbukti  juga
meningkatkan kinerja korperat sampai 30 % diatas tingkat
kembalian (rate of return) yang normal. Penerapan GCG
meberikan manfaat sebagai berikut :

a) Perbaikan dalam komunikasi.

b} Minimalisasi potensi benturan.

¢) Fokus dan strategi-strategi utama.

d) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi,

e} Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits).




223

f) Promosi citra korporat (corporate image).

g) Peningkatan kepuasan pelanggan.

:h) Perolehan kepercayaan investor.

Menurut forum for corporate in Indonesia, kegunaan
corporate governance adalah:
a) Lebih mudah memperoleh modal
b) Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah
¢) Memperbaiki kinerja usaha
d) Mempengaruhi harga saham
¢) Memperbaiki kinerja ekonomi
Corporate Governance yang baik merupakan langkah
penting dalam membangun kepercayaan pasar (market
convidence) dan mendorong arus investasi internasional yang
lebih stabil dan bersifat jangka panjang,*>
Dalam penyaluran kredit kepada UKM, penerapan
GCG yang krusial meliputi tiga aspek, demikian juga yang
terjadi dengan Kab. Demak yaitu: interdependensi,
transparansi, dan integritas.
a) Prinsip interdependensi atau kemandirian berarti proses
penyaluran kredit secara keseluruhan terlepas dari
intervensi kewenangan diskresi yang lebih tinggi, karel_la

akibat yang ditimbulkan bila prinsip ini tidak diterapkan,

%2 ibid., hal. 112.
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maka proses penilaian kelayakan tidak fair, bias dan
menjadi bom wakiu dibelakang hari dalam bentuk kredit
macet atau penyalahgunaan plafon kredit; maupun
kelayakan jaminan yang ada.

Kasus ini telah terbukti pada penyaluran KUT di

Kab. Demak, karena dibebani misi politik tertentu dengan
interfensi yang terlalu jauh oleh Pemda Demak (selaku
penguasa tertinggi daerah), maka tidak ada penilaian yang
fair, bias dan menjadi bom waktu disaat pengembalian
dalam bentuk kredit macet, penyalahgunaan plafon kredit
maupun kelayakan jaminan yang ada.
Prinsip transparansi perlu diterapkan untuk menghindari
negoisasi terselubung antara pelaku yang ada, baik dari segi
persyaratan, administratif, jumlah kredit maupun klausul-
klausul yang di persyaratkan.

Prinsip ini tidak berjalan dalam penyaluran KUT,
maka sudah dapat dipastikan terjadi negosiasi terselubung
antara para pelakn yang ada: petani‘’kelompok tani,
koperasi/LSM, Deperindag Kop dan UKM, Bank, PPL, dan
Satuan Dinas Kabupaten, baik terhadap persyaratan kredit
maupun kalusul-kalusul yang lain.

Prinsip integritas, menjadi benteng bagi para bankir untuk

menjalankan profesinya secara benar dan sesuai dengan
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aturan, moral dan etika yang berlaku. Penerapan prinsip ini
secara optimal akan menghindari praktek moral hazzard
yang menjadi taruhan kredibilitas para bankir di Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin  Abdullah
mengakui “Pengawasan dan pemeriksaan bank yang
dilakukan Bank Indonesia selama ini masith kurang
sempurna, oleh karena itu pengawasan dan pelaksanaan
bank harus dibenahi dan ditata kembali”. Kesepakatan
untuk menata kembali pengawasan Bl telah dicapai dalam
rapat Dewan Gubernur BI dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja, koordinasi dan sinergi tugas
pengawasan dan pemeriksaan bank dari Dewan Gubernur,”

Tingkat integritas bankir dalam pelaksanaan KUT di
Kab. Demak perlu dipertanyakan karena dalam
permohonan kredit bank juga diberi wewenang untuk
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KUT, tetapi
dengan adanya perubahan peran bank dalam KUT yang
semula sebagai chanelling agenmt menjadi executing agent
maka tugas bank pelaksana menjadi lebih ringan  karena
tidak lagi dibebani melakukan penagihan, sebab dena KUT

berasal dari KLBI, schingga jika dana tersebut disalurkan

35 Kompas, Rabu 5 Mei 2004, hal. 13.

z-m@wmv\
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semuanya bank pelaksana tidak menanggung resiko, karena
resiko KUT dibebankan kepada pemerintah.

Banyaknya kasus bank yang dilikuidasi setelah krisis

moneter 1997 adalah krisis corporate transparency yang sering

melibatkan antara pemerintah dan dunia usaha, antara

pengutang (holders of deby) dan pemberi utang, yang

melibatkan praktek kronisme. Untuk itu prinsip GCG harus

segera diterapkan di lingkungan BUMN seperti dapat kita lihat

dalam :

a)

b)

Kepmen Negara Penanaman Modal dan Pembinaan

BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 disebutkan bahwa

prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan institusi
ekonomi di lingkungan BUMN dalam upaya menerapkan
GCG (transparency, interdependency, accountability).

SK Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tanggal 1

4Agustus 2002 tentang kewajiban BUMN menerapkan

praktek GCG pada BUMN.

Salinan Kepmen BUMN No. KEP-104/MBU/2002 tentang
penilaian calon anggota direksi BUMN harus disertai
dengan membuat surat pernyataan akan melaksanakan

prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan.
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3. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Menyelesaikan

Tunggakan KUT di Kabupaten Demak
Penyaluran kredit oleh bank atau pebiayaan berdasarkan prinsip

syari’ah mengandung resiko, schingga bank menganut asas “mengambil
resiko sekecil mungkin”. Resiko dimaksud adalah kemungkinan kredit
yeng disalurkan kepada debitur tidak dapat dibayar kembali. Untuk
menekan resiko dalam pemberian kredit bank menerapkan prinsip-
prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dan prinsip perkreditan yang
sehat. Jika ternyata kredit yang disalurkan mengalami masalah (problem
loan) maka bank dapat menempuh beberapa cara :
a. Pendekatan Persuasif (Negosiasi)

Pendekatan persuasif dalam rangka penyelamatan kredit oleh
bank, agar supaya kredit yang semula tergolong diragukan atau
macet, menjadi lancar kembali dengan cara rescheduling
(penjadwalan kembali) yakni perubahan syarat kredit yang hanya
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya,
reconditioning (persyaratan kembali), yakni perubahan sebagian atau
seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktn dan atau persyaratan lainnya, sepanjang
tidak merubah maksimum saldo kredit atau restructuring (penataan

' kembali) yakni perubahan syarat-.syarat kredit yang menyangkut

penambahan dana bank dan/ atau konversi sebagian atau seluruh
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5) SK Bupati Demak No. 518/ 311/ 2002 Tanggal 11 April 2002
tentang Tim Penyelesaian Terhadap Penyaluran dan
Penyalahgunaan KUT di Wilayah Kabupaten Demak.

Dana KUT yang disalurkan di Kabupaten Demak TP. 1998/
1999 sampai dengan TP. 1999/ 2000 jatuh temponya adalah 29
November 2000. Tetapi menurut Pasal 14 ayat 1 KepMenKeu No.
486/ KMK. 017/ 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 jatuh tempo secara
nasional 31 Maret 2001. Sebagai bank penyalur yang presentase
kredit macetnya paling besar adalah Bank Bukopin Jawa Tengah
Jalan Pandanaran Semarang, dari 32 kali penyaluran KUT kepada
koperasi/ LSM untuk TP. 1998/ 1999 debitur yang tunggakannya
100% (tidak mengangsur sama sekali) adalab sebanyak 10 kali
penyaluran, sedangkan untuk TP. 1999/ 2000 dari 10 kali penyaluran
separoh diantaranya nunggak 100%.

Besarnya tunggakan KUT di Kabupaten Demak telah
mendorong Pemda Demak mencari upaya yang paling tepat untuk
mengembalikan dana KUT antara lain melakukan studi banding ke
Kabupaten Wonogirt pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2001 yang
terdirt dari Wakil Bupati, Wakil DPRD, Kepdinas DeperindagKop,
serta Kabag Hukum Pemda. Kabupaten Wonogiri yang telah berhasil
melakukan penagihan terhadap tunggakan KUT maka teknik yang
digunakan akan dipakai oleh Kabupaten Demak guna menangani

tunggakan KUT.
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Tindak Ianjut dari studi banding ke Wonogiri maka terbitlah

SK Bupati Demak No. 518/ 578/ 2001 serta SK Bupati Demak No.

518/ 579/ 2001 membentuk Tim KUT Kabupaten dan Tim KUT

Kecamatan yang fugasnya antara lain :

1)
2)

3)

4)

3)

6)

Mengevalunasi kegiatan Tim KUT lama.

Rapat perumusan program-program Tim KUT Kecamatan dan
Tim KUT Kabupaten.

Tim KUT Kecamatan melakukan kegiatan-kegiatan:
penyuluhan/ pembinaan, pendataan penunggak, penarikan/
penagihan penunggak, hasilnya dilaporkan ke Tim KUT
Kabupaten.

Tim KUT Kabupaten melakukan kegiatan: pemanggilan
penunggak, penarikan penunggak dan rencana eksekusi
pernyataan yang dibuat oleh penunggak dengan Tim
Kecamatan.

Paling lambat 30 November 2001 diharapkan telah lunas 80%
sampai dengan 100%.

Tim KUT Kecamatan dan Kabupaten mendata dan
mengklasifikasi penunggak KUT yang terdiri: petani murni,
PNS, TNI/ Polri, Koperasi/ LSM, Perangkat Desa Sel’tél
besarnya tunggakan untuk selapjutnya dibuatkan surat
pemnyataan di atas kertas bermaterai 6000 di hadapan Tim KUT

Kecamatan, juga penunggak diminta menyerahkan jaminan
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